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BAB I. PENDAHULUAN UMUM 

1.1. Latar Belakang 

Jagung memiliki peranan strategis dalam sistem pangan nasional Indonesia 
(Nasikh et al., 2021). Sebagai komoditas pangan utama kedua setelah padi, jagung 
tidak hanya menjadi sumber karbohidrat penting, tetapi juga berkontribusi besar 
terhadap ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani di berbagai wilayah 
(Agus et al., 2019). Selain itu, jagung sebagai bahan pangan alternatif ketika terjadi 
kegagalan panen, menjadikannya komponen penting dalam diversifikasi pangan 
(Jayadi and Latief, 2023). Namun demikian, keberhasilan peningkatan kesejahteraan 
petani jagung tidak dapat dilepaskan dari peran kelembagaan petani. Kelembagaan 
ini berfungsi sebagai wadah aksi kolektif, berbagi pengetahuan, serta mobilisasi 
sumber daya. Organisasi seperti koperasi, kelompok tani, dan asosiasi pertanian 
terbukti meningkatkan modal ekonomi dan sosial petani, yang berujung pada 
produktivitas dan keberlanjutan pertanian yang lebih baik (Addai et al., 2021; 
Sudrajat, 2020). 

Secara teoritis, kelembagaan merupakan komunitas belajar informal 
berdasarkan praktik bersama anggotanya, keterlibatan sukarela, dan penggunaan 
sumber daya bersama yang berkembang seiring waktu (Dolinska and D’Aquino, 
2016). Kelembagaan sebagai aturan perilaku sosial, dan lebih formal, beberapa 
batasan yang dibuat untuk hubungan antar manusia, dan mengurangi ketidakpastian 
perilaku. Ada tiga jenis sistem: aturan formal, aturan informal, dan mekanisme 
penegakan aturan (Cao et al., 2020). Menurut Uphoff (1986)  kelembagaan memiliki 
struktur dan norma, dimana yang lainnya eksis sebagai sebaran pengaruh terhadap 
perilaku. Menurut Ostrom (1990), kelembagaan merupakan aturan kerja yang 
menentukan hak, keputusan, dan prosedur dalam aktivitas kolektif.  

Keberadaan kelembagaan dalam masyarakat penting sebagai media 
pembentuk pola-pola perilaku yang stabil untuk mengatur interaksi antar individu dan 
kelompok (Ostrom, 1994). Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi 
masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan dan perilaku (Bernard and Spielman, 
2009). Keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan 
masyarakat (Beunen et, al., 2017). Kelembagaan yang efektif mampu memberikan 
kontribusi positif pada kehidupan masyarakat, namun dalam praktiknya sering terjadi 
penyalahgunaan kekuasaan untuk legitimasi akses sumber daya yang tidak 
seimbang (Michalak, 2022). Oleh karena itu, kelembagaan harus didukung oleh 
sanksi efektif agar norma dan aturan berjalan sebagaimana mestinya. 

Kelembagaan petani dianggap penting karena empat alasan utama, yaitu 
memfasilitasi aksi bersama untuk mencapai kemajuan sosial ekonomi (Brinkerhoff et 
al., 1990), membentuk pola interaksi sosial (Ostrom, 1992), meningkatkan efisiensi 
penggunaan sumber daya (Ostrom, 1992), serta mempengaruhi perilaku individu 
melalui insentif positif (Ostrom, 1992). Dalam konteks pertanian, kelembagaan petani 
dapat mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya dan memperkuat posisi petani 
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dalam adopsi teknologi inovatif (Moore et al., 2021). Kerjasama petani dalam 
kelembagaan dapat mendorong penggunaan sumberdaya yang lebih efisien. Peran 
kelembagaan petani memerlukan keterlibatan birokrasi atau organisasi luar 
masyarakat. Agar peran kelembagaan petani jagung tersebut dapat optimal harus 
berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya manusia lokal, sumberdaya 
institusi lokal, sumberdaya fisik lokal, dan sumberdaya alam yang dimiliki daerah 
(Taylor and Van Grieken, 2015).  

Kelembagaan salah satu kunci utama dalam proses penyelenggaraan 
pembangunan pertanian karena mampu meningkatkan kualitas sumberdaya 
manusia, peningkatan produksi dan pendapatan, serta kesejahteraan petani. 
Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu komponen pokok 
pembangunan pertanian dan pedesaan (Al-Kaisi et al., 2015; Mehraban et al., 2021). 
Berdasarkan Permentan nomor 67 tahun 2016 yang dimaksud dengan kelembagaan 
petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan 
untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, 
mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi 
Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.  

Kelembagaan petani memiliki peran sebagai media dan wahana komunikasi 
dan pembelajaran petani (Ruhimat, 2021) sehingga dapat menjadi media untuk 
menyampaikan pendapat (Barrett et al., 2012). Selain itu, kelembagaan petani juga 
berperan mendorong partisipasi dan kemandirian petani dalam mengadopsi 
berbagai inovasi teknologi di bidang pertanian (Bachke, 2019; Moore et al., 2021) 
sehingga dapat  meningkatkan produksi (Bernard and Spielman, 2009) dan efisiensi 
sumber daya yang dimilikinya (Abdul-Rahaman dan Abdulai, 2018; Hadi et al., 2019; 
Rustinsyah, 2019).  

Dalam praktiknya, kelembagaan petani menghadapi tantangan struktural, 
seperti fragmentasi lahan, yang membatasi skala dan efisiensi produksi (Fauzan et 
al., 2023). Masalah ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pendukung seperti 
jalan, fasilitas penyimpanan, dan transportasi, yang membatasi akses pasar dan 
keberlanjutan finansial (Mayo, 2023). Keterbatasan akses terhadap kredit juga 
menjadi hambatan dalam adopsi teknologi dan praktik pertanian modern (Tayang et 
al., 2024). Adopsi teknologi digital juga masih rendah, sementara pertanian menuju 
ke arah pertanian cerdas (smart farming). Kesenjangan teknologi ini membatasi 
potensi kelembagaan petani dalam mengadopsi inovasi yang penting untuk 
meningkatkan produktivitas dan daya saing (Rasyid and Ningsih, 2024). Namun di 
sisi lain, ketika difungsikan secara optimal, kelembagaan petani dapat mendukung 
peningkatan efisiensi melalui pelatihan dan transfer teknologi (Ma et al., 2023; Zhang 
and Wu, 2023; Chen et al., 2022). 

Efisiensi kelembagaan petani juga tercermin dari praktik budidaya yang 
diperkenalkan, seperti penggunaan varietas unggul atau teknik budidaya maju. 
Struktur organisasi mendukung kekuatan tawar kolektif yang dapat meningkatkan 
akses pasar dan harga jual (Syafruddin et al., 2023; Noor et al., 2020). Selain itu, 
lembaga tani juga memfasilitasi akses kredit dan input pertanian yang diperlukan 
untuk modernisasi pertanian (Ao et al., 2021; Zhang and Chen, 2022). Peran 
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kelembagaan tidak hanya teknis, tetapi juga sosial. Mereka mendorong modal sosial 
di komunitas pedesaan melalui jaringan pertolongan dan budaya inovasi (Cheng et 
al., 2022; Iqbal and Abbas, 2022). Pembelajaran antarpetani dalam wadah 
kelembagaan mempercepat adopsi teknologi dan praktik terbaik (Fuady et al., 2021; 
Kuan et al., 2021). Struktur kelembagaan juga memberikan skala ekonomi yang 
memungkinkan efisiensi biaya input dan logistik (Wang et al., 2020), serta 
memperkuat posisi tawar petani dalam penetapan harga (Masanja et al., 2023). 
Namun demikian, efektivitas kelembagaan bergantung pada tata kelola, keterlibatan 
anggota, serta akses terhadap pelatihan dan sumber daya. Kelembagaan yang 
partisipatif dan memiliki sistem tata kelola yang baik cenderung lebih mampu 
mendorong adopsi inovasi (Stevens et al., 2021). Sebaliknya, jika dukungan 
pemerintahan lokal dan pelatihan terbatas, efektivitas lembaga ini menjadi terhambat 
(Aruna et al., 2023). 

Tantangan budaya juga menjadi penghambat efektivitas kelembagaan. Banyak 
petani yang masih enggan mengubah pola budidaya karena kuatnya keyakinan 
terhadap metode tradisional (Jayme and Lee, 2024). Selain itu, dinamika sosial 
seperti ketimpangan status sosial dan tingkat pendidikan menciptakan ketimpangan 
dalam pengambilan keputusan kelembagaan (Lubaale et al., 2024). Hambatan 
komunikasi karena perbedaan bahasa dan latar belakang etnis juga menjadi faktor 
penghambat dalam diseminasi informasi (Islam et al., 2023). Sikap skeptis terhadap 
kelembagaan juga muncul jika manfaatnya tidak langsung terlihat. Ketidakpercayaan 
ini memicu siklus tidak partisipatif yang melemahkan kapasitas organisasi (Chen, 
2024). Aspek gender juga masih menjadi tantangan, di mana perempuan sering kali 
tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, mengakibatkan ketimpangan akses 
terhadap teknologi dan pengetahuan (Parreño, 2023). 

Kabupaten Jeneponto sebagai sentra pengembangan jagung di Indonesia 
memiliki potensi strategis yang signifikan dalam pengembangan komoditas ini. Pada 
tahun 2021, luas lahan jagung mencapai 72.737,30 ha dengan produksi sebanyak 
485.078,11 ton dan produktivitas sebesar 7,45 ton/ha. Perlunya dukungan 
kelembagaan yang kuat dalam pengembangan komoditas jagung di Kabupaten 
Jeneponto, karena kelembagaan petani mempunyai peran strategis pada hampir 
setiap tahapan usahatani jagung, mulai dari pengelolaan faktor-faktor produksi, 
proses produksi, pemanenan, pasca-panen, dan pemasaran hasil (Santoso and 
Darwanto, 2015). Namun demikian, kelembagaan petani di wilayah ini belum optimal 
karena kurangnya partisipasi aktif petani, minimnya pengetahuan tentang 
manajemen produksi dan jaringan pemasaran, serta kecenderungan hanya menjadi 
penerima bantuan pemerintah secara pasif (Verhofstadt dan Maertens, 2014; Nasikh 
et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan petani 
yang efektif di Kabupaten Jeneponto, agar dapat mengatasi berbagai permasalahan 
yang dihadapi oleh petani jagung dan meningkatkan efisiensi serta kesejahteraan 
petani secara berkelanjutan (Bulkis et al., 2020; Arsyad et al., 2021). 

 



4 
 

Permasalahan yang terdapat dalam kelembagaan petani di Kabupaten 
Jeneponto adalah fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani 
belum berjalan secara optimal; masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani 
terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran (Verhofsdat 
and Meertens, 2014); belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis 
(Nasikh et al., 2021), aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (on farm) 
sehingga posisi tawar petani lemah (Ruhimat, 2021). Keberadaan kelembagaan 
petani tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, melainkan 
kebanyakan respon dari program-program pemerintah yang mengharuskan petani 
berkelompok (Teguh et al., 2022). Kelembagaan petani hanya diposisikan sebagai 
alat untuk mengimplementasikan proyek (Pillaca and Chavez, 2017). Oleh karena 
itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan petani jagung agar kelembagaan bisa 
berperan dalam mengatasi berbagai permasalahan petani jagung yang semakin 
kompleks (Hadi, 2019). 

Kelembagaan menjadi fondasi penting yang harus diperkuat untuk mencapai 
efektivitas pengelolaan usahatani. Brinkerhoff and Goldsmith (1992) mengemukakan 
bahwa faktor-faktor kelembagaan memegang peranan penting dalam pengelolaan 
yang bergantung pada kekuatan dan kualitas kelembagaan yang mampu 
mempengaruhi perilaku masyarakat, dan mendorong untuk melaksanakan kegiatan 
secara efektif. Penguatan kelembagaan harus dilakukan oleh petani dalam 
meningkatkan dinamika, kemandirian, dan kinerja kelembagaan petani dalam 
sebuah usahatani. Selain itu, penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan 
untuk meningkatkan posisi tawar dan daya saing kelompok terhadap pihak eksternal 
(Mananganta et al., 2019). Penguatan kelembagaan petani dapat menjamin adanya 
kontinuitas atau kesinambungan pada usaha penyebaran pengetahuan teknis atau 
teknologi kepada petani dan menyiapkan petani agar mampu bersaing dalam struktur 
ekonomi yang lebih terbuka. 

Empat kriteria agar kelembagaan petani kuat dan mampu berperan aktif dalam 
memperjuangkan hak-haknya, yaitu: (i) kelembagaan harus tumbuh dari pemikiran 
petani sendiri; (ii) pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala; 
(iii) memiliki kekuatan kelembagaan formal; dan (iv) bersifat partisipatif. Manfaat 
utama terbentuknya kelembagaan petani adalah untuk mewadahi kebutuhan salah 
satu sisi kehidupan sosial masyarakat dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap 
orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth, 2016, 
Johan et al., 2022, Nguyen et al., 2021). 

Berbagai upaya penguatan kelembagaan petani telah dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia guna meningkatkan taraf hidup petani dan produktivitas 
pertanian. Upaya ini mencakup penguatan kelembagaan petani dari desa hingga 
nasional agar menjadi lembaga berbasis profit dan ekonomi yang efektif  (Rwamigisa 
et al., 2018). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran kelembagaan dalam 
menunjang petani melaksanakan usaha taninya secara lebih efektif dan efisien 
berskala komersil mulai dari penyediaan input produksi, pemeliharaan sampai 
pascapanen (Wedajo et al., 2019). Melalui peran stakeholder yang terlibat di dalam 
kelembagaan, baik pemerintah ataupun swasta berusaha membantu kelembagaan 
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petani agar bisa mengoptimalkan penghasilan maupun kesejahteraan petani 
(Haryanto et al., 2019). 

Beberapa lembaga pemerintah dan non-pemerintah secara langsung atau tidak 
langsung terlibat dalam kegiatan implementasi, pembuatan kebijakan, pemantauan 
dan penegakan yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan (Haldar et al., 
2021). Pemerintah berperan sebagai fasilitator  yang menghubungkan pengetahuan 
lokal dan kebijakan tingkat nasional (McNamara and Buggy, 2017; Michalak, 2020). 
Kebijakan pemerintah dapat berperan dalam mengatasi beberapa masalah yang 
dihadapi oleh petani (Wheeler and Lobley, 2021). Dukungan penyuluhan, penelitian, 
peran eksternal, dinamika kelompok, dan partisipasi petani juga berperan dalam 
kelembagaan petani (Anantanyu, 2011). 

Hasil penelitian Anang et al. (2020) menyimpulkan bahwa penguatan 
kelembagaan petani dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran penyuluh 
dalam melakukan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada kelembagaan 
petani yang berhubungan dengan aspek manajemen dan kepemimpinan 
kelembagaan petani. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Santoso and Darwanto 
(2015) yang menyebutkan bahwa optimalisasi peran pemerintah merupakan salah 
satu usaha yang harus diprioritaskan dalam penguatan kelembagaan kelompok tani. 
Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah (pusat dan daerah) untuk 
meningkatkan kapasitas kelembagaan petani adalah mendorong terjadinya 
peningkatan kedinamisan dan partisipasi anggota dalam kelembagaan petani 
(Ruhimat, 2015).  

Salah satu elemen penting dalam kelembagaan petani adalah keterlibatan 
petani, karenanya diperlukan partisipasi petani dalam penguatan kelembagaan 
(Barret et al., 2012; Taylor et al., 2015). Oleh karena itu perlu dilihat tingkat partisipasi 
dan bentuk partisipasi petani dalam tahap perencanaan, pelaksanaan serta tingkat 
partisipasi petani dalam evaluasi program (Methamontri et al., 2022). Penguatan 
kelembagaan juga membutuhkan dukungan dari institusi lain agar kelembagaan 
mampu berperan dalam mendorong petani mencapai kemandirian dan keberdayaan 
(Kruseman et al., 2020).  

Strategi penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan 
terhadap aspek-aspek kelembagaan (Hanna and Wallace, 2022). Kelembagaan 
petani yang efektif diharapkan mampu memberi kontribusi yang nyata dalam 
meningkatkan kemandirian petani (Anantanyu, 2011). Kunci keberhasilan 
kelembagaan yaitu, adanya niat, kemauan, partisipasi, serta kerjasama yg baik 
dalam menggerakkan sistem usahatani (Clark et al., 2021; Eriksen et al., 2018; Kiptot 
dan Franzel, 2019; Wedajo et al., 2019). Dengan demikian penguatan kelembagaan 
akan berkontribusi dalam mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan 
petani jagung (Boakye et al., 2021; Montalbano et al., 2018). Kesejahteraan di sini 
berkaitan erat dengan kebutuhan dasar individu atau keluarga berupa kecukupan 
dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan 
kebutuhan dasar lainnya (Bizikova et al., 2020; Skobelev et al., 2019). 
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Hasil penelitian sebelumnya mengkaji penguatan kelembagaan petani dari 
salah satu faktor saja, baik internal maupun eksternal kelembagaan petani (Sumane 
et al., 2018). Padahal, dalam perumusan strategi mempertimbangkan faktor 
eksternal dan internal kelembagaan petani untuk menghasilkan strategi prioritas 
yang bersifat komprehensif (Prasetya et al., 2015). Selain itu, hasil penelitian tersebut 
hanya ditujukan pada program yang harus dilakukan stakeholder di luar 
kelembagaan petani (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga 
swadaya masyarakat, penyuluh, dan sebagainya) dalam penguatan kelembagaan 
kelembagaan petani (Agus et al., 2019, Cao et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan 
penelitian yang bersifat komprehensif (mempertimbangkan faktor internal dan 
eksternal) dalam merumuskan dan menghasilkan strategi prioritas penguatan 
kelembagaan petani yang dapat digunakan oleh kelembagaan petani dan pihak di 
luar kelembagaan petani (Dolinska and D’Aguino, 2016, Haidar et al., 2021). 

Kelembagaan yang kuat memberikan dampak bagi keberlanjutan kelembagaan. 
Terdapat tiga elemen mendasar untuk pembangunan dan keberlanjutan, yaitu 
sumberdaya (resources), organisasi (organizations) dan norma (norms) (Sharma dan 
Ohama 2007). Organisasi adalah pelaku yang mengelola sejumlah sumberdaya 
berdasarkan norma-norma tertentu. Organisasi dimaksud terbentuk sebagai hasil 
konfigurasi tiga sistem yang ada yakni (1) administrasi desa (misal: organisasi 
pemerintahan), (2) pasar desa (misal: oganisasi produsen) dan (3) masyarakat desa. 
Norma adalah peraturan dan ketentuan yang mengatur masyarakat (Ohama, 2001). 
Pengembangan dan keberlanjutan proyek dan seluruh masyarakat bergantung pada 
aturan dan regulasi yang kuat (Ohama, 2001). Sumber daya terdiri dari sumber daya 
manusia, sumber daya fisik seperti tanah, hutan, badan air, dan sumber daya 
keuangan (Ohama, 2001).  

Dukungan sumberdaya, kelengkapan struktur organisasi dan aturan main belum 
menjamin kelembagaan dapat berjalan dan berkembang, terdapat faktor internal, 
eksternal dan kemampuan pengelola dalam memilih strategi yang dijalankan 
(Wheeler and Lobley, 2021). Keberhasilan suatu kelembagaan sangat ditentukan 
oleh strategi yang dijalankan dalam kelembagaan tersebut (Vanger and Nwosu, 
2020). Keberlanjutan kelembagaan ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam 
berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun lingkungan 
eksternal (McNamara and Buggy, 2017). Dari hasil interaksi tersebut 
menggambarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, kemudian menyusun 
strategi-strategi yang akan dijalankan oleh kelembagaan (Clark et al., 2021). 
Sedangkan kinerja kelembagaan dapat diukur dari output dari lembaga tersebut yaitu 
sejauhmana kelembagaan tersebut mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk 
menghasilkan output (Beunen et al., 2017). Oleh karena itu, penting dilakukan kajian 
mendalam untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan petani jagung yang 
tidak hanya mempertimbangkan faktor internal seperti kapasitas sumber daya 
manusia dan struktur organisasi, tetapi juga dukungan eksternal dari stakeholder 
pemerintah, swasta, dan organisasi sosial. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi 
sangat diperlukan untuk memastikan kelembagaan petani di Jeneponto dapat 
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berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kesejahteraan 
petani secara berkelanjutan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pengembangan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto selama 
ini belum menunjukkan hasil yang optimal meskipun telah banyak upaya dilakukan 
oleh berbagai pihak. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa fungsi kelembagaan 
petani sebagai wadah organisasi petani masih sangat terbatas (Yuniati, 2017). 
Keterbatasan ini muncul terutama karena minimnya kesadaran dan pemahaman 
petani terkait manfaat nyata dari kelembagaan tersebut, khususnya dalam aspek 
manajemen produksi, pemasaran, dan pengelolaan pascapanen. Kondisi tersebut 
juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pengurus dan anggota, serta 
rendahnya partisipasi aktif petani yang berdampak pada lemahnya posisi tawar 
mereka dalam rantai nilai produk jagung (Verhofstadt dan Maertens, 2014; Nasikh et 
al., 2021). Petani seringkali hanya memanfaatkan kelembagaan sebagai media untuk 
memperoleh bantuan dari pemerintah tanpa berupaya secara mandiri untuk 
memperkuat kelembagaan mereka sendiri (Bernard et al., 2008; Gani et al., 2022). 

Permasalahan selanjutnya adalah rendahnya keterlibatan petani secara aktif 
dalam kegiatan agribisnis yang bersifat komprehensif. Mayoritas petani di Jeneponto 
masih sangat fokus pada aktivitas on-farm atau produksi saja, tanpa memperhatikan 
aspek off-farm seperti pemasaran, nilai tambah produk, dan kegiatan ekonomi 
lainnya yang bisa memperkuat posisi ekonomi petani secara keseluruhan (Ruhimat, 
2021). Akibatnya, petani seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah di 
hadapan pedagang perantara maupun pasar. Pola pikir petani yang masih sangat 
tergantung pada bantuan pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri dalam 
pengembangan kelembagaan yang mandiri dan berkelanjutan. Fenomena ini secara 
langsung berdampak pada rendahnya tingkat inovasi dan adaptasi terhadap 
teknologi baru yang ditujukan untuk peningkatan produktivitas serta efisiensi 
pengelolaan usahatani jagung (Triguna et al., 2022; Johan et al., 2022). 

Faktor internal dan eksternal turut berkontribusi dalam permasalahan 
kelembagaan ini. Secara internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia 
berupa rendahnya pengetahuan teknis, keterampilan manajerial, dan minimnya 
partisipasi aktif menjadi hambatan utama dalam memperkuat kelembagaan. Di sisi 
lain, faktor eksternal seperti keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, serta 
dukungan stakeholder yang kurang sinergis antara sektor publik, swasta, dan 
organisasi sosial juga mempersulit penguatan kelembagaan petani secara efektif 
(Haldar et al., 2021; Wheeler dan Lobley, 2021). Dengan demikian, permasalahan-
permasalahan ini memerlukan pendekatan holistik dan sistematis yang mampu 
merumuskan strategi komprehensif berdasarkan pemetaan peran stakeholder, 
tingkat partisipasi petani, serta evaluasi internal dan eksternal kelembagaan secara 
menyeluruh untuk mendukung penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten 



8 
 
Jeneponto. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka beberapa 
pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini: 
1. Bagaimana pemetaan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingannya 

dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto? 
2. Bagaimana faktor karakteristik petani, dukungan lingkungan eksternal, 

kebutuhan petani, kualitas penyuluhan pertanian, kedinamisan kelembagaan 
petani memengaruhi partisipasi petani dan penguatan kelembagaan petani 
jagung di Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimana strategi penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten 
Jeneponto? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka ditetapkan 
tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai, antara lain: 
1. Mengidentifikasi dan memetakan stakeholder berdasarkan pengaruh dan 

kepentingannya dalam upaya penguatan kelembagaan petani jagung di 
Kabupaten Jeneponto.  

2. Menganalisis pengaruh faktor karakteristik petani, dukungan lingkungan 
eksternal, kebutuhan petani, kualitas penyuluhan pertanian, kedinamisan 
kelembagaan petani memengaruhi partisipasi petani dan penguatan 
kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto 

3. Merumuskan strategi prioritas yang komprehensif dengan mempertimbangkan 
faktor internal (kapasitas sumber daya manusia, struktur organisasi, dan norma 
yang berlaku) dan eksternal (peran stakeholder publik, swasta, dan organisasi 
sosial) dalam penguatan kelembagaan petani. Strategi ini bertujuan untuk 
meningkatkan efektivitas kelembagaan dalam mendukung pengembangan 
usahatani jagung yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten 
Jeneponto. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 
praktus dalam konteks penguatan kelembagaan tani jagung di Kabupaten 
Jeneponto. 
1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan literatur ilmiah yang 

relevan dalam bidang penguatan kelembagaan pertanian, khususnya yang 
berhubungan dengan peran stakeholder dan partisipasi petani dalam konteks 
pengembangan komoditas jagung. Hasil penelitian juga diharapkan mampu 
menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 
pengembangan kelembagaan pertanian secara lebih luas dan mendalam. 

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Bagi 
pemerintah, hasil penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan penting 
dalam perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan untuk memperkuat 
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kelembagaan petani jagung, terutama dalam aspek pemberdayaan petani dan 
optimalisasi peran stakeholder. Selain itu, bagi kalangan akademisi, penelitian 
ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengajaran maupun 
penelitian lanjutan tentang strategi penguatan kelembagaan pertanian. Bagi 
petani dan masyarakat setempat, penelitian ini akan memberikan wawasan 
yang lebih baik mengenai pentingnya penguatan kelembagaan petani sebagai 
sarana meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Diharapkan hasil 
penelitian ini akan mampu mendorong partisipasi aktif petani dalam berbagai 
kegiatan kelembagaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 
peran penting kelembagaan dalam mendukung pembangunan pertanian yang 
berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada penguatan kelembagaan petani jagung di 
Kabupaten Jeneponto, yang merupakan salah satu sentra produksi jagung strategis 
di Provinsi Sulawesi Selatan. Fokus kajian mencakup identifikasi peran stakeholder, 
baik dari sektor publik (pemerintah dan penyuluh pertanian), sektor swasta 
(perusahaan dan pelaku usaha agribisnis), maupun sektor sosial (organisasi 
masyarakat dan komunitas lokal), yang berpengaruh terhadap penguatan 
kelembagaan petani jagung. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis tingkat 
partisipasi petani dalam kelembagaan petani yang mencakup Kelompok Tani, 
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), dan 
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).  

Analisis partisipasi ini meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 
evaluasi program, guna mengidentifikasi bentuk dan tingkat keterlibatan petani. 
Selain itu, penelitian juga mencakup evaluasi faktor internal kelembagaan, yakni 
kapasitas sumber daya manusia, efektivitas organisasi kelembagaan, serta 
penerapan norma-norma yang berlaku dalam komunitas petani jagung. Faktor 
eksternal berupa dukungan dari stakeholder terkait juga akan dianalisis untuk melihat 
sejauh mana pengaruh dan kepentingannya terhadap penguatan kelembagaan. 
Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi prioritas penguatan kelembagaan 
petani jagung yang komprehensif, efektif, dan dapat diimplementasikan secara 
praktis oleh semua pihak yang terlibat dalam upaya pengembangan pertanian di 
Kabupaten Jeneponto. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan 
kesinambungan kelembagaan petani dalam mendukung produktivitas dan 
kesejahteraan petani jagung. 
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Tabel 1.1. Kelembagaan Petani di Kabupaten Jeneponto 

No Kecamatan 

          Kelompok Tani Kelompok Wanita Tani P3A  
Total 

        

P L M U NK P L M U NK P L M U NK Gapoktan 

1 Arungkeke 2 3 1 0 92 2 0 0 0 2 7 0 0 0 1 7 117 

2 Bangkala 321 128 22 1 70 13 0 1 0 2 11 0 0 0 0 13 582 

3 
Bangkala 
Barat 60 12 7 0 51 16 0 0 0 0 8 0 0 1 0 

13 168 

4 Batang 144 4 23 0 17 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 199 

5 Binamu 15 1 1 0 13 22 0 0 0 3 1 0 0 0 0 13 69 

6 Bontoramba 43 24 3 0 4 15 1 0 0 4 7 0 0 0 0 6 107 

7 Kelara 140 41 2 0 96 7 0 1 0 2 0 0 0 3 0 10 302 

8 Rumbia 200 38 5 0 62 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 13 327 

9 Tamalate 76 16 2 0 24 20 0 1 0 3 0 0 0 0 1 12 155 

10 Tarowang 5 1 0 0 24 28 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 68 

11 Turatea 267 53 10 4 32 7 0 1 0 1 2 0 0 0 0 11 388 

  Jumlah 1273 321 76 5 485 140 2 6 0 20 38 0 0 4 3 109 2.482 
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, 2022 

Keterangan : P  :  Pemula; L   : Lanjut; M  : Madya; U  : Utama; NK : Non Kelas
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1.6. Kebaruan Penelitian 

Topik penelitian ditentukan berdasarkan hasil analisis bibliometrik dengan 
penggunaan software VOSviewer. VOSviewer merupakan sebuah perangkat lunak 
yang dapat digunakan untuk analisis bibliometrik untuk mengkaji artikel, peneliti, atau 
publikasi individu, kutipan, bibliografi, kutipan bersama serta hubungan antara 
penulis satu dengan yang lainnya, sehingga dapat ditemukan gap knowledge dalam 
satu topik penelitian (Donthu et al., 2021). VOSViewer digunakan untuk membuat 
peta visualisasi jaringan bibliometric berbagai disiplin ilmu (Liao and Li, 2023). 
Pembuatan visualisasi menggunakan aplikasi VOSViewer, data dari berbagai 
publikasi yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu 2019 sampai 2022. 
VOSViewer akan membaca berbagai macam jenis data. Untuk membuat sebuah 
visualisasi, kita akan dapat menggunakan tiga alternatif antara lain yaitu berdasarkan 
network data, bibliographic data serta text data. Dalam penelitian ini menggunakan 
sumber jurnal dari ScienceDirect, Wiley, dan Taylor & Francis. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1. Visualisasi jaringan VOSviewer dengan analisis kata kunci 
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Berdasarkan Gambar 1.1 diketahui pembuatan visualisasi menggunakan 
aplikasi Vosviewer, terdapat 389 artikel dianalisis berdasarkan kata kunci strategi 
penguatan kelembagaan petani, menunjukkan terdapat 19 kluster dengn kluster 1-
16 adalah menunjukkan paling banyak diteliti. Adapun topik yang telah banyak diteliti 
meliputi: sustainable agriculture (pertanian berkelanjutan) sudah banyak diteliti dari 
berbagai pendekatan: teknologi, sosial, ekonomi, lingkungan. Banyak studi yang 
menekankan pentingnya social capital (modal sosial) dan collective action (aksi 
kolektif) dalam memperkuat kelembagaan. Kluster 17 yang ditunjukkan oleh warna 
hijau dan kluster 18-19 yang ditunjukkan oleh abu mengindikasikan bahwa topik 
penelitian ini yang masih jarang diteliti karena letaknya berada jauh dari kata kunci 
dan komposisi jaringan yang kompleksitasnya kurang dibanding kluster 1 hingga 
kluster 16. Stakeholder analysis (analisis pemangku kepentingan) termasuk kata 
kunci yang topiknya masih kurang diteliti yang memetakan peran aktor secara 
sistematis dalam sistem kelembagaan petani. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 
mengkaji pemetaan stakeholder yang berperan dalam kelembagaan petani jagung 
untuk menganalisis partisipasi petani dalam kelembagaan serta menetapkan strategi 
dalam penguatan kelembagaan petani. 

Tabel 1.1. Gap analysis pada penelitian 
No Uraian Keterangan 
1 Fokus kajian kelembagaan • Sebagian besar penelitian hanya 

membahas kelembagaan petani secara 
parsial, misalnya pada satu jenis 
organisasi saja. 

• Belum banyak kajian yang membahas 
peran stakeholder secara menyeluruh 
dalam penguatan kelembagaan petani. 

2 Metode analisis • Penelitian sebelumnya cenderung 
menggunakan pendekatan Structural 
Equation Modeling (SEM) tanpa 
mempertimbangkan faktor partisipasi 
petani dalam penguatan kelembagaan. 

• Analisis Interpretative Structural Modeling 
(ISM) sebelumnya digunakan untuk 
pengembangan komoditas, namun belum 
diterapkan dalam merancang strategi 
kelembagaan petani. 

3 Lokasi penelitian Kajian kelembagaan petani jagung di 
Kabupaten Jeneponto masih minim dibanding 
daerah lain. Padahal, Kabupaten Jeneponto 
memiliki peran strategis sebagai sentra 
pengembangan jagung di Indonesia. 
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Penelitian ini memiliki kebaruan yang signifikan dalam konteks penguatan 
kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Pertama, penelitian ini secara 
komprehensif melakukan pemetaan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan 
kepentingannya, yang selama ini masih jarang dilakukan secara mendalam dalam 
kajian penguatan kelembagaan petani. Sebagian besar penelitian sebelumnya 
cenderung hanya membahas aspek kelembagaan petani secara parsial, tanpa 
mengintegrasikan peran dan hubungan stakeholder secara menyeluruh. Kedua, 
penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yang mempertimbangkan secara 
mendalam tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan, yang mencakup berbagai 
tahapan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Metode ini 
memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang secara nyata mempengaruhi tingkat 
partisipasi petani, yang masih belum sepenuhnya diulas dalam kajian sebelumnya. 
Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan holistik dengan menggabungkan 
analisis faktor internal (kapasitas sumber daya manusia, struktur organisasi, dan 
norma kelembagaan) serta faktor eksternal (dukungan stakeholder dari sektor publik, 
swasta, dan organisasi sosial). Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan 
tidak dapat dilakukan secara sektoral atau sepihak, melainkan memerlukan 
keterpaduan antara upaya internal (penguatan tata kelola, partisipasi anggota, 
pelatihan) dan intervensi eksternal (kebijakan, akses pasar, dan teknologi). 

Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada pengaplikasian metode 
interpretative structural modeling (ISM) yang memungkinkan identifikasi hierarki dan 
hubungan antar elemen strategis dalam kelembagaan secara sistematis. Metode ini 
belum banyak digunakan dalam konteks kelembagaan petani di Indonesia, terutama 
dalam sektor jagung. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan 
deskripsi masalah, tetapi juga solusi terstruktur yang dapat diimplementasikan oleh 
berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi ilmiah yang penting dan praktis, terutama dalam merancang 
strategi penguatan kelembagaan petani jagung yang efektif dan berkelanjutan di 
Kabupaten Jeneponto, sekaligus mengisi celah kajian ilmiah yang selama ini belum 
banyak dieksplorasi. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan 
dan intervensi pembangunan pertanian berbasis kelembagaan di daerah lain yang 
memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Jeneponto 
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BAB II. PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERLIBAT 
DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI JAGUNG 

 
 

A MAPPING OF STAKEHOLDERS INVOLVED IN INSTITUTIONAL 
STRENGTHENING OF MAIZE FARMERS 

2.1. Abstrak 

Penguatan kelembagaan petani jagung merupakan strategi penting dalam 
meningkatkan produktivitas, akses pasar, dan kemandirian petani di daerah sentra 
produksi seperti Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan memetakan stakeholder yang terlibat dalam penguatan 
kelembagaan petani jagung serta mengevaluasi tingkat pengaruh dan 
kepentingannya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif digunakan 
dengan metode wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta 
dianalisis menggunakan kerangka analisis stakeholder. Hasil analisis menghasilkan 
klasifikasi 20 stakeholder ke dalam empat kategori : key players, subject, context 
setter, dan crowd. Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, Balai Besar 
Pelatihan Pertanian Batangkaluku, dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan 
Swadaya berperan sebagai key players yang memiliki pengaruh dan kepentingan 
tinggi dalam proses penguatan kelembagaan petani. Sementara itu, sektor swasta 
dan organisasi masyarakat seperti PT. Jiva Agriculture Indonesia, PT. Bisi 
International, KTNA, dan perguruan tinggi menunjukkan kepentingan tinggi namun 
pengaruhnya masih terbatas dalam pengambilan keputusan kelembagaan. Temuan 
juga menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak optimal, lemahnya koordinasi antar 
instansi, dan kurangnya partisipasi kelompok tani menjadi hambatan utama 
penguatan kelembagaan. Peran sektor swasta, akademisi, dan organisasi 
masyarakat sangat potensial untuk diberdayakan melalui pendekatan kolaboratif. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penguatan kelembagaan petani 
sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, penyelarasan kebijakan dengan 
kebutuhan lokal, dan keterlibatan aktif stakeholder. Hasil studi ini memberikan 
kontribusi penting dalam literatur pembangunan pedesaan dan kelembagaan 
pertanian, serta menyarankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi 
jangka panjang. 

Kata Kunci: kelembagaan petani, stakeholder, jagung, Jeneponto, penguatan 
kelembagaan 

2.2. Pendahuluan 

Pertanian memegang peran penting dalam mendukung ketahanan pangan 
nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di wilayah agraris 
seperti Kabupaten Jeneponto. Upaya peningkatan produksi jagung tidak hanya 
bergantung pada aspek teknis pertanian, tetapi juga pada sistem kelembagaan yang 
menopang petani dalam mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar (Latifa et al., 
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2023). Kelembagaan pertanian memiliki fungsi strategis sebagai struktur tata kelola 
yang mengatur interaksi antar aktor dan praktik budidaya yang berlangsung di sektor 
pertanian. Lin et al. (2024) menegaskan bahwa kelembagaan yang efektif dan 
terstruktur menjadi prasyarat utama dalam mendorong produktivitas pertanian dan 
peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini sejalan dengan temuan Hryvkivska et al. 
(2024), yang menyoroti peran kerangka kelembagaan sebagai struktur normatif yang 
mengaktifkan peluang ekonomi dan mengurangi risiko produksi bagi pelaku 
pertanian. 

Dalam kerangka tata kelola yang baik, kelembagaan pertanian tidak hanya 
berfungsi sebagai pengatur aturan dan regulasi, tetapi juga menjadi katalis bagi 
pengembangan inovasi dan penyebaran teknologi pertanian. Hryvkivska et al. (2024) 
menunjukkan bahwa lembaga yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang 
mendukung praktik inovatif, memperkuat ketahanan terhadap guncangan eksternal 
seperti perubahan iklim, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. 
Mardhiah et al. (2023) menekankan peran institusi tradisional dalam industrialisasi 
pertanian, yang mampu mengintegrasikan praktik-praktik lokal dengan teknik 
pertanian modern untuk menghasilkan produktivitas berkelanjutan. 

Akses terhadap pembiayaan juga merupakan elemen penting yang difasilitasi 
oleh kerangka kelembagaan. Iqbal and Abbas (2022) menegaskan bahwa kredit 
kelembagaan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan produksi pertanian 
dengan mengatasi kendala modal. Institusi keuangan memungkinkan petani kecil 
untuk mengakses modal, teknologi, dan praktik yang lebih baik, yang secara 
langsung berkorelasi dengan peningkatan hasil. Hal ini didukung oleh Abdullahi dan 
Gupta (2022), yang menunjukkan bahwa institusi keuangan dari berbagai jenis, baik 
publik maupun swasta, memainkan peran sentral dalam menyediakan produk 
keuangan yang sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian. 

Pelatihan dan penguatan kapasitas yang diselenggarakan oleh lembaga 
pertanian juga berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi petani. Iqbal and 
Abbas (2022) serta Heryanda et al. (2022) menemukan bahwa program pelatihan 
berbasis kelembagaan meningkatkan keterampilan manajerial petani dan 
kemampuan mereka dalam mengadopsi teknologi baru. Institusi yang efektif juga 
mendorong kolaborasi antarpelaku pertanian. Humaidi dan Soedarto (2022) 
menegaskan bahwa layanan penyuluhan yang kuat meningkatkan koordinasi 
kelompok tani dan tindakan kolektif yang mendorong efisiensi. 

Lembaga yang mendukung model koperasi terbukti memberikan keuntungan 
dalam akses pasar, harga input, dan pertukaran informasi (S. et al., 2021). Akses 
pasar menjadi komponen penting dalam meningkatkan produktivitas, dan studi Ali et 
al. menunjukkan pentingnya jejaring aktor kelembagaan dalam memperlancar 
penyebaran informasi pertanian. Lembaga lokal juga berfungsi sebagai tulang 
punggung pembangunan pertanian, seperti yang ditunjukkan oleh Budi et al. (2023) 
dan Romadi et al. (2023), melalui dukungan penyuluhan dan metode teknologi 
partisipatif. Selain itu, institusi lokal memainkan peran penting dalam memperkuat 
kohesi sosial dan tindakan kolektif (Nurliza et al., 2020; Nasution et al., 2023). Teori 
kelembagaan lokal menekankan pentingnya inovasi berbasis lokal, sebagaimana 
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ditunjukkan oleh Allan et al. (2022) dan Curry (2023), yang menggambarkan 
bagaimana inovasi yang melibatkan masyarakat, termasuk perempuan petani, 
berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan. 

Namun, efektivitas lembaga seringkali terkendala oleh akses sumber daya, 
lemahnya pelatihan, serta keterbatasan dalam menjangkau pasar dan pembuat 
kebijakan (Romdon et al., 2023; Rizkiyah et al., 2025). Masalah disfungsionalitas 
struktur lokal dapat menghambat pembentukan perilaku positif di kalangan petani 
(Nurliza et al., 2020). Sebagai solusi, pendekatan partisipatif dan pengakuan 
terhadap pengetahuan lokal menjadi kunci untuk memperkuat praktik berkelanjutan 
(Latifa et al., 2023; Romadi et al., 2023). 

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak cukup hanya mengandalkan 
kelembagaan petani, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pemangku 
kepentingan (Niyazmetov et al., 2021) untuk mengatasi berbagai tantangan yang 
dihadapi oleh sektor pertanian (Di Iacovo et al., 2017). Tugas penyuluh, peneliti, dan 
perusahaan pertanian adalah memberikan bantuan kepada petani untuk 
meningkatkan produksi dalam jangka panjang (Rajala et al., 2021). Penyuluh 
memberikan strategi yang harus diterapkan petani dalam usahatani mereka, bukan 
hanya penerapan input bersubsidi (Bertolozzi-Caredio et al., 2021; Witinok-Huber 
and Radil, 2021). Layanan penyuluhan berdampak pada pengetahuan petani dan 
kemampuan mereka untuk menerapkan strategi. Secara khusus, layanan konsultasi 
meningkatkan adopsi dan komunikasi risiko (Eastwood et al., 2019). Penyuluh 
pertanian mendorong diversifikasi pertanian, kepatuhan terhadap peraturan, dan 
akses ke subsidi publik (Ochieng et al., 2018).  

Kendala komunikasi antar aktor juga menjadi hambatan besar. Getson et al. 
(2022) menyoroti miskomunikasi yang muncul dalam konteks iklim dan pertanian. 
Hal ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas aktor lokal dalam mengakses 
informasi dan pelatihan (Malau et al., 2024). Ibrahim dan Baqutayan (2023) 
menambahkan bahwa rendahnya kepercayaan akibat inisiatif masa lalu yang gagal 
menghambat keterlibatan stakeholder. Petani dapat kehilangan kesempatan untuk 
membangun kapasitas dan dukungan jika tidak ada komunikasi dan keterlibatan 
yang baik dengan pemangku kepentingan penyuluhan pertanian (Mucoki et al., 
2022). Petani tidak dapat mengakses sumber daya dan informasi vital yang 
diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pertanian karena 
keterbatasan komunikasi.  

Koordinasi pemangku kepentingan dalam pertanian merupakan tantangan 
besar. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dapat diperburuk oleh 
integrasi yang tidak memadai dan peran yang tidak jelas dalam jaringan pemangku 
kepentingan. Kegagalan tata kelola juga menjadi akar masalah koordinasi, terutama 
di negara berkembang. Wu dan Li (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan 
pemerintah lokal sangat penting untuk membangun jejaring kolaboratif. Espig et al. 
(2022) menekankan bahwa dinamika politik dan sejarah turut membentuk 
keterlibatan pemangku kepentingan, seringkali menciptakan ketimpangan dan 
penurunan partisipasi. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, diperlukan 
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investasi strategis dalam koordinasi di antara para pemangku kepentingan (Phiri et 
al., 2024). Arsyad (2021), menekankan bahwa koordinasi antar lembaga yang terlibat 
dalam penguatan kelembagaan petani harus dilakukan dengan mempertimbangkan 
posisi lembaga dalam sistem agribisnis, baik sebagai independent, linkage, maupun 
dependent institutions.  

Kolaborasi antara petani dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, 
penyuluh pertanian, dan lembaga keuangan, sangat penting dalam penguatan 
kelembagaan petani jagung agar dapat meningkatkan kemandirian, produktivitas, 
dan kesejahteraan petani jagung di Indonesia (Sariati et al., 2023). Perbedaan 
pemahaman antarpemangku kepentingan mengenai praktik pertanian juga 
menghambat kolaborasi (Khalid, 2023). Fleksibilitas pendanaan menjadi isu krusial. 
Nkurunziza et al. (2023) menunjukkan bahwa skema pendanaan kaku seringkali 
tidak memungkinkan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, 
mekanisme pembiayaan perlu dirancang ulang agar lebih adaptif. Rahman (2022) 
serta Ibrahim dan Baqutayan (2023) menyatakan bahwa lemahnya sinergi 
antarinstansi dan aktor kebijakan menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan 
ketidakefisienan. Kolaborasi yang buruk seringkali menyebabkan petani tidak 
menerima dukungan yang cukup untuk kebutuhan mereka, yang merupakan 
masalah yang lebih luas dengan keterlibatan pemangku kepentingan (Nalumu et al., 
2021). Seringkali, intervensi tampak terbagi-bagi, dengan strategi top-down yang 
menghilangkan partisipasi petani yang penting dalam pengambilan keputusan. 
Ketegangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat menghambat 
kolaborasi, sebagaimana dijelaskan oleh Adeyemi et al. (2022). Ketimpangan 
kekuasaan perlu dikenali agar intervensi strategis dapat mengatasi ketimpangan 
tersebut. Yobe et al. (2024) dan Ragkos et al. (2021) menekankan pentingnya 
pemahaman terhadap persepsi stakeholder agar kebijakan lebih inklusif. 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam memahami dinamika peran 
pemangku kepentingan dalam kelembagaan pertanian adalah pemetaan 
stakeholder. Analisis stakeholder memungkinkan identifikasi sistematis para 
pemangku kepentingan, penilaian dan perbandingan rangkaian kepentingan, peran 
dan kekuasaan mereka yang khusus, serta pertimbangan dan investigasi hubungan 
di antara mereka, termasuk aliansi, kolaborasi, dan konflik yang melekat (Haldar et 
al., 2021), mengkaji pihak-pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki kekuatan 
untuk mempengaruhi kelembagaan petani, pihak-pihak yang bekerja sama untuk 
mengatasi masalah dalam kelembagaan (Hayes et al., 2021; Kiptot and Franzel, 
2019; Reed et al., 2009).   

Pemetaan pemangku kepentingan memungkinkan identifikasi aktor utama 
dalam sistem pertanian dan bagaimana hubungan serta kepentingan mereka dalam 
penguatan kelembagaan petani jagung (Schwilch et al., 2012). Langkah pertama 
dalam pemetaan stakeholder adalah mengidentifikasi aktor utama. Mucoki et al. 
(2022) menyatakan bahwa pusat panggilan petani efektif menghubungkan petani 
dengan aktor ekstensi, lembaga keuangan, dan penyedia input. Pentingnya 
membangun konsensus dan kerangka kerja bersama ditekankan oleh Adeyemi et al. 
(2022), agar peran masing-masing pihak lebih jelas. Setelah identifikasi, pemetaan 
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kepentingan dan kekuasaan stakeholder menjadi tahap berikutnya. Khakhula et al. 
(2023) serta Wang et al. (2020) menunjukkan pentingnya pemetaan ini untuk 
memahami interaksi dan penyebaran teknologi hijau. Pendekatan partisipatif 
memperkaya proses ini, sebagaimana diusulkan oleh Ebrahimi et al. (2021) dan 
Moretti et al. (2021), yang menekankan keterlibatan langsung stakeholder dalam 
pengembangan teknologi pertanian. 

Analisis sistematis dapat menginformasikan desain platform multipihak, 
sebagaimana ditunjukkan oleh Aremu et al. (2023) dan Nkurunziza et al. (2023), yang 
menunjukkan hubungan positif antara keterlibatan stakeholder dan kinerja proyek. 
Pemetaan stakeholder bukan aktivitas sekali jalan, tetapi proses berkelanjutan yang 
perlu evaluasi dan penyesuaian rutin. Ahmed et al. (2023) dan Tukiran et al. (2023) 
menegaskan pentingnya mekanisme umpan balik dalam menyempurnakan strategi 
koordinasi dan keberlanjutan inisiatif pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, 
diperlukan pemetaan pemangku kepentingan guna memahami peran dan kontribusi 
setiap aktor dalam pertanian jagung (Banda, 2022; Nalumu et al., 2021; Tuna et al., 
2019). 

Penelitian mengenai pemetaan stakeholder dalam konteks penguatan 
kelembagaan petani jagung di Indonesia masih terbatas, terutama dalam mengkaji 
interaksi dan pengaruh dari berbagai sektor, seperti pemerintah, swasta, akademisi, 
dan organisasi masyarakat. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus 
pada penguatan kelembagaan petani dari sisi internal kelembagaan petani itu 
sendiri, seperti pembentukan kelompok tani dan koperasi (Rustinsyah, 2019). 
Namun, belum banyak studi yang secara sistematis menganalisis keterlibatan 
stakeholder secara menyeluruh, mulai dari public sector, voluntary sector, hingga 
private sector dalam mendukung kelembagaan petani. Selain itu, kajian mengenai 
bagaimana pemetaan stakeholder dapat digunakan untuk merancang strategi 
kebijakan penguatan kelembagaan petani jagung masih sangat terbatas. Oleh 
karena itu, dengan menggunakan kerangka teori kelembagaan lokal (Uphoff, 1986) 
penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menganalisis 
pemetaan stakeholder dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Dengan 
menggunakan metode analisis stakeholder yang lebih sistematis, penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan stakeholder berdasarkan pengaruh 
dan kepentingan masing-masing dalam sistem kelembagaan petani jagung di 
Indonesia. Dengan memahami peran dan hubungan stakeholder dalam sistem 
kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan kebijakan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta 
memperkuat daya saing petani jagung di Indonesia. 
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2.3. Metode Penelitian 

2.3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dengan metode penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk 
mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau sekelompok orang yang 
dianggap berasal dari masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Creswell, 2018). 
Beberapa studi kasus ini diambil dari beberapa pemangku kepentingan yang terkait 
dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Dalam penelitian ini kasusnya adalah 
kelembagaan petani di Kabupaten Jeneponto, yang dalam hal ini melibatkan 
stakeholder diantaranya pihak petani sebagai pelaku utama dalam pengelolaan 
kelembagaan, pengusaha (swasta) dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan 
terhadap pengelolaan kelembagaan petani. Kerangka kelembagaan lokal menurut 
Norman Uphoff berfokus pada bagaimana kelembagaan di tingkat lokal berkembang 
dan berfungsi untuk mendukung pembangunan masyarakat. Uphoff membedakan 
kelembagaan menjadi beberapa tingkatan dan jenis, serta menekankan pentingnya 
peran kelembagaan lokal dalam pembangunan pedesaan dan partisipasi 
masyarakat. Dalam teori Uphoff (1986), terdapat tingkatan dan fungsi masing-masing 
lembaga dalam pembangunan pertanian, Kelembagaan yang baik dan kuat 
tercermin dari adanya interaksi tiga aktor yaitu aktor yang mewakili pemerintah 
(public sector), aktor yang mewakili masyarakat secara individu atau kelompok 
(voluntary sector), dan aktor yang mewakili swasta (private sector) ditunjukkan pada 
gambar 2.1 
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Gambar 2.1. Kelembagaan lokal berdasarkan teori Uphoff (1986)
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2.3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2023 di 
Kabupaten Jeneponto. Pemilihan Kabupaten Jeneponto sebagai lokasi penelitian 
dengan pertimbangan Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang 
memiliki kontribusi besar terhadap produksi jagung di Sulawesi Selatan. Tingginya 
ketergantungan masyarakat terhadap komoditas ini menjadikan jagung sebagai 
sektor strategis untuk penguatan kelembagaan petani. 

 

Gambar 2.2. Peta lokasi penelitian 

2.3.3. Metode Penentuan Informan 
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam pendekatan 

kualitatif menggunakan key informan sebagai sumber data dan informasi yang 
dibutuhkan. Penentuan informan pertama menggunakan teknik purposive sampling 
dengan kriteria adalah informan memiliki pemahaman serta terlibat dalam penguatan 
kelembagaan petani jagung. Informan berasal dari instansi pemerintah, swasta, dan 
kelompok masyarakat. Informan dalam penelitian ini merupakan ketua/wakil ketua 
organisasi maupun staff yang ditunjuk oleh para pemimpin yang dianggap memiliki 
pemahaman mengenai peran stakeholder yang terlibat dalam penguatan 
kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Pemilihan informan kunci 
kedua didapatkan dengan teknik snowball-sampling berdasarkan rekomendasi dari 
informan kunci pertama dan seterusnya sehingga data yang dibutuhkan dalam 
penelitian terkumpulkan. Pendalaman dianggap selesai apabila telah terjadi 
kejenuhan informasi dari informan kunci yang ditandai dengan pengulangan 
informasi yang sama.  

Data awal penelitian bersumber dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan 
dan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Jeneponto sebagai informan kunci 
pertama, hasil wawancara tersebut akan menunjukkan jumlah stakeholder yang 
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terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Selanjutnya berdasarkan data 
atau informasi yang diperoleh informan, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya 
yang dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap yaitu informan 
yang berasal dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Pusat 
Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Kelompok Tani, Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (P3A), distributor pupuk, dan pedagang jagung di tingkat 
kabupaten. 

2.3.4. Metode Pengumpulan Data 
Data-data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui wawancara langsung dan mendalam (depth interview). Bentuk 
wawancara berupa diskusi mengenai keterlibatan instansi/lembaga serta hubungan 
yang terjalin antar instansi/lembaga pada program penguatan kelembagaan petani 
jagung di Kabupaten Jeneponto. Data sekunder diperoleh melalui observasi lapang 
dan penelusuran dokumen. Observasi lapang ini dilakukan untuk memverifikasi 
peran stakeholder yang terlibat berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan 
informan kunci. Penelusuran dokumen dilakukan terhadap Tupoksi, aturan 
kelembagaan, dokumen perjanjian kerjasama dan koordinasi, serta peraturan 
perundangan yang dimiliki tiap instansi terkait dengan program penguatan 
kelembagaan petani. Data sekunder diperoleh dari instansi ataupun lembaga-
lembaga terkait, seperti BPS, Dinas Pertanian, Balai Besar Penyuluhan Pertanian 
(BBPP) Batangkaluku. 

2.3.5. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kualitatif menggunakan kerangka instrument analisis stakeholder. Data hasil 
wawancara, observasi, dan data yang berasal dari hasil dokumentasi dan 
penelusuran dokumen untuk kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto 
ditabulasikan dan diolah dengan analisis deskriptif serta penentuan pengaruh 
(influence) dan kepentingan (interest) dengan membuat skoring. Analisis stakeholder 
digunakan untuk menganalisis data mengenai stakeholder. Model analisis 
stakeholder yang digunakan adalah model yang diperkenalkan oleh (Reed et al., 
2009) dengan tiga tahapan yang meliputi identifikasi stakeholder, klasifikasi 
stakeholder, dan hubungan antar stakeholder. Identifikasi bertujuan untuk 
mengetahui stakeholder yang terlibat dalam penguatan kelembagaan petani jagung. 
Stakeholders yang dimaksud dapat berasal dari instansi pemerintah, kelompok 
swasta dan kelompok masyarakat. Identifikasi dilakukan dengan pengamatan lapang 
dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait.  

Setelah para stakeholder terindetifikasi, maka langkah selanjutnya adalah 
melakukan klasifikasi stakeholders dengan mengelompokkan dan membedakan 
antar stakeholder. Metode analisis menggunakan matriks pengaruh dan kepentingan 
dengan mengklasifikasikan stakeholder ke dalam key player, subject, context setter,  
dan crowd. Penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan dilakukan berdasarkan 
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pada data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan kunci yang 
ditransformasikan menjadi data berupa skoring dan selanjutnya dikelompokkan 
menurut klasifikasi stakeholders tersebut.  

Pengukuran tingkat pengaruh stakeholder menggunakan lima variabel yang 
meliputi kekuatan kondisi, penguasaan sumberdaya strategis, kekuatan dalam 
pemberian kompensasi, kekuatan organisasi, bentuk keahlian stakeholder. 
Pengukuran tingkat kepentingan setiap stakeholder diukur menggunakan lima 
variabel yang meliputi keterlibatan stakeholder, manfaat yang diperoleh stakeholder, 
program kerja stakeholder, kewenangan stakeholder dan tingkat ketergantungan 
stakeholder dalam penguatan kelembagaan petani jagung (Reed et al., 2009). Hasil 
klasifikasi stakeholder disajikan ke dalam diagram kartesius dengan 4 kuadran yang 
menginterpretasikan peran dari masing-masing stakeholder, yaitu subject, key 
player, context setter, dan crowd, yang disajikan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Matriks pengaruh dan kepentingan (Reed et al., 2009) 

 
§ Kuadran I (Key Players) merupakan kuadran yang memiliki posisi paling 

strategis dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Stakeholders 
yang berada pada kuadran ini memiliki peran penting dalam merumuskan dan 
melaksanakan kebijakan terkait kelembagaan petani jagung. 

§ Kuadran II (Subject) merupakan kuadran dengan tingkat kepentingan yang 
tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Stakeholders pada kuadran ini 
memerlukan perhatian untuk terus diberdayakan dan dilibatkan dalam 
kelembagaan petani jagung. 

§ Kuadran III (Context Setter) merupakan kuadran dengan tingkat kepentingan 
yang rendah namun namun memiliki pengaruh tinggi. Stakeholders yang berada 
pada kuadran ini pada dasarnya berperan dalam perumusan kebijakan namun 
tidak banyak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.  

§ Kuadran IV (Crowd) merupakan kelompok stakeholder yang memiliki 
kepentingan dan pengaruh yang rendah. Stakeholder yang termasuk ke dalam 
kuadran ini cenderung terlibat secara pasif dalam penguatan kelembagaan 
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petani jagung. Monitoring dan evaluasi tidak begitu diperlukan namun dapat 
dipertimbangkan.  

Untuk menganalisis hubungan antar stakeholder yang terjalin dalam 
kelembagaan petani, maka perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk melihat 
peran setiap stakeholder dan jaringan yang mereka bangun dengan stakeholder 
lainnya. Pada penelitian ini hubungan stakeholder dideskripsikan ke dalam hubungan 
komunikasi, koordinasi, dan kerja sama berdasarkan hasil pengamatan dan 
wawancara yang dilakukan bersama informan kunci.  

2.4. Hasil dan Pembahasan  

Upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi atau kelompok petani 
sehingga mereka dapat lebih mandiri, produktif, dan kompetitif dalam menghadapi 
tantangan di sektor pertanian dikenal sebagai penguatan kelembagaan petani. 
Tujuan dari penguatan kelembagaan ini adalah untuk meningkatkan akses petani 
terhadap informasi, teknologi, pasar, dan sumber daya finansial; memperkuat posisi 
tawar petani dalam rantai nilai pertanian; dan mendorong kolaborasi dan solidaritas 
antarpetani untuk menghadapi tantangan di sektor pertanian. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan berbagai permasalahan yang terdapat 
dalam kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto mencakup berbagai 
aspek yang berkaitan dengan regulasi, koordinasi antar stakeholder, sumber daya 
manusia, akses ke permodalan, serta infrastruktur dan pemasaran. Meskipun telah 
ada Peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
kelembagaan petani yang digunakan sebagai pedoman yang digunakan dalam 
kegiatan monitoring pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani, melakukan 
evaluasi terhadap efektivitas dan efesiensi atas hasil pembinaan kelembagaan 
petani di Kabupaten Jeneponto, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih lemah. 
Tidak ada mekanisme yang jelas yang dimiliki pemerintah daerah untuk memastikan 
bahwa perda tersebut telah diterapkan secara efektif oleh kelembagaan petani dan 
stakeholder lainnya. Banyak petani yang tidak tahu tentang Peraturan Daerah 
tersebut karena kurangnya sosialisasi. Informan mengatakan bahwa: 

"Pemerintah mengeluarkan Perda terkait pembinaan kelembagaan petani di 
Kabupaten Jeneponto, tetapi belum diterapkan secara efektif di lapangan. 
Selain itu, banyak petani tidak tahu tentang perda tersebut. Pemerintah daerah 
harus lebih aktif berinteraksi langsung dengan petani untuk memberikan 
penjelasan dan memastikan bahwa perda itu berfungsi sebagai undang-undang 
resmi” (AT, Dinas Pertanian, Wawancara 28 Juli 2023). 
Berdasarkan informasi dari petani terkait peraturan daerah tentang 
kelembagaan, menyatakan : 
“Kami tidak pernah mendapatkan informasi dari penyuluh tentang aturan dalam 
kelompok tani. Kami bergabung di kelompok tani tujuannya untuk mendapatkan 
bantuan dari Dinas pertanian” (SH, Petani, wawancara 7 September 2023). 
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Selain kurangnya pelaksanaan regulasi, koordinasi antara kelembagaan petani 

dan penyuluh pertanian juga merupakan masalah yang dihadapi petani jagung. 
Meskipun penyuluh pertanian sangat membantu kelompok tani, tetapi jumlah tenaga 
penyuluh yang terbatas dan kurangnya komunikasi dan kerja sama yang baik antara 
penyuluh dan kelembagaan petani. Menurut penyuluh pertanian lapangan: 

“Di lapangan, kami sering kewalahan karena jumlah penyuluh tidak sebanding 
dengan jumlah kelompok tani yang harus didampingi, kadang-kadang satu 
penyuluh harus menangani beberapa desa. Selain itu, koordinasi dengan 
kelembagaan petani belum berjalan dengan baik. Terkadang, mereka tidak 
terlibat dalam kegiatan yang difasilitasi pemerintah” (AR, wawancara 12 
September 2023). 
Beberapa program pemerintah tidak selalu memenuhi kebutuhan dan kondisi 

petani. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan petani dalam perumusan 
kebijakan karena pendekatan kebijakan seringkali bersifat top-down, dimana 
keputusan dibuat tanpa koordinasi dengan petani. Banyak program pemerintah 
dibuat di tingkat pusat tanpa mempertimbangkan keadaan di lapangan. Akibatnya, 
kebijakan tersebut mungkin tidak memenuhi kebutuhan khusus petani. Menurut hasil 
wawancara, menjelaskan: 

 “Kami di Dinas Pertanian hanya menjalankan program kerja sesuai dengan 
arahan dari Kementerian Pertanian yang belum sepenuhnya sesuai dengan 
kondisi dan kebutuhan petani di Kabupaten Jeneponto" (AT, Wawancara 28 Juli 
2023). 

Menurut seorang petani di Desa Kayuloe Timur:  

Banyak program bantuan pemerintah muncul tanpa pertanyaan sebelumnya 
kepada petani. Misalnya, bantuan alat pertanian kadang-kadang tidak sesuai 
dengan kondisi lahan kami. Pemerintah sering membuat kebijakan dari atas, 
dan kami di bawah hanya menerimanya, meskipun kami paling memahami 
kebutuhan di lapangan “ (RA, wawancara 19 Juli 2023). 
Efektivitas program juga dipengaruhi oleh masalah koordinasi antar stakeholder 

dalam penguatan kelembagaan petani. Sebagai lembaga perencana pembangunan 
daerah, Bappeda menyadari bahwa sinergi lintas sektor masih kurang, terutama 
dalam hal komunikasi antara instansi teknis dan pemangku kepentingan di lapangan. 
Dalam wawancara, menyatakan: 

“Kami melibatkan berbagai OPD terkait dalam perencanaan program untuk 
kelembagaan petani. Tetapi, tidak semua instansi memiliki data lapangan yang 
akurat dan terkini, sehingga terkadang program yang telah disusun tidak sesuai 
dengan kebutuhan petani saat ini” (SR, Bappeda, Wawancara 23 Agustus 
2023). 
Koordinasi antar-stakeholder sangat penting untuk memperkuat kelembagaan 

petani. Akan tetapi, sering menghadapi banyak tantangan. Kelembagaan petani yang 
kuat memiliki potensi untuk meningkatkan daya tawar petani, meningkatkan akses 
terhadap sumber daya, dan mempercepat adopsi teknologi pertanian. Namun, 
kenyataannya terdapat banyak hambatan yang menghalangi koordinasi antara 
pemerintah, penyuluh, lembaga keuangan, sektor swasta, dan kelembagaan petani. 



33 

 

 
 
 
 

Dengan jumlah dan kualitas yang terbatas, serta kurangnya dukungan teknis dan 
finansial, penyuluh pertanian berfungsi sebagai penghubung strategis antara 
pemerintah dan petani.  

"Salah satu masalah utama dalam penguatan kelembagaan petani adalah 
kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintah, penyuluh, dan 
kelembagaan petani. Meskipun program yang telah dirancang bertujuan untuk 
membantu petani, tetapi implementasinya belum efektif karena kurangnya 
komunikasi yang terintegrasi antara berbagai pihak terkait. Meskipun kami telah 
berusaha mengadakan pertemuan dengan stakeholder terkait, masih ada 
hambatan dalam penyelarasan kebijakan di tingkat pusat dan daerah” (AT, 
Dinas Pertanian, wawancara 16 Juli 2023). 
Kelembagaan petani memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan petani, 

pemberdayaan hak petani dan penyediaan akses terhadap modal dan teknologi. 
Namun, pada implementasinya masih banyak permasalahan yang melatarbelakangi 
kelembagaan petani kurang berperan efektif dalam ruang lingkup fungsinya. 
Kebanyakan kelembagaan petani masih menghadapi masalah dalam manajemen 
kelembagaan, administrasi keuangan bahkan perencanaan usaha. Masih minimnya 
pelatihan dan pendampingan membuat lembaga petani kurang mampu dalam 
pengembangan yang profesional. Kesadaran serta keterlibatan anggota di dalam 
kelembagaan petani seringkali belum optimal. Banyak petani yang hanya jadi 
anggota demi memenuhi syarat mendapatkan bantuan pemerintah, tetapi tidak aktif 
dalam kegiatan kelembagaan karena sebagian besar kelompok tani masih sangat 
bergantung pada bantuan pemerintah tanpa adanya upaya pemulihan kemandirian 
lembaga petani. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu penyuluh: 

“Kelembagaan petani memainkan peran penting dalam kesejahteraan mereka. 
Tetapi, masih banyak kelompok tani tidak memiliki administrasi dalam 
pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Banyak petani yang menjadi 
anggota hanya untuk memenuhi syarat dapat mendapatkan bantuan, tetapi 
mereka tidak berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kelompok. Hal ini 
menghambat pertumbuhan kelembagaan petani secara mandiri “(AS, 
wawancara 04 Agustus 2023). 
Berdasarkan hasil wawancara memberikan informasi bahwa: 
Salah salu kendala utama pada lembaga petani adalah partisipasi anggota yang 
belum maksimal pada kegiatan kelompok tani. Banyak petani yang hanya 
bergabung demi mendapatkan bantuan pemerintah, tetapi minim partisipasi 
pada kegiatan yang seharusnya jadi pendorong kapasitas mereka. Banyak 
kelompok tani yang belum memiliki sistem administrasi dan keuangan yang baik 
sehingga sulit terhubung untuk mendapatkan akses permodalan dari bank atau 
pemerintah” (AA, Dinas Pertanian, Wawancara tanggal 6 Juli 2023). 
Sebagian besar kelompok tani masih sangat bergantung pada bantuan 

pemerintah tanpa ada upaya untuk mengembangkan kemandirian. Hal ini juga 
disampaikan oleh ketua kelompok tani di Kecamatan Binamu: 

“Banyak kelompok tani hanya ikut karena ingin mendapatkan bantuan dari 
pemerintah, tetapi setelah mendapat bantuan kelompok menjadi tidak aktif 
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kembali. Pemerintah memberikan bantuan, tapi tidak ada tindak lanjutnya untuk 
keberlanjutan program yang telah diberikan (SL, wawancara tanggal 12 Juli 
2023). 
Petani jagung menghadapi berbagai masalah terkait sarana produksi jagung 

yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensinya. Salah satunya 
berbagai kendala dalam akses pupuk subsidi yang mereka butuhkan untuk 
menanam jagung. Para petani sering kali kesulitan mendapatkan pupuk subsidi 
karena kuota yang diberikan pemerintah tidak cukup dan distribusi yang tidak merata. 
Ketika musim tanam tiba, pasokan pupuk subsidi sering tidak memadai sehingga 
para petani harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih tinggi atau 
memberikan takaran lebih sedikit ke tanaman. 

 “Kami sebenarnya berusaha menyalurkan pupuk subsidi sesuai dengan 
ketentuan pemerintah yaitu petani yang boleh menebus pupuk bersubsidi 
adalah petani yang terdaftar dalam sistem e-RDKK (Rencana Definitif 
Kebutuhan Kelompok) dan memiliki luas lahan maksimal 2 hektar. Tetapi tidak 
semua petani terdaftar dalam sistem e-RDKK, sehingga mereka kesulitan 
mendapatkan pupuk subsidi." (MT, Distributor Pupuk, wawancara 21 September 
2023). 
Petani jagung juga sering kesulitan dalam memasarkan hasil panen ke pasar-

pasar yang lebih luas. Berbagai permasalahan terkait pemasaran dan rantai pasok 
menjadi alasan petani tidak dapat bersaing dengan pasar secara mudah. Sebagian 
besar hasil panen dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai jualnya relatif rendah. 
Selain itu, beberapa petani tersebut memilih menjual ke tengkulak karena tidak 
mempunyai akses ke pasar sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh informan: 

"Kami terpaksa menjual jagung yang belum dipipil karena tidak ada tempat 
untuk menyimpan. Jagung kalau disimpan terlalu lama akan rusak atau 
harganya murah. Jadi, jagung dijual ke pedagang  tengkulak walaupun 
harganya lebih murah, yang jelas kami bisa langsung dapat uang. Kalau mau 
jual ke industri prosesnya lebih lama dan butuh modal untuk pengeringan." (RH, 
Petani, Wawancara 06 September 2023 ).  

Hal yang sama disampaikan oleh petani jagung di Kecamatan Bontoramba.  
"Kami ingin menjual jagung yang sudah dikeringkan agar harganya lebih tinggi, 
tapi tidak ada alat pengering di desa kami. Kalau mengeringkan sendiri, butuh 
waktu lama dan tergantung cuaca. Seandainya pemerintah memberikan 
bantuan alat pengering atau minimal gudang penyimpanan yang memadai, kami 
bisa menunda penjualan sampai harga stabil“ (AK, Wawancara, 3 Oktober 
2023).  

Di sisi lain, petani di Desa Paitana mengatakan bahwa petani juga kurang 
memiliki akses ke pasar yang lebih menguntungkan.  

"Kami tidak tahu bagaimana cara menjual jagung langsung ke pabrik atau 
industri pakan ternak. Selama ini, tengkulak yang datang ke desa dan kami 
terpaksa ikut harga yang mereka tentukan. Kalau di jual di Makassar pasti 
membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar karena harus menyewa truk 
untuk mengangkut hasil panen”  (IK, Wawancara, 14 Desember 2023). 
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Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan memainkan peran yang sangat penting 
dalam menjamin distribusi pangan yang lancar. Seorang perwakilan dari lembaga 
tersebut menjelaskan kesulitan yang dihadapi dalam meningkatkan daya saing 
petani jagung di pasar: 

“Masalah utama yang dihadapi oleh petani jagung di Kabupaten Jeneponto 
adalah kesulitan untuk memasuki pasar yang lebih luas. Kebanyakan hasil 
panen hanya dapat dibeli di pasar lokal atau melalui tengkulak, yang tentunya 
menawarkan harga yang lebih murah. Kami berusaha untuk membantu 
pemasaran hasil pertanian, tetapi kami menghadapi masalah infrastruktur dan 
jaringan pasar yang terbatas” (AN, Dinas Ketahanan Pangan, wawancara 23 
Juli 2023. 
Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai permasalahan yang terdapat 

dalam kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, hasil penelitian ini 
mengidentifikasi beberapa stakeholder yang berperan dalam kelembagaan petani 
jagung. 

2.4.1. Identifikasi Stakeholder 
Tahap awal penelitian menggunakan metode yang dikembangkan oleh Reed et 

al. (2009) dimulai dengan mengidentifikasi seluruh pemangku kepentingan yang 
terlibat. Keterlibatan pemangku kepentingan didasarkan pada kontribusi dan 
dampak yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 
kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana yang 
dikatakan oleh informan, bahwa : 

“Dalam program penguatan kelembagaan petani jagung, ada banyak pihak 
yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, perbankan, pihak swasta hingga 
lembaga swadaya masyarakat” (MI, Kabid Penyuluhan, wawancara 03 Agustus 
2023). 
Terdapat 20 pemangku kepentingan yang terlibat dalam penguatan 

kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Jumlah tersebut merupakan 
jumlah yang telah diverifikasi oleh informan kunci. Wawancara dilakukan terhadap 
informan kunci, pimpinan lembaga pemerintahan, pihak swasta, serta masyarakat 
yang terkait dengan kelembagaan petani. Hasil identifikasi stakeholder yang terlibat 
dalam kegiatan penguatan kelembagaan petani disajikan pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Identifikasi stakeholders yang berperan dalam penguatan kelembagaan  

      petani jagung di Kabupaten Jeneponto 
No Stakeholder Classification 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Balai Penyuluhan Pertanian 
Pemerintah Desa 
Dinas Pertanian 
Dinas Ketahanan Pangan 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku  
Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP)  
Perbankan 

Public sector 

11 
12 
13 
14 
 
15 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Badan Usaha Milik Desa 
Perguruan Tinggi 
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 
Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya 
(P4S) 

Voluntary sector 

16 
17 
18 
19 
20 

PT. Jiva Agriculture Indonesia 
PT. Bisi international Tbk 
Distributor Pupuk 
Toko Tani 
Pedagang Pengumpul 

Private sector 

  Sumber : Data primer setelah diolah, 2024.  

Berdasarkan Tabel 2.1 stakeholders yang terlibat dalam penguatan 
kelembagaan petani jagung yaitu sepuluh stakeholder dari Public Sector,  tujuh 
stakeholder dari Voluntary Sector , dan lima stakeholder dari Private Sector. Namun 
peran mereka berbeda satu sama lain.  

Stakeholder Public Sector. Memiliki peran penting karena kewenangannya 
dalam merumuskan berbagai kebijakan dan regulasi untuk penguatan kelembagaan 
petani jagung. Selain itu, stakeholder tersebut juga berperan dalam pengawasan 
pelaksanaan beberapa program yang telah ditetapkan serta memberikan arahan 
kebijakan, alokasi sumber daya, dan bantuan teknis kepada petani.  

1. Balai Penyuluhan Pertanian 
Balai Penyuluhan Pertanian merupakan lembaga yang didalamnya terdapat 

beberapa Penyuluh Pertanian Lapangan menyediakan informasi yang dibutuhkan 
oleh petani dalam pengembangan usahatani jagung. Balai Penyuluhan Pertanian 
(BPP) memiliki peran penting dalam penguatan kelembagaan petani melalui 
berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan 
kesejahteraan petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui 
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bahwa program dan kegiatan penyuluh pertanian yang dilaksanakan di BPP dalam 
menjalankan perannya  dalam penguatan kelembagaan petani jagung, yaitu: 

a. Pertemuan rutin kelompok tani dan gapoktan 
Pada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan atau menyesuaikan 

dengan kebutuhan petani. Adanya pertemuan kelompok tani untuk meningkatkan 
kemampuan petani dalam mengakses informasi dan teknologi, dan penguatan 
kelembagaaan petani. Kegiatan penyuluh pertanian merupakan penyampaian 
materi tentang teknologi budidaya jagung modern, misalnya penggunaan benih 
unggul, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama terpadu (PHT) serta 
sosialisasi program pemerintah, seperti bantuan benih subsidi, pupuk bersubsidi, 
Kredit Usaha Rakyat (KUR).  

“Dinas Pertanian mendorong gapoktan dan kelompok tani untuk berkumpul 
setiap bulan. Pertemuan ini biasanya membahas evaluasi hasil panen 
sebelumnya, rencana tanam, dan kebutuhan pupuk” (MI, Dinas Pertanian, 
wawancara 25 Juli 2023). 
Pertemuan rutin merupakan wadah bagi petani untuk melaksanakan kegiatan 

diskusi mengenai pembelajaran pengalaman dan kendala di lapangan, dan sebagai 
wadah untuk berbagai informasi. Berdasarkan informasi dari informan, bahwa : 

Pertemuan  rutin juga sangat membantu kami memahami cara pemupukan yang 
tepat agar hasil panen jagung kami meningkat. Penyuluh memberikan panduan 
langsung yang sebelumnya tidak kami ketahui. Selama ini pemberian pupuk 
yang kami lakukan berlebihan karena menurut pemahaman kami semakin 
banyak pupuk yang diberikan maka akan semakin bagus kualitas jagung" (AM, 
Petani, wawancara 20 September 2023). 
Penyuluh juga menyampaikan informasi kepada petani untuk tidak selalu 

bergantung pada penggunaan pupuk organik. Karena ketersediaan pupuk bersubsidi 
terbatas. Penyuluh memberikan pembelajaran kepada petani bagaimana cara 
membuat pupuk organik dari jerami jagung yang selama ini digunakan. Berdasarkan 
informasi dari informan: 

“ Kebiasaan yang dilakukan oleh petani setelah panen adalah membakar batang 
jagung di lahan dengan alasan lahan tersebut akan digunakan kembali untuk 
menanam. Sehingga kami mengajarkan kepada petani tentang pemanfaatan 
batang jagung untuk pembuatan pupuk organik sebagai suatu solusi 
menghadapi keterbatasan pupuk subsidi” (JN, PPL, wawancara 23 Agustus 
2023). 
Selain itu, terdapat kegiatan kunjungan lapangan (anjangsana) yang dilakukan 

oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Melalui kunjungan ke rumah petani, 
penyuluh pertanian dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani dan 
kebutuhan petani akan informasi pertanian dalam usaha taninya. Informan 
menyampaikan : 

” Kami PPL biasanya berkunjungnya sepekan itu sekali untuk satu orang petani. 
Kalau di perjalanan kami singgah di lahan petani lain. Dalam sehari kami biasa 
mengunjungi 3 orang petani untuk mengambil dokumentasi  kegiatannya mulai 
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dari menanam,memupuk,memelihara, sampai panen (ambil ubinan nya)” (AS, 
PPL, wawancara 22 Agustus 2023). 
“Kami mendapat banyak manfaat dari kehadiran penyuluh langsung di lahan. 
Biasanya penyuluh rutin melaksanakan kunjungan saat musim tanam atau saat 
kami menghadapi kendala di Lapangan seperti adanya serangan hama terjadi, 
PPL langsung turun” (RL, Petani, wawancara 25 Agustus 2023). 
Kegiatan anjangsana ini didukung oleh pemerintah desa. Jika ada jadwal 
kunjungan PPL, biasanya kami membantu dalam koordinasi dengan ketua 
kelompok tani. Kami menganggap kegiatan anjangsana ini penting karena 
menyentuh kebutuhan petani langsung di lapangan (SK, Kepala Desa, 
Wawancara 27 Agustus 2023). 

b. Pembinaan kelompok tani dan gapoktan dalam pembuatan konsep kerjasama 
dengan pihak lain. 

Kelompok tani yang sudah melakukan kerjasama dan bermitra usaha mencapai 
24% sehingga untuk meningkatkan kelompok tani yang bermitra, penyuluh perlu 
meningkatkan pembinaan agar kelompok tani melakukan kerjasama dengan pihak 
lain. Program yang dilakukan oleh penyuluh adalah melakukan kegiatan 
pendampingan dalam penyusunan konsep kerjasama dengan pihak lain dan 
penyusunan proposal kerjasama. Berdasakan hasil wawancara dengan informan 
bahwa : 

“Pembinaan yang kami terima tidak hanya membahas bagaimana membuat ide 
kerjasama, tetapi juga bagaimana mengelolanya dengan baik di masa depan. 
Kami mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara menjalin kerjasama 
dengan perusahaan mitra, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran. 
Peningkatan kemampuan ini sangat penting untuk keberlanjutan gapoktan 
kami” (SH, Ketua Gapoktan, wawancara 26 Agustus 2023). 

"Kemitraan ini menguntungkan kedua belah pihak. Petani mendapat kepastian 
pasar, dan perusahaan mendapat bahan baku dengan kualitas yang lebih baik. 
Sebagai penyuluh, kami memiliki peran dalam menjembatani kelompok tani 
dengan mitra potensial. Kami membantu mereka dalam menyusun proposal 
kerja sama dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan 
petani. Namun, masih ada tantangan dalam meningkatkan pemahaman petani 
mengenai kontrak kerja sama yang adil” (WD, Penyuluh, wawancara 05 
September 2023). 
“Kami berharap kelompok tani dan gapoktan dapat membuat konsep kolaborasi 
yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkelanjutan 
dalam jangka panjang melalui pembinaan yang intensif. Kolaborasi yang baik 
akan meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan sektor pertanian 
secara keseluruhan” (MI, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, 
wawancara 06 Juli 2023). 

c. Penyuluhan pembuatan tata tertib kelompok tani 
Masih terdapat 68% anggota kelompok tani tidak aktif dalam penyusunan 

rencana kegiatan kelompok. Penguatan kelembagaan petani sangat bergantung 
pada tata tertib dalam kelompok tani. Tata tertib berfungsi sebagai pedoman 
bersama yang mengatur bagaimana anggota berinteraksi satu sama lain, membagi 
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tugas, dan melakukan kerja kelompok. Tata tertib yang dirancang secara partisipatif 
dapat membantu kelompok bekerja sama dengan baik, meningkatkan disiplin, dan 
menjelaskan hak dan kewajiban setiap anggota terutama dalam penggunaan sarana 
bersama.  

“Dalam kelompok kami terdapat jadwal penggunaan traktor milik kelompok 
sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama dalam 
menggunakan traktor. Anggota hanya membelikan bahan bakar untuk 
menggunakan traktor” (JM, Petani, wawancara 14 September 2023). 
Banyak kelembagaan petani yang belum memiliki sistem yang jelas dan 

tercatat. Hal ini disebabkan oleh kapasitas kelembagaan kelompok tani yang rendah 
dan belum memahami pentingnya aturan tertulis dalam pengelolaan kelompok, 
sehingga penyusunan tata tertib dianggap tidak penting. Berdasarkan hasil 
wawancara, maka kegiatan penyuluhan pembuatan tata tertib ini sangat penting. 

"Penyuluhan mengenai pembuatan tata tertib ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman kepada anggota kelompok tani tentang pentingnya aturan yang 
jelas dalam menjalankan organisasi. Tata tertib yang baik akan menciptakan 
ketertiban, keadilan, dan efektivitas dalam setiap kegiatan kelompok" (KM, PPL, 
wawancara 13 Agustus 2023). 

"Kami berharap, setelah mengikuti penyuluhan dan memiliki tata tertib yang 
disepakati bersama, kelompok tani akan menjadi lebih solid, transparan, dan 
akuntabel. Tata tertib ini akan menjadi landasan yang kuat bagi keberlanjutan 
dan kemajuan kelompok tani di masa depan” (AA, Dinas Pertanian, Wawancara 
06 Juli 2023). 

d. Pelatihan teknik pencatatan administrasi dan jenis-jenis buku 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa 

sebanyak 56% poktan dan gapoktan tidak memiliki pencatatan administrasi dan 
pembukuan karena mayoritas anggota kelompok tani memiliki pendidikan formal 
rendah. Banyak anggota yang belum memahami pentingnya pencatatan keuangan 
secara tertib sebagai bagian dari tata kelola kelompok yang baik. Keterbatasan 
penggunaan teknologi juga menjadi kendala tersendiri. Sebagian besar kelompok 
tani masih melakukan pencatatan secara manual menggunakan buku tulis, 
sehingga menyebabkan dokumen mudah hilang, tidak terdokumentasi dengan baik, 
dan sulit ditelusuri ketika dibutuhkan kembali. Berdasarkan informasi yang 
diperoleh: 

“Kelompok tani kebanyakan belum membuat kelengkapan administrasi kegiatan 
kelompok tani karena sosialisasi yang diberikan PPL kurang mendukung. 
Seharusnya, dalam pandangan saya sangat penting dilakukan pelatihan dalam 
hal pencatatan administrasi agar pengurus kelompok bisa paham dan mahir 
dalm hal administrasi kelompok” (MI, Dinas Pertanian, Wawancara 13 Juli 
2023). 
Administrasi kegiatan merupakan penyusunan dan pencatatan data serta 

informasi, dengan tujuan untuk menyediakan keterangan. Kegiatan kerja sama yang 
dilakukan anggota kelompok tani berdasarkan pembagian kerja baik itu sebagai 
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ketua, sekretaris dan bendahara. Administrasi kegiatan sangat penting bagi setiap 
organisasi kelompok tani yang menunjang kemajuan kelompok tani dimana semua 
kekurangan dan kelebihan dalam kelompok bisa kita ketahui melalui pembukuan 
administrasi kegiatan.  

“Kami berharap setelah mengikuti pelatihan, petani dapat melakukan 
pencatatan administrasi secara mandiri dan teratur. Dengan catatan yang rapi 
dan akurat, mereka akan lebih mudah membuat laporan keuangan, mengelola 
aset kelompok, dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi 
yang akurat” (MI, Dinas Pertanian, wawancara 13 Juli 2023).  

“Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sangat membantu bagi kami karena 
mendapatkan informasi tentang cara membuat catatan inventaris aset 
kelompok. Sampai saat ini, kami tidak memiliki informasi yang jelas tentang alat 
pertanian yang dimiliki kelompok. Sekarang semuanya tercatat dengan baik, 
yang memudahkan proses perencanaan dan pemeliharaan alat baru” (SH, 
Petani, wawancara 14 Juli 2023).  

e. Pelatihan teknik pembuatan rencana usaha 
Sebagian besar kelompok tidak tahu bagaimana membuat rencana bisnis yang 

terstruktur. Namun, rencana usaha sangat penting sebagai pedoman untuk kegiatan 
kelompok dan sebagai persyaratan administratif untuk mendapatkan bantuan dari 
pemerintah dan lembaga keuangan. Banyak kelompok tani tidak memiliki tujuan yang 
jelas untuk mengembangkan usahanya karena tidak mendapatkan pelatihan atau 
pendampingan yang diperlukan untuk membuat rencana usaha. Oleh karena itu, 
pelatihan tentang teknik pembuatan rencana usaha menjadi hal yang sangat 
strategis untuk memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan kemandirian petani, 
dan meningkatkan dukungan eksternal yang dapat mereka terima. Berdasarkan hasil 
wawancara , bahwa: 

“Banyak kelompok tani yang tidak paham membuat rencana usaha, terlebih jika 
ingin mengajukan bantuan atau kebutuhan modal untuk menanam, sehingga 
perlunya dilakukan pelatihan mengenai teknik pembuatan rencana usaha.” (IS, 
PPL, Wawancara 03 Oktober 2023). 

““Kami selama menanam seperti biasanya mengikuti musim. Tanam padi kalau 
musim hujan, jagung atau palawija kalau kemarau. Belum pernah terpikir untuk 
menyusun rencana usaha” (SM, Petani, wawancara 09 Oktober 2023). 

“Cara kami menanam jagung sesuai dengan kebiasaan yang diwariskan secara 
turun temurun. Kalau masuk tanam biasanya langsung tanam saja, nanti kalau 
panen baru dipikir mau dijual ke mana” (RS, Petani, wawancara 09 oktober 
2023). 

f. Penyuluhan mengenai akses dalam memperluas jaringan informasi pertanian 
Kelompok tani juga menjadi saluran komunikasi utama bagi anggotanya, yang 

menangani masalah pertanian dan juga memfasilitasi akses ke teknologi pertanian 
yang lebih luas dan informasi pasar. Di sisi lain, Kelompok tani tertentu berperan 
dalam implementasi program-program pemerintah tertentu yang menargetkan 
peningkatan praktik pertanian tertentu melalui distribusi pupuk bersubsidi, 
penyuluhan teknologi, dan lain sebagainya. Namun, sekitar 88% kelompok tani dan 
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gapoktan di Kabupaten Jeneponto belum bisa mengakses informasi pertanian 
melalui media elektronik. 

“Kami belum terbiasa mencari info pertanian menggunakan HP." Biasanya kami 
langsung bertanya kepada penyuluh atau kepada petani lain kalau ada hama 
atau penyakit yang menyerang tanaman kami. Sinyal di desa kadang juga 
susah, sehingga tidak mendukung untuk mencari informasi pertanian dari 
internet” (IK, Petani, wawancara 13 Oktober 2023). 

“Banyak petani di desa kami tidak memiliki akses internet. Akses kami terbatas 
pada teknologi baru yang dapat membantu. Informasi yang diberikan oleh 
kelompok tani sangat terbatas, dan kami sering bergantung pada informasi dari 
sumber luar, seperti penyuluh yang datang sekali sebulan” (AM, Petani, 
Wawancara 13 Oktober 2023). 

“Kami menyadari betapa pentingnya meningkatkan akses petani terhadap 
informasi pertanian, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Meskipun 
penyebaran informasi terutama dilakukan melalui kelompok tani, kami sedang 
bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan teknologi dan 
memperkenalkan penggunaan aplikasi pertanian yang dapat diakses melalui 
ponsel. Selain itu, tujuan kami adalah untuk meningkatkan partisipasi kelompok 
tani dalam program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan produksi 
pertanian” (AA, Dinas Pertanian, wawancara 17 Oktober 2023). 

Dari wawancara menunjukkan bahwa akses dan penggunaan media elektronik 
untuk informasi pertanian masih sangat minim. Hal ini dipengaruhi oleh sinyal internet 
di Desa kurang baik. Selain itu, petani belum terbiasa mencari informasi melalui 
platform digital. Hal ini menyebabkan petani sangat tergantung pada penyuluh 
pertanian atau sesama petani untuk memperoleh informasi. Padahal, media 
elektronik seperti aplikasi pertanian, situs web resmi pemerintah, media sosial, dan 
lain sebagainya dapat memberikan informasi yang cepat dan relevan, terkait cuaca, 
harga pasar, teknik budidaya, serta program pemerintah. Beberapa hal ini 
menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi di pedesaan memerlukan peningkatan 
sehingga mempermudah petani mengakses informasi pertanian. 

2. Pemerintah Desa 
Program kerja pemerintah desa memegang peranan penting dalam 

memperkuat kelembagaan petani yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
dan kapasitas kelompok tani, meningkatkan teknik budidaya, dan mendukung upaya 
pemasaran hasil pertanian. 

“Kami dari pemerintah desa terus berupaya mendukung kelompok tani jagung, 
terutama dalam hal kelembagaan. Salah satu program kerja kami adalah 
memberikan pendampingan dalam pendirian kelompok tani, serta ikut terlibat 
dalam pengawasan penyaluran bantuan sarana produksi maupun mesin 
pertanian dari kementerian pertanian maupun aspirasi Dewan Perwakilan 
Rakyat” (SK, Kepala Desa, wawancara 26 Juli 2023). 

“Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah desa untuk memperkuat 
kelembagaan petani melalui dukungan pelatihan dan dukungan untuk 
pembentukan kelompok tani yang sangat membantu. Sinergi antara pemerintah 
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desa dan dinas pertanian sangat penting untuk memastikan program 
pemberdayaan petani berjalan efektif dan tepat sasaran” (MI, Dinas Pertanian, 
wawancara 31 Juli 2023). 

“Program pemerintah desa sangat bermanfaat bagi kami. Pelatihan dan 
pendampingan membuat kami lebih terorganisir dan lebih mahir mengelola 
kelompok. Bantuan akses ke modal dan sarana pertanian juga sangat 
membantu, kami berharap bantuan ini dapat berlanjut” (IK, Petani, wawancara 
27 Juli 2023). 

Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa pemerintah desa memiliki 
peran strategis dalam mendukung keberlangsungan kelembagaan petani jagung. 
Beberapa program kerja yang dilakukan antara lain adalah memfasilitasi pelatihan 
dan pendampingan kelembagaan, terutama dalam hal tata kelola kelompok, 
penyusunan rencana usaha. Selain itu, Kepala Desa juga berupaya mendorong 
kelompok tani agar lebih aktif mengakses bantuan dan kemitraan, melalui dukungan 
administratif seperti penyusunan proposal, legalitas kelompok, dan rekomendasi 
pendirian kelompok tani. Namun dalam pelaksanaannya, program kerja ini masih 
menghadapi tantangan seperti kurangnya partisipasi anggota kelompok, 
keterbatasan dana desa yang harus dibagi untuk berbagai sektor, serta masih 
adanya kelompok tani yang belum aktif secara kelembagaan. Dengan dukungan 
kepala desa yang proaktif, kelembagaan petani jagung memiliki potensi untuk lebih 
berkembang menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang kuat dan berdaya saing. 

3. Dinas Pertanian 
Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto khususnya pada Bidang Penyuluhan 

terdiri dari Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan, Kepala Seksi Ketenagaan 
Penyuluhan, Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan memiliki tugas pokok 
dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan 
pertanian. Peran Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto pada kelembagaan petani 
jagung adalah menyusun kebijakan dan program penyuluhan pertanian melalui 
pengembagan metode dan materi penyuluhan pertanian, peningkatan kapasitas 
penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta. Selain itu, memberikan 
fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. 

Kondisi kelembagaan petani sebagian besar berorientasi hanya untuk 
mendapatkan fasilitasi pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk 
memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap 
berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi 
pengembangan usahatani. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti 
kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Perkumpulan Petani Pemakai Air 
dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga 
berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat 
berintegrasi dalam koperasi yang ada dipedesaan.  

Berdasarkan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto, program 
kerja yang dilaksanakan untuk mendukung kelembagaan petani, yaitu: 
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a) Meningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan 
Desa 

Lembaga penyuluhan berperan dalam membantu petani dan kelompok tani 
mengembangkan usahatani jagung yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Balai 
Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pusat kegiatan penyuluhan, pelatihan, sumber 
informasi, dan koordinasi kegiatan pemberdayaan petani. Beberapa program kerja 
yang dilaksanakan BPP seperti sekolah lapang dan pelatihan berbasis kebutuhan 
petani, dilaksanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Di tingkat desa, 
peningkatan kapasitas difokuskan pada penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh 
desa, yang menerima berbagai pendampingan dan pelatihan. Dalam hal kedekatan 
sosial dan pemahaman kontekstual tentang kondisi petani, penyuluh lokal ini memiliki 
keunggulan. Oleh karena itu, mereka dilatih untuk membantu memperkuat 
kelembagaan petani melalui program peningkatan kapasitas. Program ini mencakup 
bidang seperti pengelolaan keuangan, jejaring pasar, teknologi, dan administrasi 
kelompok. Penyuluh pertanian tidak hanya menyampaikan teknologi tetapi menjadi 
fasilitator kelembagaan yang membantu petani dan stakeholder lainnya. 

“BPP bukan hanya tempat kerja penyuluh, tetapi menjadi pusat informasi, 
penyuluhan, pelatihan dan penguatan kapasitas petani di tingkat kecamatan 
sehingga program-program penyuluhan bisa disusun berdasarkan kebutuhan 
petani di lapangan” (BH, Dinas Pertanian, wawancara 29 Juli 2023). 

“BPP memiliki peran penting dalam memperkuat kelembagaan petani. Melalui 
pelatihan manajemen kelompok dan akses informasi pasar, petani jadi lebih 
mandiri dalam mengelola kelompoknya. Kami dari Dinas Pertanian mendorong 
setiap BPP Kecamatan untuk menjalin kemitraan dengan P4S, perguruan tinggi, 
hingga swasta agar fungsinya benar-benar berjalan” (MI, Dinas Pertanian, 
wawancara 03 Agustus 2023). 

b) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani 
Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sekolah Lapang komoditas 

jagung, Dinas Pertanian mendorong petani untuk memahami aspek teknis dan 
manajerial usaha tani jagung secara terpadu. Sekolah lapang diselenggarakan 
dengan pendekatan partisipatif, di mana petani belajar langsung di lahan bersama 
penyuluh dan narasumber ahli. Fokus utamanya adalah pada efisiensi budidaya, 
manajemen kelompok tani, hingga strategi pemasaran hasil. 

“Kami sangat mendukung sekolah lapang dan Bimtek untuk meningkatkan 
kapasitas kelembagaan petani,. Sekolah lapang memberi petani kesempatan 
untuk belajar langsung dari pengalaman, sementara Bimtek mengajarkan petani 
lebih banyak tentang manajemen dan pengelolaan usaha tani. Kami melihat 
hasil yang baik di beberapa kelompok tani: mereka memiliki sistem pengelolaan 
yang lebih baik dan dapat menggunakan teknologi dengan lebih efisien” (AT, 
Dinas Pertanian, wawancara 23 Juli 2023).  
“Bimtek yang dilakukan Dinas Pertanian membuka wawasan petani tentang 
pentingnya pengelolaan kelembagaan. Kelompok tani yang dulu hanya 
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formalitas, kini aktif kembali dan mulai berfungsi sebagai unit usaha bersama” 
(AS, Penyuluh Pertanian, wawancara 25 Juli 2023). 
 “Pemerintah mengadakan sekolah lapang, yang sangat membantu dalam 
memberikan pemahaman langsung tentang teknik pertanian yang lebih baik. 
Selain itu, Bimtek memberi kami pengetahuan baru tentang administrasi dan 
manajemen kelompok tani. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, kami merasa 
lebih percaya diri dalam mengelola kelompok kami “ (Petani, wawancara 25 Juli 
2023). 
Salah satu langkah strategis untuk membangun kelompok tani yang fleksibel, 

mandiri, dan berdaya saing adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. 
Dalam program kerjanya, Dinas Pertanian telah menerapkan pendekatan berbasis 
partisipasi dalam pembelajaran. Beberapa pendekatan ini termasuk Bimbingan 
Teknis (Bimtek) dan Sekolah Lapang (SL), yang ditujukan untuk petani jagung dan 
kelembagaan mereka. Pengurus kelompok menghadiri kegiatan Bimtek yang 
diadakan secara berkala. Tidak hanya teknis budidaya jagung yang diberikan, seperti 
penggunaan varietas unggul, pemupukan berimbang, dan pengendalian hama 
terpadu, tetapi juga tentang penguatan kelembagaan, seperti pengelolaan 
administrasi, rencana kerja kelompok, dan strategi pemasaran berbasis kelompok. 
Petani memperoleh pengetahuan dan keterampilan manajerial melalui Bimtek, yang 
akan membantu menjaga keberlanjutan kelompok tani. 

Sekolah lapang komoditas jagung dijalankan secara langsung di lahan petani 
sehingga memberi ruang bagi petani untuk bekerja sama dalam menyelesaikan 
permasalahan dalam usahatani. Kelompok tani tidak hanya berpartisipasi secara 
pasif, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam menyebarkan inovasi, dan 
membangun komitmen bersama untuk pengelolaan kelembagaan. Kegiatan sekolah 
lapang akan bermanfaat bagi peningkatan produksi jagung dan meningkatkan peran 
kelompok tani sebagai lembaga sosial-ekonomi. Setelah mengikuti kegiatan SL atau 
Bimtek, banyak kelompok dapat membangun rencana kegiatan harian, memperbaiki 
struktur organisasi, mencatat keuangan kelompok, dan berkolaborasi dengan 
perusahaan pengolah jagung, lembaga keuangan, dan BUMDes. 
c) Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar 

Dinas Pertanian juga menjalin kerja sama dengan sektor swasta, seperti PT. Jiva 
Agriculture Indonesia, PT. Bisi International Tbk, dan perusahaan mitra lainnya, 
dalam bentuk program kemitraan jagung berbasis kelompok tani. Melalui program 
ini, kelompok tani memperoleh akses terhadap benih unggul, pupuk, pembiayaan, 
serta jaminan pembelian hasil panen. Peran dinas pertanian adalah sebagai 
fasilitator yang memastikan mekanisme kemitraan berjalan sesuai regulasi dan 
memberikan perlindungan kepada petani. 

“Kami berkoordinasi dengan BPP di tiap kecamatan untuk memperkenalkan PT. 
Jiva kepada petani jagung. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah ketua kelompok 
tani dan dihadiri oleh anggotanya” (AA, Dinas Pertanian, wawancara 18 
November 2023). 

Salah satu fokus utama Dinas Pertanian dalam memperkuat kelembagaan 
petani adalah melalui kemitraan dengan pihak swasta untuk mendapatkan 
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akses ke pasar, sehingga kelompok tani di desa kami sekarang memiliki akses 
ke pasar yang lebih luas. (SK, Kepala Desa, wawancara 15 November 2023). 

Sekarang kami dapat menjual hasil panen jagung langsung ke pasar yang lebih 
besar dan mendapatkan harga yang lebih baik melalui kemitraan yang 
difasilitasi oleh pemerintah. Kami merasa lebih aman dengan jaminan pasar 
yang sudah terjalin melalui kemitraan, tetapi kami masih membutuhkan 
pendampingan lebih lanjut mengenai strategi pemasaran dan penggunaan 
teknologi untuk memperluas pasar kami” (NS, Petani, wawancara 16 November 
2023). 

Dinas Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu petani, 
khususnya dalam hal kemitraan dan akses pasar, yang merupakan faktor kunci 
dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Program kerja yang 
difokuskan pada fasilitasi kemitraan dan meningkatkan akses pasar bertujuan untuk 
menghubungkan petani dengan pasar yang lebih luas, yang mencakup pasar lokal, 
nasional, dan internasional. 

4. Dinas Ketahanan Pangan 
Salah satu program kerja Dinas Ketahanan Pangan adalah mendorong 

kemandirian dan ketahanan pangan lokal melalui peningkatan kapasitas kelompok 
tani, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT) serta mengembangkan program 
pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi KWT. 
Diharapkan produk jagung tidak hanya dijual dalam bentuk mentah tetapi juga dapat 
diolah menjadi keripik atau tepung. BumDes dan Dinas Koperasi mendukung 
program ini melalui fasilitas kemasan, perizinan produk, dan jejaring pemasaran. 

“Tidak hanya produksi yang diperlukan untuk ketahanan pangan, tetapi juga 
kemandirian. Oleh karena itu, KWT kita kuatkan dari sisi produksi hingga 
pengolahan hasil, supaya mereka memiliki kontrol atas makanan yang mereka 
hasilkan” (AN, Dinas Ketahanan Pangan, wawancara 23 Juli 2023). 
Untuk mendukung pengembangan jagung sebagai salah satu bahan pangan 

strategis, Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan BPP melaksanakan 
kegiatan sekolah lapang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 
anggota KWT mengenai budidaya jagung, termasuk teknik penanaman, pemupukan 
berimbang, pengendalian hama terpadu, dan manajemen pascapanen.  

“KWT bukan hanya diajarkan cara bertanam jagung dalam program ini, tetapi 
juga diajarkan cara mengelola hasil panen supaya nilai jualnya meningkat. 
Dengan demikian, mereka memiliki kemandirian tidak hanya di sawah, tetapi 
juga di pasar” (JN, PPL , wawancara 23 Agustus 2023). 
Kelompok Wanita Tani (KWT) mempunyai fungsi lain yang sangat penting 

dalam mendukung suksesnya program penyuluhan pertanian, yaitu pendukung 
Kelompok Tani. Hal ini dapat dilihat dari informasi materi penyuluhan yang tidak 
sepenuhnya tersampaikan melalui kelompok tani.  

“Keberadaan KWT sangat membantu kami karena mereka memfasilitasi 
pertukaran informasi antara kami dan anggota kelompok tani laki-laki. Ibu-ibu ini 
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terlibat lebih aktif dalam pertemuan informal di lingkungan dusun, sehingga 
informasi penyuluhan lebih cepat tersebar” (AS, PPL, wawancara 22 Agustus 
2023). 

“Kami percaya bahwa kami dapat memajukan sektor pertanian desa kami. Kami 
tidak hanya belajar sendiri tentang metode pertanian yang efektif, tetapi kami 
juga aktif berkomunikasi dengan suami dan anggota keluarga laki-laki lainnya 
dalam kelompok tani. Kami sering membahas materi pelatihan yang kami 
peroleh dan mencari jalan keluar bersama ketika menghadapi masalah dalam 
usahatani jagung" (NM, Petani, wawancara 31 Agustus 2023). 

Apabila meteri teknis budidaya yang sama disampaikan pula kepada para isteri 
petani yang tergabung dalam Kelompok Wanita tani (KWT), maka tingkat 
pelaksanaan materi penyuluhan yang disamaikan melalui poktan akan lebih besar, 
hal ini dikarenakan para isteri petani juga memahami dan mengerti tujuan materi 
yang disampaikan melalui poktan, sehingga akan mendukung sang suami untuk 
melaksanakan apa materi yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Peran Bappeda dalam penguatan kelembagaan petani adalah merumuskan 

kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi 
irigasi, merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air 
irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya, merumuskan rencana tata tanam 
dengan mempertimbangkan debit yang ada, memberikan pertimbangan dan 
masukan atas pemberian izin alokasi air. Selain itu Bappeda melakukan integrasi 
kelembagaan koordinasi pengelolaan SDA dan irigasi dalam dokumen perencanaan 
pembangunan daerah. Berdasarkan hasil wawancara, bahwa : 

“Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jeneponto, sektor pertanian 
khususnya penguatan kelembagaan petani jagung telah kami masukkan 
sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kami memastikan ada 
integrasi antara program pelatihan, penguatan kelembagaan petani, bantuan 
sarana prasarana, serta dukungan kelembagaan dari dinas-dinas teknis seperti 
Dinas Pertanian dan Dinas PUPR” (SR, Bappeda, Wawancara 07 Agustus 
2023). 

Meningkatkan kelembagaan petani jagung adalah salah satu prioritas 
pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
Dalam desain dan koordinasi program pembangunan sektor pertanian, yang 
mencakup peningkatan kapasitas kelompok tani jagung, Bappeda bertindak sebagai 
pengarah dan penghubung antar instansi teknis.  

“Peran Bappeda sangat penting untuk menyesuaikan program kami dengan visi 
pembangunan daerah yang luas. Mereka membantu kami menemukan area 
sentra jagung mana yang membutuhkan intervensi khusus berkat perencanaan 
berbasis data yang mereka lakukan. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang 
difasilitasi oleh Bappeda memastikan bahwa petani jagung akan menerima 
dukungan dari bidang pertanian serta permodalan, pemasaran, dan 
infrastruktur” (AT, Dinas Pertanian, wawancara 16 Juli 2023). 
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Fungsi lembaga tidak hanya terjadi di tingkat pelaksanaan teknis seperti Dinas 
Pertanian atau Ketahanan Pangan, tetapi juga berdampak pada kebijakan makro 
yang dibuat oleh lembaga perencana. Bappeda memastikan adanya dukungan 
anggaran dan sinergi program antarorganisasi perangkat daerah dengan 
mengintegrasikan penguatan kelembagaan petani dalam RPJMD.  

“Pemerintah Daerah lebih serius dalam mendukung kelembagaan petani yang 
ada di Kabupaten Jeneponto dengan adanya dukungan anggaran dan program 
yang terkoordinasi antar dinas. Kami berharap kelompok tani dan gapoktan lebih 
maju, mandiri, dan sejahtera” (RM, Petani, wawancara 24 Juli 2023). 

Hal ini menunjukkan bahwa strategi penguatan kelembagaan petani disusun 
secara sistematis dan terencana dalam dokumen pembangunan jangka menengah. 
Selain itu, tugas Bappeda meliputi pemantauan dan evaluasi kinerja program untuk 
mengevaluasi kinerja kebijakan. Ini sangat penting untuk mencegah tumpang tindih 
antar instansi dan mendorong keberlanjutan program. Oleh karena itu, dapat 
disimpulkan bahwa keberadaan Bappeda sangat penting untuk menentukan 
bagaimana penguatan kelembagaan petani jagung di Jeneponto, karena 
menggunakan pendekatan perencanaan berbasis data, lintas sektor, dan responsif 
terhadap kebutuhan petani. 

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 
Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) adalah 

program nasional untuk pengelolaan sumber daya air dan sektor irigasi yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dana pinjaman luar negeri (Bank 
Dunia) oleh empat OPD pelaksana (BAPPEDA, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan 
Pangan, dan Dinas PUPR). Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin 
ketersediaan air irigasi yang berkelanjutan. Salah satu program kerja Dinas PUPR 
adalah Pemberdayaan Kelembagaan P3A melalui Bimbingan Teknis tentang 
pemberdayaan kelembagaan P3A untuk membantu mewujudkan sistem 
pengelolaan air irigasi yang baik dan berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk meningkatkan kemampuan pengurus P3A dalam mengelola lembaga 
sehingga pengelolaan irigasi dapat membantu kemajuan pertanian menuju 
swasembada pangan.  

“Kami di Dinas Pertanian sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh 
Dinas PUPR untuk mendorong lembaga P3A melalui Bimbingan Teknis. P3A 
adalah mitra strategis kami di tingkat petani dalam pengelolaan air irigasi. 
Semakin kuat kelembagaan P3A, semakin efisien sistem irigasi yang 
mendukung produktivitas pertanian. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas 
PUPR memberikan pengetahuan  teknis tentang pengelolaan air, perawatan 
jaringan irigasi, dan aspek organisasi dan administrasi kepada pengurus dan 
anggota P3A. Kegiatan ini sangat membantu petani dalam menjamin 
ketersediaan air yang adil dan berkelanjutan untuk tanah mereka. Kami sering 
bekerja sama dengan Dinas PUPR untuk memastikan bahwa materi bimbingan 
pertanian sesuai dengan kebutuhan petani dan program pertanian yang sedang 
berlangsung” (SK, Dinas Pertaian, wawancara 06 Juli 2023). 
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Program penguatan kelembagaan P3A yang telah dilaksanakan di Kecamatan 

Turatea, Kabupaten Jeneponto adalah Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PIP) bagi 
P3A, yang mencakup pelatihan, pemberdayaan, dan pembenahan kelembagaan 
P3A dalam pengelolaan irigasi. Tujuannya adalah agar anggota P3A memperoleh 
pengetahuan dan keterampilan teknis yang lebih baik, sehingga kelembagaan petani 
pemakai air menjadi kuat, mandiri, dan berkelanjutan. 

“Sebagai PPL yang langsung berinteraksi dengan petani dan anggota P3A di 
lapangan, saya melihat manfaat dari Bimtek yang diadakan oleh Dinas PUPR. 
Pentingnya pengelolaan air secara kolektif dan terencana menjadi lebih jelas 
bagi petani. Mereka lebih aktif berpartisipasi dalam musyawarah pembagian air, 
bekerjasama membersihkan saluran air, dan melaporkan kerusakan pada 
saluran air.. Selain itu, bimbingan ini membantu pengurus P3A menjadi lebih 
mampu mengelola lembaga mereka secara mandiri dan bertanggung jawab. 
Karena P3A yang kuat menjadi mitra yang efektif dalam memberikan informasi 
dan teknologi terkait pengelolaan air irigasi kepada seluruh anggota kelompok 
tani” (AR, wawancara 12 September 2023). 
 Dinas PUPR Jeneponto berkomitmen untuk mendukung tugas P3A dalam 

menjamin ketersediaan air irigasi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, ini akan 
meningkatkan hasil pertanian dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua P3A, bahwa : 

“Dinas PUPR mendorong penguatan kelembagaan P3A melalui pelatihan dan 
pendampingan teknis, agar petani bisa lebih mandiri dalam mengelola irigasi 
secara berkelanjutan. Sebelum mengikuti Bimtek dari Dinas PUPR, kami 
seringkali bingung bagaimana mengatur pembagian air yang adil, terutama 
selama musim kemarau. Setelah mengikuti Bimtek, kami juga belajar 
bagaimana membuat jadwal pembagian air yang disepakati bersama dan 
bagaimana memelihara saluran irigasi agar tidak cepat rusak” (NR, Wawancara 
19 Agustus 2023). 
Memperbaiki infrastruktur irigasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan 

P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) adalah salah satu program kerja Dinas 
PUPR. Tujuan dari perbaikan jaringan irigasi adalah untuk memastikan ketersediaan 
air, terutama selama musim tanam jagung. Selain berkonsentrasi pada aspek fisik, 
Dinas PUPR juga berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan pengurus P3A 
melalui pelatihan dan pendampingan. Tujuannya adalah untuk menciptakan 
kelembagaan petani yang tidak hanya dapat menggunakan infrastruktur yang ada, 
tetapi juga dapat beroperasi sendiri dan menjaga sistem irigasi. Jadi, jika terjadi 
kerusakan kecil pada saluran irigasi, anggota P3A, yang dananya diperoleh dari 
sumbangan petani jagung yang mengaliri sawahnya dengan air irigasi, akan 
memperbaikinya. Petani sekarang bukan hanya pengguna air tetapi juga pengelola, 
yang membuat pengelolaan irigasi lebih efektif dan berkelanjutan. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Komisi II DPRD Kabupaten Jeneponto melakukan banyak hal untuk membantu 

memperkuat kelembagaan petani jagung melalui fungsi legislatif, pengawasan, dan 
anggaran. Pokok-pokok Pikiran (pokir) DPRD adalah usulan rencana pembangunan 



49 

 

 
 
 
 

yang dibuat oleh anggota DPRD setelah mengumpulkan aspirasi masyarakat melalui 
reses dan rapat dengar pendapat. Kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi 
Pembangunan Daerah (SIPD) dalam bentuk program dan kegiatan. Penjaringan 
aspirasi masyarakat dapil masing-masing berfungsi sebagai masukan dalam 
perumusan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang selaras dengan sasaran 
pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD). Pokir diberikan kepada petani untuk berbagai program, 
termasuk pembelian peralatan pertanian dan pembangunan sumur bor. Pokok 
Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Jeneponto memiliki potensi besar untuk membantu 
meningkatkan pertanian, terutama bagi petani jagung, yang merupakan komoditas 
unggulan daerah. Sebagian besar petani mengatakan bahwa Pokir telah membantu 
mereka mendapatkan berbagai sumber daya produksi, seperti alat dan mesin 
pertanian. Proses budidaya dan pascapanen telah terbukti lebih mudah dengan 
bantuan traktor tangan, pompa air, dan mesin perontok jagung yang diusulkan oleh 
Pokir. 

Selain itu, infrastruktur seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi yang dibangun 
oleh Pokir juga membantu petani jagung. Jalan tani yang dibangun dibeberapa desa 
membantu petani mengangkut hasil panen jagung mereka. Ini secara langsung 
meningkatkan efektivitas distribusi dan mengurangi biaya operasional. Selain itu, 
para anggota DPRD mengusulkan pelatihan pertanian aplikatif melalui pokir. 
Pelatihan pengelolaan tanaman jagung terpadu, yang mencakup pengendalian 
hama terpadu dan teknik pemupukan berimbang, telah diberikan kepada beberapa 
kelompok tani. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian atas usulan DPRD. 
Pengetahuan petani akan  ditingkatkan melalui kegiatan ini, yang juga akan 
meningkatkan produktivitas lahan. 

“Kami pernah dapat bantuan benih jagung lewat program Pokir dari dewan. 
Benihnya bagus, hasil panen kami waktu itu naik hampir dua kali lipat dibanding 
biasanya” (IW, Petani, wawancara 24 Oktober 2023). 

Dulu jalan ke kebun susah dilewati, tetapi setelah ada jalan usaha tani yang 
dibangun lewat Pokir, sekarang kami jadi gampang mengangkut jagung" (ST, 
Petani, wawancara 03 November 2023). 

"Melalui Pokir DPRD, kami bisa mengadakan pelatihan budidaya jagung 
modern. Petani jadi tahu cara mengatur jarak tanam dan pakai pupuk secara 
efisien” (AS, PPL, wawancara 15 November 2023). 

Pokir juga digunakan untuk memberikan bantuan benih jagung berkualitas tinggi 
dan pupuk bersubsidi. Bantuan ini menurunkan biaya produksi dan meningkatkan 
hasil panen petani. Hasil panen jagung hibrida yang diberikan oleh program Pokir 
hampir dua kali lipat dari musim sebelumnya, kata salah satu petani di Kecamatan 
Bangkala. Secara keseluruhan, Pokir dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk 
menghubungkan kebutuhan nyata petani dengan program pembangunan 
pemerintah daerah jika digunakan dengan transparan dan tepat sasaran. Namun, 
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keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksana yang jujur dan kelompok tani 
yang terlibat aktif dalam proses perencanaan.  

Namun, ada dugaan bahwa Pokir DPRD Jeneponto disalahgunakan, terutama 
menjelang pemilihan legislatif dan pilkada. Pokir digunakan untuk kepentingan 
pribadi atau politik. Bisa jadi proyek Pokir adalah sarana untuk kampanye 
terselubung di mana anggota DPRD mengklaim keberhasilan proyek sebagai hasil 
kerja mereka sendiri. Jika anggota DPRD atau anggota keluarga mereka terlibat 
dalam pelaksanaan proyek Pokir, ada kemungkinan mereka memiliki konflik 
kepentingan.  

DPRD Kabupaten Jeneponto melaksanakan fungsi pengawasan salah satunya 
melalui pengawasan Harga Pokok Penjualan (HPP) jagung untuk melindungi petani 
lokal dari fluktuasi harga yang tidak menguntungkan dan menjamin keberlanjutan 
usaha tani mereka. Selain itu, kehadiran anggota DPRD dalam program penanaman 
jagung serentak menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dalam memajukan 
sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan produktivitas jagung. 

“Kami melakukakan kegiatan reses di Dapil masing-masing untuk mendengar 
langsung keluhan serta usulan dari petani. Banyak petani yang mengeluhkan 
harga jual jagung yang diterima sangat rendah dan tidak sebanding dengan 
biaya yang mereka keluarkan untuk kegiatan budidaya jagung. Selain itu, petani 
juga mengeluhkan masalah kelangkaan pupuk dan keterbatasan bantuan yang 
diberikan oleh Dinas Pertanian”(DP, DPRD, wawancara 13 November 2023). 
“Informasi yang diberikan oleh Komisi II DPRD mengenai kebutuhan petani di 
lapangan sangat membantu dalam merancang program-program yang tepat 
dalam menjawab permasalahan yang dihadapi petani serta bersinergi dengan 
program dari Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan, untuk menyusun 
perencanaan pembangunan sektor pertanian yang lebih tepat sasaran” (SR, 
Bappeda, Wawancara 07 Agustus 2023). 

“Bagi Dinas Ketahanan Pangan, informasi dari Komisi II DPRD sangat penting 
dalam merumuskan kebijakan terkait stabilisasi harga, ketersediaan pangan, 
dan penanganan kerawanan pangan di tingkat petani. Kami menerima informasi 
riil tentang kondisi lapangan terkait panen, gagal panen, dan akses petani ke 
pasar. Dengan mengetahui situasi petani dari Komisi II, kami dapat membuat 
program yang lebih responsif dan efisien untuk menjaga ketahanan pangan 
sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani” (AN, Dinas Ketahanan Pangan, 
wawancara 23 Juli 2023). 
Komisi II DPRD Kabupaten Jeneponto bertugas mendorong kebijakan harga 

komoditas yang adil bagi petani dan mengawasi pelaksanaan program bantuan dan 
pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani. Selain itu, Komisi II berfungsi 
sebagai penghubung antara keinginan petani dan lembaga teknis pelaksana di 
lapangan, seperti Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Melalui rapat 
dengar pendapat dan kunjungan kerja, DPRD dapat memastikan bahwa kebijakan 
yang dibuat benar-benar membantu petani dan memenuhi kebutuhan di lapangan.  

8. Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku (BBPP) 
Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku sebagai salah satu UPT 

Pusat Pelatihan - Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Pertanian 
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(BPPSDMP), memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas sumber 
daya manusia pertanian melalui pelatihan petani dan penyuluhan pertanian 
lapangan. Pelatihan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis 
Komoditas Jagung. Pelatihan kewirausahaan agribisnis ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas petani dalam berwirausaha sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para petani ke depannya 
dapat memahami lebih detail terkait materi-materi kewirausahaan agar biasa di 
peraktekkan dilapangan sebaik mungkin sehingga bisa melahirkan wirausahaan 
dalam sektor pertanian.Berdasarkan informasi yang diperoleh: 

“Pelatihan kewirausaahaan mendorong inovasi dan nilai tambah komoditas 
jagung, dengan memberikan contoh keberhasilan pengolahan jagung menjadi 
produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi diberikan kepada petani, 
memungkinkan mereka untuk tidak hanya bergantung pada harga jual pipilan. 
Oleh karena itu, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan 
lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Kami percaya bahwa 
kewirausahaan agribisnis yang kuat akan memberikan petani kemandirian 
ekonomi dan ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto” (FY, BBPP 
Batangkaluku, Wawancara, 29 Juli 2023). 
Setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan agribisnis jagung pikiran kami lebih 
terbuka. Kami dulu hanya menanam dan menjual jagung pipilan. Sekarang kami 
mulai berpikir tentang mengolah jagung menjadi produk lain yang memiliki nilai 
tambah, seperti keripik jagung. Dengan pelatihan ini, kami dapat menghitung 
biaya produksi, menemukan pasar yang lebih luas, dan bahkan mengemas 
barang yang menarik. Ini membuka peluang baru untuk meningkatkan 
pendapatan” (KS, Petani, Wawancara 11 Agustus 2023). 
“Salah satu upaya untuk membantu petani Jeneponto agar tidak hanya menjadi 
produsen bahan baku tetapi juga pengusaha agribisnis yang sukses adalah 
melalui pelatihan kewirausahaan agribisnis komoditas jagung. Kami berharap 
petani dapat meningkatkan nilai tambah produk jagung mereka, memperluas 
akses pasar, meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, dan memajukan 
sektor pertanian dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh” 
(MI, Dinas Pertanian, wawancara 06 Juli 2023). 

Tujuan BBPP Batangkaluku adalah untuk meningkatkan kualitas petani dalam 
berwirausaha sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan. Selain itu 
tujuannya adalah untuk menghasilkan wirausaha agribisnis yang mahir, mandiri dan 
sejahtera. Pelatihan kewirausahaan agribisnis, khususnya untuk pemuda di 
pedesaan, dapat membantu mengembangkan perekonomian. Pelatihan 
kewirausahaan juga diharapkan dapat meningkatkan keinginan untuk berwirausaha. 
Petani dapat belajar tentang penguatan kelembagaan dan pola bisnis dari pelatihan 
ini, khususnya dalam pertanian tanaman jagung. 

9. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) 
Salah satu tugas Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi 

Selatan adalah memastikan bahwa standar instrumen pertanian lokal diterapkan dan 
didistribusikan. Hal ini dapat membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian 
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mereka. BPSIP didukung dengan keberadan instalasi penerapan standar instrumen 
pertanian (IP2SIP) yang salah satunya berada di Kabupaten Jeneponto, memiliki 
kebun percobaan yang terletak di Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara, 
Kabupaten Jeneponto. IP2SIP Kabupaten Jeneponto berfokus pada peningkatan 
jumlah benih yang terstandar, Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan petani, 
penangkar, dan stakeholder lainnya sehingga agar benih dapat tersedia secara 
konsisten, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna.   

Keberhasilan usaha tani, khususnya dalam budidaya jagung, sangat 
dipengaruhi oleh ketersediaan benih. Hasil wawancara menunjukkan bahwa IP2SIP 
Kabupaten Jeneponto memiliki peran strategis untuk mendukung ketersediaan 
benih jagung bagi petani. IP2SIP berfungsi sebagai penghubung antara petani, 
BPP, dan Dinas Pertanian dalam pengadaan dan distribusi benih. 

“Peran IP2SIP Kabupaten Jeneponto cukup besar dalam mendukung 
ketersediaan benih jagung, terutama melalui koordinasi dengan dinas terkait 
dan penyaluran benih kepada kelompok tani,” (AR, Penyuluh, Wawancara 02 
Oktober 2023). 
Untuk mendukung ketersediaan benih jagung berkualitas di Jeneponto, IP2SIP 
berperan dalam pengujian kualitas benih. Dengan adanya standar yang jelas, 
kami dapat memastikan bahwa benih yang beredar di kalangan petani 
memenuhi persyaratan kualitas. Ini mendorong penangkar benih lokal untuk 
menghasilkan benih yang lebih baik, sehingga petani memiliki akses ke benih 
unggul yang dapat ditanam “(AT, Dinas Pertanian, Wawancara 28 Juli 2023). 
IP2SIP juga bekerja sama dengan pihak BPP dalam proses pendataan 

kebutuhan benih dan memastikan bahwa distribusi benih berjalan sesuai rencana. 
Hal ini penting untuk menghindari keterlambatan penanaman dan mengurangi risiko 
gagal tanam akibat keterlambatan input. Dalam hal terjadi kendala, IP2SIP 
disebutkan turut membantu percepatan solusi melalui koordinasi lintas sektor. 

“Kalau ada kekurangan benih atau keterlambatan distribusi, biasanya kami 
langsung koordinasi dengan mereka” (AR, Penyuluh, Wawancara 02 Oktober 
2023). 
IP2SIP tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi dan inovasi, tetapi 

juga menjadi aktor penting dalam mendukung ketersediaan sarana produksi, 
khususnya benih jagung, bagi kelompok tani di Kabupaten Jeneponto. Namun 
demikian, efektivitas peran tersebut masih sangat bergantung pada sinergi antara 
lembaga, ketepatan pendataan, serta keterlibatan aktif kelompok tani dalam 
menyampaikan kebutuhannya. 

“Adanya standar kualitas benih, memberikan keamanan kami dalam 
penggunaan benih. Dengan jaminan mutu yang jelas, kami lebih percaya 
menggunakan benih lokal dari penangkar di Jeneponto. Kami dapat 
merencanakan penanaman dengan lebih baik dan mengurangi risiko gagal 
tumbuh dengan mengetahui kadar air benih dan potensi daya tumbuhnya yang 
sesuai standar” (AK, Petani, wawancara 22 Agustus 2023). 
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10. Perbankan 
Program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Tani 

berfokus pada distribusi input pertanian dan permodalan. KUR pertanian adalah 
kredit yang diberikan oleh perbankan kepada petani individu maupun kelompok tani 
(poktan dan gapoktan) yang memiliki usaha produktif tetapi belum memiliki akses 
formal ke perbankan. Kredit ini dapat digunakan untuk modal kerja atau investasi 
dalam budidaya jagung. Petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat 
menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi secara tepat sasaran. 
Selain itu, kartu tani juga dapat digunakan untuk bertransaksi secara finansial, seperti 
menabung dan menerima bantuan pemerintah. Petani yang terdaftar dalam 
kelompok tani yang dapat mengakses manfaat kartu tani, sehingga mendorong 
petani untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kelembagaan pertanian. 

"KUR dan Kartu Tani adalah dua program strategis pemerintah yang sangat 
mendukung penguatan kelembagaan petani jagung. KUR memberikan akses 
permodalan yang penting untuk pengembangan usaha, sementara Kartu Tani 
menjamin ketersediaan input produksi yang terjangkau. Kombinasi kedua 
program ini mendorong petani untuk bergabung dalam kelompok tani agar lebih 
mudah mengakses fasilitas tersebut, sekaligus memperkuat struktur organisasi 
dan kerja sama di antara mereka” (AA, Dinas Pertanian, wawancara 13 Agustus 
2023). 
Kombinasi antara KUR dan Kartu Tani meningkatkan struktur kelembagaan 

petani jagung dan meningkatkan efisiensi distribusi input pertanian yang efektif dan 
tepat sasaran. KUR memberikan akses permodalan yang diperlukan untuk 
meningkatkan efisiensi. Petani jagung dimotivasi oleh keduanya untuk bergabung 
dengan kelembagaan formal untuk memperkuat struktur sosial dan ekonomi mereka. 

“Selama ini, program KUR sangat membantu petani jagung dalam memperoleh 
modal usaha. Namun, pihak bank biasanya lebih percaya kalau pengajuan 
dilakukan lewat kelompok tani. Jadi secara tidak langsung, ini mendorong petani 
untuk aktif dalam kelembagaan. Begitu juga dengan Kartu Tani, petani harus 
tergabung dalam kelompok tani agar bisa menebus pupuk bersubsidi” (SL, PPL, 
wawancara 28 Agustus 2023). 
Petani jagung di Kabupaten Jeneponto telah dibantu secara strategis oleh 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kartu Tani. Perbankan lebih mudah 
menerima pengajuan KUR dari petani jika dilakukan melalui kelompok tani. Hal ini 
menunjukkan bahwa legalitas dan keberadaan kelembagaan petani menjadi syarat 
utama untuk akses permodalan.  

“Kelompok tani kami sangat terbantu dengan program KUR untuk mendapatkan 
modal usaha dengan bunga yang lebih rendah. Dulu kami sering kesulitan 
mendapatkan pinjaman atau berurusan dengan rentenir. Kami dapat 
mengembangkan usahatani jagung dengan adanya KUR yang akan digunakan 
untuk membeli bibit dan pupuk, dan bahkan membeli alat pertanian yang akan 
digunakan secara bersama dalam kelompok” (SH, Petani, wawancara 28 Juli 
2023). 



54 

 
Syarat utama untuk mendapatkan pupuk bersubsidi melalui mekanisme Kartu 

Tani adalah petani harus terdaftar dalam kelompok tani. Oleh karena itu, program ini 
secara tidak langsung membantu membangun dan memperkuat struktur kelompok 
tani yang lebih aktif dan administratif. 

"Kartu Tani sangat memudahkan kami dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. 
Prosesnya jadi lebih transparan dan tepat sasaran. Dulu, seringkali ada 
kelangkaan atau penyelewengan pupuk. Sekarang, dengan Kartu Tani, setiap 
anggota kelompok memiliki hak yang jelas untuk mendapatkan pupuk sesuai 
dengan kebutuhan lahan mereka yang terdaftar di e-rdkk" (MS, Petani, 
wawancara 28 Juli 2023). 
Transformasi dari petani individu menjadi petani yang terorganisasi dalam 

kelembagaan formal didorong oleh sinergi antara program KUR dan Kartu Tani. Ini 
meningkatkan efektivitas distribusi bantuan, meningkatkan transparansi pengelolaan 
sumber daya, dan memperkuat posisi petani dalam pemasaran. 

Stakeholder Voluntary Sector. Terdiri dari organisasi yang didirikan oleh 
masyarakat maupun organisasi di bidang pendidikan. Stakeholder ini berkontribusi 
terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan dan memberdayakan petani, dan 
menawarkan dukungan teknis, instruksi, ketersediaan sumber daya, dan arahan 
kepada petani dalam melaksanakan berbagai program pemerintah pusat dan daerah 
yang terkait dengan penguatan kelembagaan petani. 

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
LSM memiliki peranan sebagai penghubung antara petani dan pemerintah 

daerah Kabupaten Jeneponto. LSM menjadi wadah penampung aspirasi petani. 
Dalam hal ini, keberadaan LSM untuk membantu petani dalam memastikan bahwa 
bantuan pertanian disalurkan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas serta 
tidak adanya pihak-pihak yang memanfaatkan bantuan yang seharusnya diberikan 
kepada petani untuk kepentingan kampanye politik, sehingga distribusi dapat 
dilakukan secara adil dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 
satu LSM:  

“Pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses penyaluran bantuan 
pertanian agar semua pihak bisa mendapatkan akses yang sama tanpa 
dipengaruhi oleh kepentingan politis. Sehingga pemerintah perlu mengeluarkan 
surat edaran yang mengatur dan memberikan pedoman yang jelas mengenai 
penyaluran bibit di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Dengan adanya 
surat edaran tersebut, diharapkan semua stakeholders, termasuk Dinas 
Pertanian dan pihak-pihak yang terlibat, dapat mengawasi dan memastikan 
bahwa bantuan tersebut disalurkan dengan tepat” (SS, Wawancara 17 
Desember 2023). 
“LSM membantu menyampaikan kebutuhan kami kepada pemerintah daerah. 
Kami petani kecil merasa sulit untuk didengarkan. Namun, dengan bantuan 
LSM, kami sekarang dapat berbicara langsung dengan dinas terkait dan bahkan 
dengan anggota dewan. Selain itu, mereka menawarkan bantuan dalam 
mendapatkan informasi tentang program-program pemerintah dan bagaimana 
mendapatkan bantuan” (RH, Petani, wawancara 13 Oktober 2023). 
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 LSM berfungsi sebagai penghubung antara petani dan pengambil kebijakan. 
Mereka melakukan advokasi ke lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian, 
DPRD, atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk 
memastikan suara petani mendapat perhatian selama proses perumusan kebijakan, 
penganggaran, dan pembagian bantuan pertanian. Berdasarkan wawancara, 
menyampaikan bahwa : 

 “Kami sangat mengapresiasi peran LSM dalam memberdayakan petani, 
khususnya dalam pembentukan dan penguatan kelompok tani jagung. 
Keberadaan LSM di lapangan sangat membantu karena mereka dapat 
menjangkau petani secara langsung dan menyampaikan aspirasi mereka yang 
mungkin tidak disampaikan secara formal kepada kami. Kehadiran mereka di 
lapangan membantu pemerintah dalam sosialisasi program dan memantau 
penyaluran bantuan pemerintah kepada petani” (MI, Dinas Pertanian, 
Wawancara 25 Oktober 2023). 
Meskipun LSM dapat membantu petani dan mengawasi pelaksanaan kebijakan 

pemerintah, tidak semua LSM melakukannya dengan baik. Keberadaan LSM 
berdampak negatif pada petani dan pemerintah daerah. Petani banyak mengeluh 
tentang ketergantungan yang tidak sehat terhadap LSM. Beberapa LSM menyatakan 
keberadaan mereka sebagai "jembatan" antara kelompok tani dan pemerintah atau 
pihak ketiga, tetapi dalam praktiknya mereka bertindak sebagai perantara proyek 
yang menguntungkan individu. Padahal bantuan seharusnya diberikan secara 
langsung dan gratis kepada penerima, petani sering diminta memberikan imbalan 
atau "jatah" dari bantuan yang mereka terima dengan alasan sebagai kompensasi 
untuk jasa pengurusan. 

Selain itu, hubungan antara petani dan pihak dinas terkait kadang-kadang 
terganggu karena keberadaan LSM yang terlalu keras dalam menyuarakan kritik 
terhadap pemerintah. Sebagian petani menjadi curiga atau bahkan menolak program 
pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk memberdayakan mereka karena 
cerita-cerita negatif yang disampaikan oleh LSM. Meskipun tidak ada bukti 
penyalahgunaan, kelompok tani kadang-kadang mengabaikan program bantuan 
karena dianggap sebagai "proyek politik". Beberapa LSM melakukan pendekatan 
intensif kepada kelompok tani menjelang pemilihan umum atau pilkada untuk 
mendukung kandidat tertentu. Situasi ini menyebabkan perselisihan dalam kelompok 
tani dan mengganggu stabilitas program pertanian. 

“Kami tidak menentang keberadaan LSM, tetapi ada beberapa dari mereka yang 
sering membuat laporan tanpa memberikan klarifikasi. Dalam beberapa kasus, 
itu hanyalah tekanan politik menjelang pilkada” (AR, PPL, wawancara 14 
September 2023).  

“LSM mengatakan mereka akan mengawasi proyek, tetapi mereka akhirnya 
meminta uang dari proyek irigasi. Mereka mengancam akan melapor ke media 
apabila permintaannya tidak diturutii” (SK, Kepala Desa, wawancara 21 
September 2023). 
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Pemerintah juga menghadapi masalah dengan LSM yang sering melaporkan 

dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan tanpa bukti kuat. Pejabat dan aparat 
desa takut dilaporkan ke penegak hukum karena laporan yang berlebihan dan tidak 
berdasar. Akibatnya, mereka enggan membuat keputusan strategis atau melibatkan 
petani dalam kegiatan tertentu. Hal ini menyebabkan program pembangunan 
pertanian secara keseluruhan kurang efektif. Secara umum, LSM harus menjadi 
mitra kritis dan solutif bagi pemerintah dan petani. Namun, jika mereka tidak dikelola 
dengan baik, keberadaan mereka dapat menghambat proses pemberdayaan dan 
pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. 

2. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki peran strategis dalam 

mendukung penguatan kelembagaan petani jagung. Melalui berbagai program kerja, 
BUMDes dapat berfungsi sebagai penyedia layanan usaha tani dan penopang 
kelembagaan ekonomi petani di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi desa dengan menjadi pusat 
jaringan bisnis yang menghubungkan kelompok tani dengan pasar, lembaga 
keuangan, dan sumber daya produksi. Di beberapa desa di Kabupaten Jeneponto, 
ada upaya untuk mengintegrasikan BUMDes dan kelompok tani sebagai bagian dari 
strategi pengembangan usaha tani secara kolektif dan berkelanjutan. Beberapa 
kerjasama yang dilakukan salah satunya adalah BUMDes, yang berfungsi sebagai 
penyedia sarana produksi pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida, yang dibeli 
secara kolektif oleh kelompok tani melalui sistem pembayaran fleksibel. Ini 
membantu petani mendapatkan input pertanian dengan harga yang lebih murah dan 
kualitas yang lebih terjamin. Sebaliknya, kelompok tani berfungsi sebagai pasar tetap 
bagi unit usaha perdagangan BUMDes. 

 “BumDes membantu kami dalam mendapatkan sarana produksi, seperti pupuk 
dan benih. Kami merasa sangat terbantu, meskipun tidak langsung melalui 
pinjaman tunai, tetapi melalui kerja sama dalam pembelian sarana produksi. 
Selain itu, masyarakat desa sebagian menerima manfaat BumDes, termasuk 
dukungan untuk kegiatan pertanian” (IK, Petani, wawancara 02 Agustus 2023). 

BUMDes berperan sebagai penggerak utama dalam memperkuat sektor 
pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan. BUMDes 
merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam pengembangan 
agribisnis di tingkat desa. Di Kabupaten Jeneponto terdapat 83 BUMDes yang 
bergerak di bidang pemasaran, simpan pinjam, perdagangan, industri rumah tangga, 
distributor pupuk bersubsidi, penjualan sarana produksi pertanian. Peran BUMDes 
yang bergerak di bidang pertanian adalah menyediakan pupuk yang dibutuhkan oleh 
petani. BUMDes bertanggung jawab dalam mendistribusikan pupuk kepada petani, 
mereka dapat menggunakan sistem penjualan langsung, tujuannya agar petani 
dapat memperoleh pupuk dengan mudah. Selain itu, BUMDes juga menyediakan 
sarana produksi berupa benih dan pestisida yang dibutuhkan oleh petani, sehingga 
memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi. Berdasarkan 
hasil wawancara dengan kepala desa, menyatakan bahwa: 
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“Kami dorong BUMDes untuk bersinergi dengan kelompok tani, karena kami 
ingin petani tidak hanya produksi tapi juga punya kekuatan kelembagaan. 
BUMDes punya posisi strategis untuk membantu petani dari sisi usaha, 
termasuk akses permodalan yang mudah dan membeli hasil panen jagung 
petani secara langsung” (SK, Wawancara tanggal 26 juli 2023). 

“Memberikan kemudahan akses bagi petani dalam memperoleh input produksi 
yang berkualitas merupakan salah satu manfaat BumDes. PPL dapat bekerja 
sama dengan BumDes untuk memastikan petani mendapatkan pupuk, 
pestisida, dan benih unggul yang disarankan. Selain itu, dengan adanya 
BUMDes dapat mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak dan praktik 
penjualan input yang tidak menguntungkan” (AR, PPL, Wawancara 30 Juli 
2023). 
BUMDes juga dapat berperan sebagai lembaga keuangan mikro desa yang 

memberikan pinjaman usaha tani berbunga ringan kepada petani. BUMDes dapat 
mengelola kredit dengan lebih baik karena mereka melakukan pengawasan bersama 
dengan perangkat Desa. Selain itu, beberapa BUMDes mulai mengembangkan unit 
usaha perdagangan hasil pertanian yang membantu petani memasarkan hasil panen 
secara kolektif, sehingga memperkuat posisi tawar petani karena mereka tidak lagi 
bergantung sepenuhnya pada tengkulak. Kelompok tani memperoleh kepastian 
pembeli dan harga yang lebih kompetitif. Kerja sama antara BUMDes dan kelompok 
tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) juga dilakukan dalam bentuk pelatihan 
kewirausahaan dan manajemen usaha tani. Melalui kegiatan ini, kelompok tani tidak 
hanya diperkuat secara kelembagaan, tetapi juga ditingkatkan kapasitasnya dalam 
menjalankan usaha secara lebih profesional dan berorientasi pasar. BUMDes tidak 
hanya berperan sebagai penyedia layanan ekonomi, tetapi juga sebagai mitra 
pembangunan pertanian yang mendukung kemandirian kelompok tani dan 
ketahanan pangan desa.  

3. Perguruan Tinggi 
Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung 

kelembagaan petani jagung yang tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan 
akademik, tetapi juga melalui program-program pengabdian kepada masyarakat, 
penelitian terapan, serta kerja sama dengan pemerintah daerah. Program penelitian 
bertujuan untuk menghasilkan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan dan 
hemat biaya. Penelitian-penelitian ini sering digunakan sebagai referensi untuk 
program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
petani. Misalnya, studi tentang teknik pengelolaan lahan yang lebih efisien atau 
inovasi dalam peralatan pertanian yang dapat menurunkan biaya produksi dan 
meningkatkan hasil panen. Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya 
berfungsi sebagai institusi pendidikan tetapi juga berfungsi sebagai katalisator 
perubahan yang mendorong perbaikan sektor pertanian di Kabupaten Jeneponto. 

“Perguruan tinggi memainkan peran penting dalam melakukan penelitian 
tentang masalah yang dihadapi petani jagung, termasuk aspek kelembagaan. 
Penelitian mereka dapat membantu kami membuat kebijakan dan program yang 
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lebih tepat sasaran untuk membantu kelompok tani. Selain itu, mahasiswa yang 
berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat seringkali turun langsung 
ke lapangan untuk mendampingi dan memberikan pengetahuan kepada petani, 
yang sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan mereka” (AT, Dinas 
Pertanian, Wawancara 27 Juli 2023). 
Salah satu program yang memberikan dampak signifikan adalah Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) tematik yang difokuskan pada sektor pertanian. Dalam program KKN 
ini, mahasiswa terlibat langsung dalam pendampingan kelompok tani dalam 
berbagai hal, seperti membantu dalam pencatatan administrasi, membuat rencana 
usaha tani, dan membantu menggunakan teknologi pertanian yang dapat 
mempercepat dan mempermudah proses produksi.  

“Kami sangat menyambut baik kedatangan mahasiswa dan dosen ke desa kami 
untuk membantu petani jagung. Mereka memberikan wawasan baru tentang 
metode pertanian yang lebih canggih dan efisien. Petani kami sekarang 
mengetahui bibit unggul, metode pemupukan yang tepat, dan cara yang lebih 
baik untuk memberantas hama dan penyakit, sehingga hasil panen petani dapat 
meningkat” (SK, Kepala Desa, wawancara 26 Juli 2023). 
Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, memberikan penilaian 

positif terhadap peran mahasiswa KKN: 
“Program kerja yang dilaksanakan setelah dilakukannya observasi oleh anak-
anak KKN di beberapa dusun dan mendapati adanya masalah terkait dengan 
kelembagaan kelompok tani yaitu, masih lemahnya pengetahuan terkait standar 
kelompok tani yang ideal”(II, Wawancara 19 Oktober 2023). 

Perguruan tinggi memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan 
petani, baik dalam hal keterampilan teknis pertanian maupun manajemen dan 
pengelolaan organisasi pertanian. Sinergi antara perguruan tinggi, petani, dan 
pemerintah daerah memperlihatkan bahwa kolaborasi ini dapat menciptakan 
ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan berkembang. 

4. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 
 Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) berfokus pada kegiatan sosial ekonomi 

di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. KTNA mengembangkan budaya 
agribisnis pedesaan yang berwawasan lingkungan dan berbasis pedesaan. Sebagai 
mitra pemerintah, KTNA yang terdiri dari gabungan kelompok tani (Gapoktan), 
mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta 
masyarakat kehutanan, peternakan, dan perkebunan. Petani dan nelayan 
menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menangani dan memasarkan 
produk mereka di era pembangunan yang semakin kompleks dan kompetitif. KTNA 
membantu menyebarkan informasi, mendorong inovasi teknologi, dan membantu 
program pemerintah di tingkat lapangan. KTNA membantu pemerintah menjalankan 
program pembangunan pertanian, perkebunan dan perikanan serta memberikan 
petani penyuluhan dan pemahaman. 

“Bagi kami penyuluh di lapangan, KTNA menjadi mitra penting karena banyak 
petani yang terhubung dengan mereka. Kami sering bekerja sama dengan 
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pengurus KTNA untuk menyebarkan informasi tentang teknologi pertanian baru, 
melaksanakan pelatihan, dan menemukan petani yang berpotensi untuk 
menyebarkan informasi pertanian di kelompok mereka masing-masing” (AS, 
PPL, wawancara 21 September 2023). 

Melalui berbagai intervensi berbasis edukasi, kolaborasi, dan dukungan 
kebijakan pemerintah, program kerja KTNA membantu memperkuat kelembagaan 
petani jagung. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa program 
kerja KTNA membantu kelompok tani jagung menjadi lebih mampu dan lebih 
mandiri.  

“Di Dinas Pertanian, kami mengakui peran KTNA sebagai organisasi 
representatif petani. Dengan bantuan mereka, kami dapat menemukan 
kebutuhan nyata petani jagung di lapangan dan membuat program 
pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, KTNA sering terlibat dalam 
proses penyusunan kebijakan pertanian di tingkat daerah, sehingga kebijakan 
yang dibuat lebih memenuhi kebutuhan petani” (AA, Dinas Pertanian, 
Wawancara 27 September 2023). 

Pengurus KTNA kabupaten mengungkapkan bahwa upaya kemitraan dan 
dukungan kebijakan pemerintah yang difasilitasi oleh KTNA membantu petani 
mendapatkan akses ke pasar dan program pemerintah. 

“Kelompok tani jagung jadi lebih baik dalam hal budidaya, pemasaran, sampai 
ke pengelolaan organisasi. Karena kurangnya informasi dalam mengaksesk 
program pemerintah. Kami membantu petani mendapatkan akses pupuk 
subsidi, benih unggul, bahkan kredit usaha tani. Tapi semua itu butuh kelompok 
yang kuat dan tertib” (AM, Pengurus KTNA, wawancara tanggal 21 September 
2023). 
Banyak kelompok tani jagung sekarang menjadi lembaga profesional, bahkan 

mampu mendapatkan pembiayaan formal seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). 
Mereka sebelumnya tidak memiliki struktur organisasi dan sistem pencatatan 
keuangan yang baik. Selain itu, KTNA mengadakan pertemuan dengan petani dan 
studi banding ke daerah. Studi banding ini memungkinkan kelompok tani untuk 
belajar dari keberhasilan kelembagaan petani di daerah lain. Proses ini menciptakan 
jejaring kelembagaan dan kesadaran kolektif, mempercepat adopsi inovasi. 
Kelompok tani jagung yang sebelumnya tidak memiliki informasi atau akses terhadap 
bantuan benih, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian (alsintan), kini dapat 
memanfaatkan KTNA sebagai jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah.  

5. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S)  
P4S dibentuk berdasarkan Permentan Nomor 33/Permentan/SM230/7/2016, 

tentang Pedoman Pembinaaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. P4S 
adalah lembaga masyarakat yang dimiliki dan dikelola petani langsung, baik secara 
perorangan maupun kelompok, untuk meningkatkan peran aktif dalam 
pembangunan pertanian dengan meningkatkan sumber daya manusia pertanian 
seperti pelatihan, penyuluhan, dan pendidikan. Beberapa peran P4S yaitu (1) 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, (2) menyebarkan dan menyampaikan 
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informasi tentang teknologi agribisnis, (3) membantu dalam penerapan teknologi, (4) 
mengembangkan metode pembelajaran melalui metode percontohan, (5) membantu 
penyuluhan pertanian dan (6) menumbuhkan semangat kepemimpinan dan 
membantu memenuhi kebutuhan petani. 

“P4S merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan pelatihan 
dan pemberdayaan petani. P4S yang dikelola oleh petani sendiri memiliki 
keunggulan dalam hal kedekatan dengan petani lain dan pemahaman tentang 
kondisi lokal. Kami sering melibatkan P4S dalam program pelatihan kami karena 
mereka memiliki jejaring petani yang kuat dan mampu menyampaikan materi 
pelatihan secara efektif” (MI, Dinas Pertanian, wawancara 12 September 2023. 
P4S sangat strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia petani di masa 

depan. Karena itu, petani sangat mengapresiasi peran kelembagaan pertanian ini. 
P4S Merapi di Desa Rumbia Kabupaten Jeneponto memiliki peran dalam 
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia petani untuk 
menghasilkan petani yang kompetitif di masa depan. P4S menjadi tempat belajar 
petani. Prinsip dasar P4S adalah keswadayaan untuk mengembangkan dan menjaga 
kemandirian melalui kemampuan memecahkan masalah baik teknis, sosial maupun 
ekonomi, dan demokrasi dalam melaksanakan setiap kegiatan pengelolaan dan 
penggunaan jasa kesepakatan dan keterlibatan bersama secara aktif. Hasil 
wawancara informan menguraikan : 

“P4S bagi kami seperti sekolah jagung nonformal. Materi pelatihan P4S sangat 
praktis dan sesuai dengan masalah yang kami temui di lapangan. Kami 
diajarkan bagaimana memilih bibit yang baik, bagaimana menggunakan pupuk 
yang tepat, dan bagaimana melawan hama penyakit yang sering menyerang 
jagung. Pengetahuan ini dapat diterapkan di kebun kami sendiri” (CM, Petani, 
wawancara 24 Agustus 2023).   
P4S membantu kelembagaan petani jagung secara strategis melalui berbagai 

program kerja yang berfokus pada pemberdayaan, partisipasi, dan pendidikan. 
Tujuan program ini adalah untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani dan 
meningkatkan kemampuan individu petani. Salah satu bentuk intervensi yang paling 
efektif adalah memberikan pelatihan dalam teknik budidaya jagung yang 
mengandalkan inovasi dan teknologi modern yang ada di daerah tersebut. 

“Keberadaan P4S sangat membantu dalam membentuk kemandirian kelompok 
tani, khususnya di komoditas jagung. Tidak hanya pelatihan budidaya, tetapi 
juga instruksi tentag cara petani mengelola kelompoknya dengan lebih 
profesional dan teratur. P4S memberikan pelatihan kepada petani. Kelompok 
tani yang ikut program mereka umumnya lebih aktif, terutama dalam 
memanfaatkan teknologi pertanian dan akses pasar. Ini menyebabkan 
kelompok tani menjadi lebih kuat dalam menghadapi persaingan pasar” (PPL, 
wawancara 05 September 2023). 
Pelatihan ini tidak hanya memberi petani pengetahuan praktis, tetapi juga 

mendorong perubahan perilaku dalam mengelola usaha tani. Secara tidak langsung 
meningkatkan fungsi kelompok tani sebagai tempat untuk belajar dan berbagi 
informasi. Selain itu, pendekatan sekolah lapang usahatani memungkinkan petani 
untuk secara aktif mencatat, menganalisis, dan mengevaluasi apa yang mereka 
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lakukan dalam pertanian. Program kerja P4S meningkatkan kemampuan teknis 
petani dan memperkuat kelembagaan. Program-program ini menjadi dasar untuk 
membangun kelembagaan petani jagung yang fleksibel, inklusif, dan berkelanjutan. 

Stakeholder Private Sector adalah terdiri dari pengusaha sarana produksi dan 
pedagang hasil pertanian. Stakeholder ini dapat meningkatkan akses petani 
terhadap sumber sarana produksi seperti benih jagung, pupuk organik dan pupuk 
kimiawi, obat-obatan pertanian dan teknologi yang dapat diterapkan. Selain itu, 
keberadaan stakeholder tersebut memberikan kemudahan bagi petani dalam 
memasarkan hasil panen mereka.  
1. PT. Jiva Agriculture Indonesia 

Memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan kepada petani berbasis 
aplikasi, yang mencakup empat layanan untuk petani jagung: membeli hasil panen 
petani; menjual sarana produksi pertanian (benih, pupuk, dan pestisida); 
memberikan saran untuk meningkatkan hasil panen dari tim agronomi yang dapat 
diakses melalui aplikasi; memberikan pinjaman dimuka kepada petani untuk membeli 
sarana pertanian. 

“Kemitraan antara PT. Jiva dan petani mempermudah tugas kami sebagai PPL. 
PT. Jiva memiliki tim ahli agronomi yang juga turun ke lapangan dan 
memberikan bimbingan teknis kepada petani. Ini sangat membantu kami dalam 
mentransfer teknologi dan praktik pertanian yang baik secara lebih efektif. 
Kelembagaan petani juga menjadi lebih kuat karena mereka memiliki akses 
langsung ke pengetahuan dan teknologi dari PT. Jiva” (WD, PPL, wawancara 
09 Oktober 2023). 
 PT. JIVA memungkinkan petani melakukan pengajuan dimuka untuk membeli 

sarana produksi melalui sistem pinjaman. Penggunaan aplikasi sahabat jiva yang 
dapat diunduh melalui aplikasi PlayStore untuk mengidentifikasi petani dengan 
NIK, nama, alamat, dan luas lahan. PT. JIVA kemudian menentukan apakah 
petani disetujui untuk pengajuan. Pembayaran dilakukan melalui akun virtual, 
dan pembelian jagung dilakukan melalui aplikasi dengan bantuan sahabat JIVA. 
JIVA akan menimbang jagung petani secara akurat dan memberikan harga jagung 
berdasarkan kadar air. Sahabat JIVA, juga dikenal sebagai pengepul jagung JIVA, 
membantu menyiapkan truk, alat drossing (pemipil) jagung dan buruh yang seluruh 
biayanya ditanggung oleh JIVA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petani, 
diperoleh informasi: 

“Aplikasi sahabat jiva sangat membantu untuk menjual jagung dengan 
timbangan yang jujur dan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Selain itu, 
kami juga dapat membeli sarana produksi saat musim tanam dan membayarnya 
setelah panen ” (RH, Wawancara 31 Agustus 2023). 
Untuk mendukung keberlanjutan dan kemandirian petani jagung, PT. Jiva 

Agriculture Indonesia telah mengembangkan berbagai program kerja. Program-
program ini membantu memperkuat kelembagaan petani secara langsung maupun 
tidak langsung. Melalui penerapan pendekatan berbasis teknologi dan kemitraan, 
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kelompok tani ini dapat meningkatkan efisiensi produksi, keterhubungan pasar, dan 
kapasitas kelembagaan. Di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, kemitraan 
usaha tani jagung hibrida adalah salah satu program yang paling berhasil. 
Penggunaan benih unggul, pendampingan teknis selama masa tanam, dan skema 
pembelian hasil panen secara langsung ditawarkan oleh pola kemitraan PT. JIva. 
Pola ini meningkatkan peran kelompok tani dalam mengatur produksi dan 
pemasaran serta menjamin pendapatan petani tetap stabil. 

“PT. Jiva berperan dalam membuka akses pasar yang lebih luas dan stabil bagi 
hasil panen jagung kami, karena mereka memiliki jaringan dengan industri pakan 
ternak dan pengolahan jagung lainnya. Dengan adanya kepastian pasar dan 
harga yang lebih baik melalui kemitraan ini, kelompok tani kami lebih termotivasi 
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi secara bersama-sama, yang 
memperkuat posisi tawar kelompok kami” (RM, Petani, wawancara 24 Juli 2023). 

Salah satu langkah penting yang memperkuat kelembagaan petani adalah 
program pembelian hasil panen langsung dari petani ke pabrik. Program ini 
mengubah kelompok tani menjadi stakeholder utama dalam penyaluran input 
produksi dan pengelolaan hasil panen bersama. PT. Jiva memberikan skema 
pembiayaan usaha tani, tetapi hasil panen harus dijual melalui saluran distribusi 
perusahaan. Kelompok tani sangat membantu program ini, terutama dalam hal 
mengelola bonus dan insentif pengiriman awal, mengawasi distribusi sarana 
produksi, dan memverifikasi peserta. Dengan demikian, kelompok tani berfungsi 
sebagai lembaga ekonomi dan tempat untuk mengatur dan menjual hasil pertanian.  

“Dulu kita menjual jagung ke tengkulak, harganya tidak menentu. Tapi sejak 
ikut program Jiva, kita bisa jual langsung ke pabrik. Pembayarannya juga cepat, 
dan kelompok kami dapat bonus karena kirim lebih awal. Kelompok tani 
sekarang berfungsi sebagai tempat simpan uang untuk kas dan merencanakan 
untuk membeli alat panen bersama ” (MS, petani, wawancara 31 Agustus 2023). 
Salah satu inovasi teknologi PT. Jiva adalah aplikasi sahabat jiva, yang 

membantu mempercepat transformasi digital di tingkat petani. Aplikasi sahabat jiva 
telah mendorong kelompok tani untuk beralih ke sistem pencatatan digital dan 
pengelolaan informasi berbasis data, dan menawarkan mereka kemampuan untuk 
melakukan konsultasi online dengan penyuluh swasta. Secara kelembagaan, 
kelompok tani diminta untuk membentuk struktur kepengurusan yang lebih aktif dan 
responsif terhadap kemajuan teknologi dan pasar. PT. Jiva meningkatkan 
produktivitas petani secara individu dan memperkuat struktur kelembagaan petani 
dengan meningkatkan kemampuan organisasi, memberikan autonomi dalam 
mengelola input dan output, dan membangun hubungan dengan pasar, lembaga 
keuangan, dan penyedia teknologi. Sistem agribisnis yang inklusif bergantung pada 
kelembagaan petani, dan model kemitraan ini akan bertahan. 

2. PT. Bisi International Tbk 
Sebagai produsen benih jagung hibrida terbesar di Indonesia, PT. BISI 

International, Tbk. berkomitmen mendukung swasembada jagung melalui program 
kemitraan jagung (corn partnership). Untuk mendukung konsep kemitraan, model 
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three parted digunakan. Tiga pihak tersebut adalah PT. BISI International Tbk, PT. 
Charoen Pokphand Indonesia (CPI) dan petani mitra (Contact Grower). PT. BISI 
berkolaborasi dengan petani mitra untuk menanam jagung di Kabupaten Jeneponto. 
Para petani akan menerima pinjaman benih jagung hibrida berkualitas tinggi dari BISI 
melalui kemitraan. Varietas jagung yang ditawarkan adalah varietas yang benar-
benar dibutuhkan oleh para petani dan cocok dengan lahan dan mudah ditemukan. 

“PT. Bisi membantu mengembangkan komoditas jagung di Kabupaten 
Jeneponto melalui program kemitraan. Mereka membantu petani tidak hanya 
dengan menyediakan benih berkualitas tinggi, tetapi juga dengan memberikan 
teknologi dan pengetahuan kepada mereka melalui berbagai program pelatihan. 
Dengan mendapatkan akses ke informasi dan praktik pertanian terbaik, 
keterlibatan PT. Bisi secara tidak langsung meningkatkan kapasitas dan 
kelembagaan petani” (MI, Dinas Pertanian, Wawancara 25 Oktober 2023). 

“PT. Bisi mendorong kelompok tani yang lebih kuat melalui program kemitraan 
mereka, seringkali meminta petani untuk bergabung dalam kelompok agar lebih 
mudah memberikan bimbingan dan penyaluran benih. Ini secara tidak langsung 
meningkatkan struktur organisasi dan kerjasama antar petani dalam satu 
kelompok” (AR, PPL, wawancara 30 Oktober 2023). 

PT. BISI adalah perusahaan pembenihan yang memberikan pinjaman kepada 
petani dalam bentuk paket kemitraan yang mencakup boom jagung, anti gulma, dan 
benih jagung yang unggul. PT. BISI juga menyediakan agrochemical lainnya, seperti 
herbisida, pestisida, fungisida, dan insektisida, untuk membantu petani mitra 
meningkatkan produksi dan kualitas jagung mereka. PT. BISI tidak hanya 
menyiapkan kebutuhan material tetapi juga membantu mulai dari persiapan lahan, 
budidaya, dan pembagian hasil panen. Dengan demikian, sesuai dengan 
persyaratan PT. Charoen Pokphand Indonesia, para petani dapat mencapai hasil 
panen yang ideal dan berkualitas. Semua benih, pestisida, dan pupuk harus dibayar 
setelah panen atau setelah penjualan hasil panen dipotong. Sebagai mitra 
perusahaan, PT. Charoen Pokphand Indonesia akan membeli jagung petani dengan 
harga pasar saat pengiriman. Selain itu, lebih aman dan menguntungkan karena 
pembayarannya dilakukan dihari yang sama. Hasil wawancara dengan informan 
menunjukkan bahwa : 

“Sejak bermitra dengan PT. Bisi, hasil panen kami jauh lebih baik. Kami diberi 
benih jagung Bisi 2 dan Bisi 18, yang tahan kering dan hasilnya tinggi. Selain 
itu, petugas dari Bisi juga rutin datang memberikan arahan soal pemupukan dan 
pengendalian hama” (CM, Petani, wawancara 26 Oktober 2023). 
“Dulu kami jalan sendiri, pas panen harga rendah karena jual ke tengkulak. Tapi 
sejak ikut program kemitraan, hasil panen dibeli langsung oleh mitra 
perusahaan. Kelompok juga lebih aktif karena semua harus koordinasi soal 
jadwal tanam dan panen” (MS, Petani, wawancara 26 Oktober 2023). 
“Yang paling terasa itu bantuan benih dan jaminan pasar. Kami tidak takut rugi 
karena hasil panen ada yang tampung. Kelompok kami juga mulai disiplin, 
karena kalau mau ikut program harus ada pencatatan dan rapat rutin” (AK, 
Petani, wawancara 26 Oktober 2023). 
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3. Distributor Pupuk 

Distributor yang bertanggung jawab atas distribusi pupuk bersubsidi yang diatur 
oleh pemerintah,  berperan langsung dalam menjaga kelompok tani tetap legal dan 
tertib. Distributor hanya dapat memberikan pupuk kepada kelompok tani yang 
memenuhi persyaratan kelembagaan, seperti terdaftar dalam sistem Simluhtan dan 
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan secara aktif terlibat dalam 
kelompok tani. Kelompok tani secara langsung memperkuat struktur organisasinya 
sebagai akibat dari situasi ini. 

"Kami sering mengadakan pertemuan dengan kelompok tani untuk melakukan 
sosialisasi mengenai pendataan e-RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi 
serta menjelaskan mengenai aturan dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang 
hanya diberikan untuk luas lahan maksimal 2 hektar” (AS, PPL, wawancara 15 
Agustus 2023).  
“Kami hanya memberikan pupuk kepada kelompok yang aktif. Jika tidak ada 
pengurus, catatan lahan, atau masuk ke Simluhtan, kami tidak dapat melayani. 
Oleh karena itu, kelompok tani sekarang bertanggung jawab atas 
administrasinya dengan lebih serius “ (MT, Distributor Pupuk, wawancara 07 
September 2023). 
Pupuk bersubsidi dapat diberikan kepada kelompok yang memenuhi syarat 

kelembagaan. Distributor mengharapkan adanya struktur organisasi kelompok tani 
yang aktif dan formal. Ini mendorong kelompok tani untuk membuat keputusan 
bersama, mencatat, dan berkumpul secara teratur.  

“Kami selalu kesulitan dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Ketika sudah 
memasuki waktu pemupukan, kadang pupuk tidak tersedia di kios pengecer, 
alasan mereka karena adanya keterlambatan dalam pendsitribusian pupuk ke 
kios pengecer. Pernah juga kami mendapatkan pupuk yang 1 karung itu dibagi-
bagi ke dalam kemasan liter karena jumlah yang dating jumlahnya terbatas 
sehingga untuk meratakan pembagian pupuk, makanya dikemas ulang ( Petani, 
wawancara 26 Agustus 2023). 
Keterlibatan distributor pupuk merupakan faktor penting dalam hal penyediaan 

input secara teknis serta sebagai pendorong untuk meningkatkan kelembagaan 
petani secara keseluruhan. Distributor pupuk membantu memperkuat kelembagaan 
petani dalam memastikan ketersediaan input dan membentuk perilaku 
kelembagaan yang lebih bekerja sama, bertanggung jawab, dan fleksibel dalam 
jangka panjang. 

4. Toko Tani 
Toko Tani memudahkan petani mendapatkan sarana produksi berkualitas 

tinggi. Keberadaan toko tani untuk petani di Kabupaten Jeneponto akan membantu 
petani mendapatkan peralatan pertanian yang murah dan dapat diakses kapan saja. 
Kebutuhan sarana pertanian yang cukup, mudah, dan murah akan memastikan 
bahwa pekerjaan petani memberikan hasil yang optimal. Petani juga memiliki semua 
peralatan pertanian yang diperlukan, sehingga produk pertanian yang mereka 
hasilkan memiliki kualitas terbaik. 
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“Saya percaya bahwa keberadaan toko tani terutama yang dikelola oleh 
BUMDes memberikan kemudahan bagi petani untuk membeli pupuk, benih, dan 
pestisida. Petani tidak perlu lagi jauh-jauh ke Ibukota Kabupaten untuk membeli 
sarana produksi karena sudah tersedia di Desa dan bisa juga diutang” (SK, 
Kepala Desa, wawancara 27 Agustus 2023). 
“Kelembagaan petani secara tidak langsung diperkuat oleh keberadaan toko 
tani yang menyediakan sarana produksi berkualitas tinggi dan sesuai 
rekomendasi. Petani cenderung mendapatkan hasil panen yang lebih baik 
ketika mereka mendapatkan bibit unggul, pupuk yang tepat, dan pestisida yang 
efektif” (WD, PPL, wawancara  10 Oktober 2023). 
Toko tani menyediakan benih jagung, pupuk, dan pestisida yang berkualitas 

tinggi dengan harga terjangkau, yang berdampak langsung pada peningkatan 
produktivitas petani jagung, yang membuat mereka berperan strategis dalam 
memperkuat kelembagaan petani jagung. Toko tani sering bekerja sama dengan 
kelompok tani dalam pendistribusian sarana produksi, yang memperkuat posisi 
kelompok tani di sisi kelembagaan. Kelompok tani dapat merencanakan kebutuhan 
saprotan secara kolektif dan mendapatkan harga yang lebih kompetitif dengan 
adanya toko tani. 

“Dengan adanya toko tani di Desa memudahan kami untuk mendapatkan benih, 
pestisida dan pupuk. Biasanya kami perlu memesan jauh-jauh hari dan 
harganya juga mahal. Selain itu, penjual di toko tani selalu memberikan 
penjelasan tentang cara pemakaian pestisida yang benar dan jenis pestisida 
yang ampuh untuk memerangi hama atau penyakit yang menyerang tanaman 
jagung” (RH, Petani, wawancara 24 Oktober 2023). 

5. Pedagang Pengumpul  
Pedagang pengumpul membeli hasil panen  jagung dari petani yang ada di desa 

dan kemudian menjualnya lagi untuk mendapatkan keuntungan. Petani yang 
membutuhkan uang untuk kegiatan usahatani dan kebutuhan mendesak, mereka 
dapat meminta pinjaman dari pedagang yang memiliki modal besar. Petani biasanya 
lebih suka meminjam modal kepada pedagang pengumpul daripada bank yang 
disalurkan melalui program kredit usaha tani. Petani mengatakan bahwa prosedur 
untuk mendapatkan kredit sangat sulit bagi mereka. Namun, jika petani meminjam 
modal kepada pedagang, prosesnya dapat lebih cepat tanpa adanya persyaratan 
yang memberatkan petani. Pedagang memberikan kemudahan kepada petani 
dalam pemasaran hasil panen karena pedagang langsung mendatangi rumah petani 
untuk membeli hasil panen petani. Selain itu, pedagang menyiapkan alat Corn 
Sheller (mesin pemipil jagung).  

“Pedagang sangat membantu saya yang modalnya kurang untuk membeli 
sarana produksi karena mereka memberikan pinjaman uang untuk membeli 
sarana produksi, tetapi dengan persyaratan hasil panen jagung harus kami jual 
kepada pedagang dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh mereka” 
(DT, Petani, wawancara 24 Oktober 2023). 
‘Pedagang pengumpul membantu petani menjual hasil panen mereka, terutama 
bagi petani kecil. Di sisi lain, karena petani sering bergantung pada pedagang 
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pengumpul, mereka sering menurunkan harga di tingkat petani. Pinjaman dari 
pedagang pengumpul dapat menjadi solusi cepat untuk masalah modal, tetapi 
petani harus hati-hati dengan persyaratannya. Kami terus mendorong petani 
untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan resmi dan memiliki posisi 
tawar yang lebih baik dalam pemasaran” (WD, PPL, wawancara  10 Oktober 
2023). 
‘Kami menyadari bahwa pedagang pengumpul memainkan peran penting dalam 
mengumpulkan hasil panen petani, terutama di daerah dengan jaringan pasar 
yang terbatas. Namun, kami juga terus berupaya untuk memperkuat 
kelembagaan petani agar mereka dapat memasarkan hasil panen mereka 
secara kolektif dan mendapatkan harga yang lebih baik. Dalam hal modal, kami 
juga mensosialisasikan akses ke KUR dan program pembiayaan pertanian 
lainnya untuk membuat petani tidak terlalu bergantung pada modal dari 
pedagang pengumpul’ (AA, Dinas Pertanian, wawancara 13 Oktober 2023). 
Petani lebih memilih meminjam modal dari pedagang pengumpul daripada 

lembaga keuangan formal seperti bank karena peran utama pedagang pengumpul 
mempermudah akses modal yang dibutuhkan petani untuk melanjutkan usahatani 
mereka. Banyak petani menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan 
karena prosedur yang rumit dan persyaratan yang ketat dari program Kredit Usaha 
Rakyat. Di sisi lain, pedagang pengumpul menawarkan solusi yang lebih cepat dan 
mudah, tanpa syarat yang memberatkan. Pedagang pengumpul bertindak sebagai 
penyedia modal yang sangat dibutuhkan petani, terutama petani kecil yang sulit 
mendapatkan sumber pembiayaan lain. 

Pedagang pengumpul membantu petani dengan pemasaran hasil panen selain 
membantu dalam permodalan. Petani tidak perlu khawatir tentang distribusi atau 
mencari pembeli karena pedagang biasanya datang langsung ke rumah mereka 
untuk membeli hasil panen jagung mereka. Hal ini sangat membantu, terutama bagi 
petani yang tinggal jauh dari pusat pasar atau tidak memiliki sarana transportasi yang 
memadai. Seperti yang diungkapkan oleh seorang petani : 

“Setelah panen pedagang selalu datang ke rumah membeli jagung sehingga 
kita tidak repot lagi menyewa mobil untuk menjual hasil panen ke kota. Selain 
itu, pedagang menyediakan mesin pemipil jagung yang memudahkan kami 
karena hanya membutuhkan waktu beberapa jam jagung sudah selesai dipipil 
dan uangnya langsung kami terima” (Petani, wawancara 24 oktober 2023).  

2.4.2. Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder 

Analisis stakeholder bertujuan untuk memahami aktor-aktor yang terlibat dalam 
penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, serta bagaimana 
tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder dalam proses 
tersebut. Metode yang digunakan mengacu pada pendekatan Matriks Pengaruh dan 
Kepentingan dari (Reed et al., 2009), serta teori kelembagaan lokal (Uphoff, 1986). 
Menurut Reed et al. (2009), stakeholder dapat dipetakan berdasarkan dua dimensi 
utama, yaitu: pengaruh (power) yaitu kemampuan aktor untuk mempengaruhi 
kebijakan atau proses dan kepentingan (interest) yaitu tingkat keterlibatan dan 
kepedulian terhadap isu yang dibahas. Sementara itu, Uphoff (1986) menekankan 
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bahwa keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat sangat tergantung pada 
kekuatan kelembagaan lokal, yang dibentuk melalui interaksi antar aktor lokal, baik 
formal maupun informal, serta tingkat partisipasi mereka dalam pengambilan 
keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi program.  

Hasil analisis stakeholder diklasifikasikan menurut tingkat pengaruh dan 
kepentingan dengan menggunakan matriks menurut Reed et al. (2009) dapat dilihat 
pada Gambar 2.4. Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder tersebut 
menunjukkan bahwa masing-masing stakeholder memiliki klasifikasi peran dalam 
penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto yang berbeda 
sesuai dengan tingkat pengaruh (wewenang/kemampuan/kekuatan) dan 
kepentingannya (minat/kepedulian) (Reed et al., 2009). 
 

 
Gambar 2.4 Pengaruh dan kepentingan stakeholder dalam penguatan kelembagaan  

       petani jagung 

Keterangan : 1= BPP; 2= Pemerintah Desa; 3= Dinas Pertanian; 4= Dinas Ketahanan Pangan; 5= 
Bappeda; 6= Dinas PUPR; 7= DPRD; 8= BBPP Batangkaluku; 9= BRMP; 10= Perbankan; 11= LSM; 12= 
BUMDes; 13= Perguruan Tiggi; 14= KTNA; 15= P4S; 16= PT. Jiva Agriculture Indonesia; 17= PT. BISI; 
18= Distributor Pupuk; 19= Toko Tani; 20= Pedagang Pengumpul. 

Matriks pengaruh dan kepentingan stakeholder menunjukkan bahwa masing-
masing stakeholder memiliki klasifikasi yang berbeda sesuai dengan tingkat 
pengaruh dan kepentingannya dalam penguatan kelembagaan petani jagung di 
Kabupaten Jeneponto. Penjelasan secara rinci dari matriks pengaruh dan 
kepentingan stakeholders adalah sebagai berikut:  

1. Crowd  
Dalam kerangka analisis stakeholder berdasarkan matriks pengaruh dan 

kepentingan (Reed et al., 2009), kelompok stakeholder yang dikategorikan sebagai 
"crowd" adalah mereka yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang 
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rendah terhadap isu tertentu. Dalam konteks penguatan kelembagaan petani jagung 
di Kabupaten Jeneponto, stakeholder yang tergolong dalam kelompok crowd 
memiliki peran yang cenderung pasif, meskipun kehadiran mereka tetap memberikan 
kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap sistem kelembagaan 
petani. Stakeholder dalam kategori crowd yang diidentifikasi dalam penelitian ini 
mencakup: lembaga perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes), distributor pupuk, toko tani, dan pedagang pengumpul. 
Kelompok ini, meskipun kontribusinya tidak dominan dalam aspek kebijakan dan 
pengambilan keputusan, tetap perlu dilibatkan secara strategis untuk membangun 
sistem kelembagaan petani yang lebih komprehensif dan inklusif. 

Lembaga keuangan seperti bank memainkan peran dalam menyediakan akses 
permodalan bagi petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sistem Kartu Tani. 
Namun, meskipun berperan dalam penyediaan sumber daya finansial, lembaga 
perbankan tidak secara aktif terlibat dalam pembinaan kelembagaan petani. Menurut 
Addai et al. (2021), akses terhadap permodalan menjadi faktor penting dalam 
memperkuat kapasitas kelembagaan petani, tetapi efektifitasnya tergantung pada 
sejauh mana kelompok tani mampu memenuhi persyaratan administratif dan 
memiliki rekam jejak kelembagaan yang terpercaya. Di Jeneponto, banyak petani 
mengaku masih mengalami kesulitan dalam mengakses KUR karena proses 
pengajuan yang rumit, minimnya literasi keuangan, dan belum adanya 
pendampingan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu 
dilibatkan lebih aktif dalam pelatihan manajemen keuangan kelompok tani, serta 
menyusun skema pembiayaan mikro yang lebih ramah terhadap kondisi sosial-
ekonomi petani kecil. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering kali menjadi jembatan antara 
pemerintah dan masyarakat, termasuk petani, dalam menjembatani kepentingan 
serta menyuarakan aspirasi masyarakat akar rumput. Di Jeneponto, LSM diketahui 
aktif membantu petani dalam advokasi bantuan, sosialisasi program, dan 
pemantauan pelaksanaan distribusi sarana produksi. Namun, kontribusi LSM dalam 
penguatan kelembagaan seringkali tidak konsisten dan tergantung pada proyek 
pendanaan tertentu. Hayes et al. (2021) menyoroti bahwa keberadaan LSM dapat 
menjadi katalisator perubahan jika dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis 
komunitas. Dalam praktiknya, sebagian LSM di Jeneponto hanya muncul menjelang 
momen politik atau proyek, dan tidak memiliki program jangka panjang untuk 
pembinaan kelembagaan petani. Agar lebih efektif, LSM perlu didorong untuk 
berperan dalam fasilitasi penguatan kelembagaan berbasis nilai-nilai partisipatif, 
bukan hanya advokasi bantuan temporer. 

BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang dapat menjadi 
penyedia jasa dan produk bagi petani. Beberapa BUMDes di Jeneponto diketahui 
telah menyediakan sarana produksi seperti pupuk dan benih, bahkan berperan 
sebagai distributor pupuk bersubsidi. Meskipun BUMDes memiliki potensi besar 
dalam mendukung kelembagaan petani, hasil observasi lapangan menunjukkan 
bahwa sebagian besar BUMDes belum terintegrasi dengan kelompok tani secara 
kelembagaan. Tuna et al. (2019) menyebutkan bahwa kolaborasi antara lembaga 
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desa dan kelembagaan petani mampu mendorong tumbuhnya model bisnis desa 
berbasis pertanian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 
kapasitas manajerial BUMDes serta sinergi program dengan kelompok tani agar 
keberadaan BUMDes tidak hanya sebagai unit ekonomi, tetapi juga sebagai mitra 
kelembagaan petani. 

Distributor pupuk bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi kepada 
petani melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). 
Keterlibatan distributor dalam penguatan kelembagaan petani terjadi secara tidak 
langsung, karena mereka mensyaratkan legalitas dan administrasi kelompok untuk 
memperoleh pupuk. Namun, karena orientasi distributor lebih bersifat komersial, 
mereka cenderung tidak terlibat dalam proses pembinaan kelompok tani. 
Berdasarkan studi oleh Bizikova (2020), distribusi input pertanian dapat menjadi 
sarana pembinaan kelembagaan jika diintegrasikan dengan pelatihan, monitoring, 
dan penguatan kapasitas organisasi petani. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah 
daerah untuk mengarahkan distributor bekerja sama dengan penyuluh dan Dinas 
Pertanian dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada kelompok tani 
mengenai mekanisme pengadaan input secara kelembagaan. 

Toko tani, khususnya yang dikelola oleh BUMDes atau kelompok masyarakat, 
merupakan outlet penting dalam menyediakan sarana produksi pertanian secara 
terjangkau dan mudah diakses. Keberadaan toko tani di beberapa desa di Jeneponto 
terbukti mampu membantu petani dalam memperoleh benih unggul, pestisida, dan 
pupuk dengan harga yang kompetitif. Namun, toko tani masih beroperasi dalam skala 
kecil dan belum terintegrasi dalam sistem kelembagaan petani yang kuat. Studi 
Ochieng et al. (2018) menunjukkan bahwa keberadaan toko tani menjadi efektif jika 
dikelola oleh kelompok tani secara kolektif, sehingga dapat meningkatkan efisiensi 
ekonomi dan memperkuat struktur organisasi petani. Oleh karena itu, toko tani perlu 
diarahkan untuk menjadi bagian dari model usaha kelompok tani atau koperasi petani 
yang berbasis kelembagaan. 

Pedagang pengumpul memiliki peran penting dalam rantai pasok jagung karena 
mereka menjadi pembeli utama hasil panen petani. Di Jeneponto, sebagian besar 
petani masih menjual hasil panennya kepada pedagang pengumpul karena 
keterbatasan akses pasar. Meskipun dianggap sebagai solusi cepat dalam 
pemasaran hasil panen, hubungan petani dengan pedagang seringkali bersifat 
subordinatif, dengan harga yang ditentukan secara sepihak dan praktik pembiayaan 
yang bersifat eksploitatif. Seperti disampaikan oleh Eastwood et al. (2019), struktur 
pasar yang tidak adil dapat menghambat penguatan kelembagaan karena petani 
kehilangan posisi tawar. Dalam hal ini, perlu intervensi kebijakan dari pemerintah 
daerah untuk menata sistem tata niaga jagung agar lebih menguntungkan bagi petani 
dan mendorong terbentuknya koperasi tani sebagai alternatif pemasaran kolektif. 
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2. Context Setter  

Merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi kepentingan 
rendah terhadap suatu isu, dalam hal ini penguatan kelembagaan petani jagung. 
Dalam kerangka analisis stakeholder menggunakan matriks pengaruh dan 
kepentingan (Reed et al., 2009), kelompok ini memiliki kapasitas untuk 
memengaruhi kebijakan dan proses kelembagaan namun belum menunjukkan 
keterlibatan aktif dalam pengembangan kelembagaan petani. Keberadaan mereka 
penting untuk diperhatikan karena keputusan atau kebijakan yang diambil oleh 
kelompok context setter dapat memberikan dampak signifikan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, terhadap keberhasilan program penguatan kelembagaan 
petani.  

Berdasarkan hasil pemetaan stakeholder dalam penelitian ini, terdapat lima 
institusi yang dikategorikan sebagai context setter dalam penguatan kelembagaan 
petani jagung di Kabupaten Jeneponto, yaitu: Pemerintah Desa, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan 
Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Kelima institusi ini memiliki 
kewenangan struktural dan sumber daya yang besar namun menunjukkan tingkat 
kepentingan yang belum optimal terhadap isu kelembagaan petani. 

Pemerintah Desa sebagai lembaga pemerintahan terdekat dengan petani, 
pemerintah desa memiliki otoritas dalam menetapkan prioritas pembangunan desa, 
mengalokasikan anggaran dana desa, serta mengesahkan pembentukan dan 
legalitas kelompok tani melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Meski demikian, 
fokus program pemerintah desa sering kali lebih terarah pada pembangunan 
infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelayanan sosial dibandingkan 
penguatan kelembagaan petani secara sistematis. Menurut Suradisastra (2016), 
keberhasilan kelembagaan petani sangat ditentukan oleh dukungan regulatif dan 
administratif dari pemerintah desa. Pemerintah desa berpotensi menjadi fasilitator 
utama dalam membangun sinergi antar kelompok tani dan mendukung 
keberlanjutan program pertanian jika diarahkan dengan tepat. Namun, lemahnya 
kapasitas perencanaan dan minimnya partisipasi dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk isu pertanian menyebabkan sektor 
kelembagaan petani kurang terakomodasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 
kapasitas aparatur desa dan penyusunan prioritas pembangunan yang responsif 
terhadap kebutuhan petani. 

Bappeda memiliki fungsi strategis dalam menyusun rencana pembangunan 
jangka menengah daerah (RPJMD), menyelaraskan program lintas sektor, serta 
mengalokasikan sumber daya anggaran daerah untuk mendukung program 
prioritas. Kewenangan Bappeda dalam mengintegrasikan isu kelembagaan petani 
ke dalam dokumen perencanaan pembangunan sangat menentukan arah kebijakan 
sektoral di daerah. Namun, dalam praktiknya, isu penguatan kelembagaan petani 
sering kali dipandang sebagai sub-tema dari pembangunan pertanian secara umum. 
Hal ini sejalan dengan temuan Di Iacovo et al. (2017) yang menyebutkan bahwa 
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institusi perencanaan cenderung mengutamakan program makro berbasis indikator 
ekonomi, sementara aspek sosial kelembagaan petani dipandang sebagai urusan 
teknis OPD sektor pertanian. Tanpa adanya tekanan dari aktor utama atau bukti 
dampak langsung terhadap indikator makro, maka kepentingan Bappeda terhadap 
penguatan kelembagaan cenderung rendah. Oleh karena itu, penting untuk 
mendorong advokasi berbasis data dan pelibatan kelompok tani dalam forum 
konsultasi publik perencanaan pembangunan agar isu kelembagaan mendapatkan 
porsi yang layak dalam perencanaan daerah. 

Dinas PUPR bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dasar, 
termasuk irigasi dan jalan usaha tani yang menjadi elemen penting dalam 
mendukung produktivitas pertanian. Meskipun dinas ini tidak secara langsung 
terlibat dalam pembinaan kelompok tani, keberadaan dan kualitas infrastruktur yang 
mereka bangun berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja kelembagaan 
petani. Dalam konteks program Water Resources and Irrigation Sector Management 
Program (WISMP) yang dijalankan di Kabupaten Jeneponto, Dinas PUPR turut 
melibatkan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk mendukung 
pengelolaan irigasi secara partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa dinas ini memiliki 
peran strategis yang belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam pemberdayaan 
kelembagaan petani. Phiri et al. (2024) menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor, 
terutama antara sektor infrastruktur dan pertanian, sangat penting dalam 
mewujudkan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu 
ada kerangka kerja lintas sektor yang menjamin sinergi perencanaan dan 
pelaksanaan program antara Dinas PUPR dan Dinas Pertanian. 

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, 
penganggaran, dan pengawasan. DPRD berperan dalam menetapkan peraturan 
daerah, menyetujui anggaran program, dan melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan kebijakan publik. Pokok-pokok pikiran DPRD (Pokir) yang dihasilkan 
melalui reses merupakan salah satu instrumen untuk menyalurkan aspirasi petani, 
termasuk dalam penguatan kelembagaan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa 
Pokir DPRD kerap dimanfaatkan untuk tujuan politik jangka pendek dan belum 
sepenuhnya diarahkan pada pengembangan kelembagaan yang berkelanjutan 
(Pedersen et al., 2022). Selain itu, meskipun anggota DPRD melakukan kunjungan 
lapangan dan mendengar aspirasi petani, tidak semua aspirasi tersebut 
diterjemahkan ke dalam kebijakan atau program yang konkret. Untuk meningkatkan 
kepentingan DPRD terhadap kelembagaan petani, diperlukan mekanisme 
pengawasan dan pelaporan dampak program yang lebih transparan dan berbasis 
indikator kelembagaan. Interaksi yang lebih intensif antara DPRD dan kelompok tani 
juga dapat memperkuat fungsi representasi mereka sebagai penyambung aspirasi 
masyarakat pertanian. 

BRMP memiliki peran penting dalam standardisasi dan penyediaan sarana 
produksi pertanian, khususnya benih dan alat mesin pertanian. Dalam penelitian ini, 
BRMP disebut sebagai context setter karena memiliki pengaruh tinggi dalam 
menjamin ketersediaan input pertanian berkualitas, namun belum menunjukkan 
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keterlibatan sistematis dalam penguatan kelembagaan petani. BRMP melalui 
instalasi IP2SIP di Jeneponto memfasilitasi pengadaan dan distribusi benih jagung 
unggul. Akan tetapi, pola hubungan antara BRMP dan kelompok tani bersifat 
transaksional dan tidak menyasar aspek penguatan institusi petani secara 
kelembagaan. Johnson et al. (2015) menyebutkan bahwa pendekatan teknologi 
harus diiringi oleh penguatan kapasitas organisasi petani agar inovasi dapat 
diadopsi secara luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, BRMP perlu memperluas 
mandatnya dengan membangun sistem pelatihan, pendampingan, dan integrasi 
distribusi benih yang melibatkan kelembagaan petani secara aktif. 

Dengan mendorong keterlibatan yang lebih besar dari context setter, penguatan 
kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto dapat lebih sistematis, inklusif, 
dan berkelanjutan. Kunci keberhasilannya terletak pada pengakuan bahwa institusi-
institusi ini, meskipun tidak secara langsung bergerak di bidang pertanian, tetap 
memiliki pengaruh besar dalam menentukan efektivitas sistem kelembagaan petani 
di tingkat lokal. 

3. Subject  
Dalam upaya memperkuat kelembagaan petani jagung di Kabupaten 

Jeneponto, keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kelompok subject 
adalah sangat penting meskipun pengaruh mereka dalam proses pengambilan 
keputusan rendah dan kepentingan tinggi terhadap keberhasilan kelembagaan 
petani, Mereka berperan dalam mendorong inovasi, pendampingan teknis, 
penguatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan terhadap keberlanjutan usaha 
tani, namun seringkali tidak dilibatkan secara struktural dalam forum pengambilan 
kebijakan. Stakeholder yang termasuk dalam kelompok subject adalah Dinas 
Ketahanan Pangan, Perguruan Tinggi, Kontak Tani Nelayan Andalan, PT. Jiva 
Agriculture Indonesia, PT. Bisi International. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
temuan Kumar et al. (2021) bahwa pemetaan stakeholder berdasarkan kepentingan 
dan pengaruh sangat penting untuk menentukan strategi kolaborasi yang tepat 
dalam pembangunan pedesaan. Stakeholder dalam kelompok subject dapat 
menjadi penggerak perubahan apabila diberikan ruang partisipasi dalam 
pengambilan keputusan, difasilitasi oleh pemerintah daerah, dan didukung oleh 
mekanisme kolaboratif. 

Secara keseluruhan, kelompok subject menyimpan potensi strategis dalam 
penguatan kelembagaan petani jagung melalui kapasitas teknis, transfer 
pengetahuan, jejaring sosial dan ekonomi, serta dukungan terhadap pemberdayaan 
petani. Diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya mengakui keberadaan 
mereka, tetapi juga menginstitusionalisasi kontribusi mereka melalui pembentukan 
forum lintas kelembagaan, pendanaan kolaboratif, dan peningkatan kapasitas 
partisipatif. Dengan demikian, kolaborasi antara stakeholder subject dengan aktor 
utama dalam kelembagaan akan memperkuat kemandirian kelembagaan petani dan 
mendorong ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Jeneponto. 
Kelompok ini terdiri atas stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi terhadap 
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keberhasilan kelembagaan petani, namun belum memiliki pengaruh signifikan 
dalam memengaruhi kebijakan atau pengambilan keputusan kelembagaan. 

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto menempati posisi penting 
dalam kelompok ini, khususnya karena perannya dalam menjaga stabilitas dan 
ketahanan pangan lokal. Program-program dinas ini meliputi koordinasi dengan 
kelompok tani, gapoktan, dan instansi terkait program penguatan cadangan pangan, 
distribusi pangan, hingga pelatihan teknologi pertanian. Meskipun demikian, 
keterbatasan kewenangan dalam merancang kebijakan strategis menyebabkan 
pengaruhnya terbatas. Hasil penelitian Romadi et al. (2023) menunjukkan bahwa 
lembaga teknis seperti ini dapat lebih berperan bila dilibatkan secara aktif dalam 
perencanaan lintas sektor. 

Perguruan tinggi memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan 
kelembagaan petani melalui hasil penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat, 
namun pengaruhnya terhadap kebijakan kelembagaan masih rendah. Hambatan ini 
berkaitan dengan keterbatasan pendanaan dan tidak adanya mekanisme formal 
untuk integrasi hasil riset ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. 
Studi Budi et al. (2023) mengungkapkan bahwa potensi akademisi dalam 
pembangunan pertanian akan lebih optimal jika dibangun kanal komunikasi reguler 
dengan pemangku kepentingan daerah. 

Berbagai program penelitian dan pengabdian masyarakat menunjukkan 
kepentingan perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan petani, terutama 
dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui transfer 
pengetahuan dan inovasi. Pengaruh perguruan tinggi terhadap kelembagaan petani 
masih rendah karena perguruan tinggi tidak dapat melaksanakan program yang 
dilaksanakan lembaga pemerintah, kegiatan perguruan tinggi tergantung pada 
pendanaan riset dan pengabdian yang terbatas serta tidak ada forum komunikasi 
formal antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, sehingga rekomendasi atau 
hasil penelitian akademik tidak selalu dimasukkan ke dalam sistem perencanaan 
pembangunan daerah. Perguruan tinggi tetap menjadi stakeholder penting dalam 
pemberdayaan petani, meskipun tidak memiliki pengaruh langsung secara birokrasi. 
Apabila pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto menggunakan temuan penelitian 
dalam menyusun strategi pembangunan pertanian di daerah, penguatan 
kelembagaan petani akan lebih efektif. 

KTNA sangat mendukung pemberdayaan petani, tetapi belum terlibat dalam 
proses pengambilan keputusan strategis. Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 
adalah organisasi petani yang memiliki peran kuat dalam pemberdayaan melalui 
pelatihan dan advokasi, namun masih bergantung pada dukungan pemerintah 
karena tidak memiliki otoritas kebijakan. Penelitian Humaidi dan Soedarto (2022) 
menegaskan bahwa organisasi petani memiliki pengaruh signifikan dalam 
penyebaran informasi teknologi dan penguatan kelembagaan jika dilibatkan dalam 
proses kebijakan secara struktural. 
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KTNA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani secara keseluruhan 

melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, teknis budidaya, dan advokasi 
kebijakan. KTNA memiliki pemahaman yang kuat tentang kondisi nyata di lapangan 
sehingga berusaha meningkatkan solidaritas petani, menyebarkan informasi 
teknologi, dan menumbuhkan semangat kerja sama dalam pengelolaan usaha tani 
jagung melalui pertemuan rutin, forum musyawarah, dan kegiatan pelatihan. Akan 
tetapi, KTNA masih memiliki pengaruh yang lemah dalam menentukan kebijakan 
kelembagaan, meskipun memiliki akses langsung ke petani dan menjadi sumber 
aspirasi. Hal ini disebabkan karena KTNA tidak memiliki kewenangan untuk 
mengatur anggaran atau melakukan intervensi teknis sehingga mereka sangat 
bergantung pada dukungan dari pemerintah. 

PT.Jiva membantu petani jagung melalui penyediaan sarana produksi, pelatihan 
budidaya, dan akses pemasaran. Sebagai pihak swasta, PT. Jiva memiliki kekuatan 
teknis dan ekonomi yang lebih besar dibandingkan penguatan lembaga yang 
seringkali melibatkan masalah sosial dan kebijakan yang berada di luar cakupan 
langsung perusahaan. Namun, karena tingkat kepentingan yang tinggi, PT. Jiva 
memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat 
kelembagaan petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan 
komunikasi dan kerja sama PT.Jiva dengan stakeholder yang memiliki pengaruh 
yang lebih besar, seperti Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian. PT. Jiva dapat 
mendukung penguatan kelembagaan petani jagung secara berkelanjutan yang 
diperoleh dari informasi terbaru tentang perkembangan kelembagaan dan terlibat 
dalam proses koordinasi, meskipun mereka belum memiliki peran dominan dalam 
pengambilan keputusan. 

PT. Bisi International adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi 
namun pengaruh yang rendah dalam penguatan kelembagaan petani jagung. Ini 
terlihat dari komitmen perusahaan dalam menyediakan benih unggul, 
pendampingan teknis, dan dukungan dalam meningkatkan produktivitas petani. 
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, PT. Bisi memiliki 
kepentingan langsung terhadap keberhasilan petani jagung sebagai konsumen 
produk mereka. PT. Bisi masih memiliki sedikit dampak pada struktur kelembagaan 
petani, meskipun memiliki peran dalam bidang teknologi budidaya. Dalam konteks 
bisnis, perusahaan ini biasanya berinteraksi secara langsung dengan petani. 
Namun, mereka tidak secara langsung terlibat dalam keputusan strategis 
kelembagaan seperti membuat kebijakan kolektif, perencanaan program, atau 
aturan kelompok tani. Selain itu, perusahaan tidak dapat mendorong perubahan 
kelembagaan secara struktural karena memiliki hubungan yang bersifat kontraktual 
atau informal dengan petani. Perlu ada upaya dari pihak-pihak yang berpengaruh 
lebih besar, seperti dinas pertanian atau kelembagaan petani itu sendiri, untuk 
membuka ruang kolaborasi yang lebih formal. PT. Bisi dapat menjadi mitra potensial 
dalam memperkuat kelembagaan petani, khususnya dalam hal transfer teknologi, 
pelatihan, dan akses ke sarana produksi. Pelibatan aktif perusahaan ini akan 
meningkatkan kerja sama antar stakeholder dan memperkuat keberlanjutan institusi 
petani jagung lokal. 
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Sektor swasta melalui PT. Jiva Agriculture Indonesia dan PT. Bisi International 
memiliki peran penting dalam membantu petani melalui penyediaan sarana produksi 
dalam melaksakan usahatani, karena pihak perusahaan memberikan pinjaman 
sarana produksi kepada petani yang pembayarannya dilakukan setelah panen. 
Selain itu, perusahaan juga memberikan kemudahan kepada petani dalam 
memasarkan hasil panen dan harga beli jagung yang ditetapkan oleh perusahaan 
sesuai harga yang berlaku di pasaran sehingga akan memberikan keuntungan bagi 
petani. Dukungan berupa pembiayaan input pertanian serta jaminan pembelian hasil 
panen memudahkan petani dalam perencanaan usaha tani. Meskipun demikian, 
relasi kemitraan yang bersifat transaksional dan belum terlembaga secara formal 
membatasi kemampuan mereka untuk berperan dalam pembentukan kebijakan 
kelembagaan. Studi Wibowo et al. (2022) menyarankan transformasi kemitraan 
agribisnis menjadi kolaborasi jangka panjang yang inklusif dan berbasis 
pemberdayaan kelembagaan petani. Secara keseluruhan, kelompok subject 
menyimpan potensi strategis dalam penguatan kelembagaan petani jagung melalui 
kapasitas teknis, transfer pengetahuan, dan jaringan ekonomi. Maka, kebijakan 
pembangunan kelembagaan perlu diarahkan untuk mendorong peran aktif mereka 
melalui integrasi dalam forum komunikasi lintas lembaga, pengakuan peran non-
pemerintah, dan fasilitasi kolaborasi jangka panjang yang setara dan inklusif. 

4. Key player 
 Merupakan stakeholder yang menempati posisi strategis karena memiliki 

pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam keberhasilan penguatan kelembagaan 
petani jagung. Berdasarkan hasil pemetaan yang menggunakan pendekatan matriks 
pengaruh dan kepentingan (Reed et al., 2009), empat institusi utama dikategorikan 
sebagai key players dalam konteks penguatan kelembagaan petani jagung di 
Kabupaten Jeneponto: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Dinas Pertanian 
Kabupaten Jeneponto, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, dan 
Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S). Peran dan intervensi dari 
keempat institusi ini sangat dominan baik dalam aspek kebijakan, implementasi 
program, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan petani. 

BPP berperan sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan kelembagaan 
petani di tingkat kecamatan. Sebagai lembaga yang menaungi Penyuluh Pertanian 
Lapangan (PPL), BPP menjalankan fungsi penting dalam diseminasi inovasi 
teknologi, peningkatan kapasitas petani melalui pendekatan sekolah lapang, serta 
mendorong partisipasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaan program 
kelembagaan. Kegiatan rutin seperti pertemuan kelompok tani, anjangsana 
lapangan, dan pelatihan manajemen kelompok memperlihatkan keterlibatan aktif 
BPP dalam mendampingi petani secara langsung. Studi oleh Eastwood et al. (2019) 
dan Ochieng et al. (2018) juga menegaskan bahwa peran penyuluh sangat 
menentukan dalam mempercepat adopsi teknologi dan keberlanjutan kelompok tani. 
Keberadaan BPP turut mewujudkan peran kelembagaan petani sebagai entitas 
pembelajar dan produktif (Mucoki et al., 2022). 
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Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Dinas Pertanian memiliki 

kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengimplementasikan kebijakan 
strategis yang menyasar kelompok tani. Dalam kerangka teori kelembagaan (Uphoff, 
1986), Dinas Pertanian merupakan institusi pengambil keputusan (decision-making 
institution) yang memiliki kekuatan pengaruh tinggi karena mengatur pembinaan, 
fasilitasi bantuan, serta pelibatan petani dalam berbagai skema kemitraan dan akses 
pasar. Dinas ini mengembangkan model intervensi berbasis kebutuhan lokal melalui 
kegiatan Sekolah Lapang, Bimbingan Teknis (Bimtek), serta penguatan organisasi 
kelompok tani menjadi badan usaha yang lebih profesional. Penelitian oleh Banda 
(2022) dan Sariati et al. (2023) menunjukkan bahwa kehadiran dinas pertanian 
daerah yang adaptif sangat mendukung ketahanan kelembagaan petani melalui 
kebijakan inklusif dan kolaboratif. 

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku merupakan unit 
pelaksana teknis pusat dari Kementerian Pertanian yang memiliki mandat dalam 
pengembangan sumber daya manusia pertanian berdasarkan Permentan Nomor: 
37/PERMENTAN/SM.120/8/2018, yaitu, pelatihan kepada petani meliputi pelatihan 
kepemimpinan dan manajemen, serta pelatihan teknis komoditas pertanian. Salah 
satu cara dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian (non aparatur) adalah 
dengan menumbuhkembangkankan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya 
(P4S). Di Kabupaten Jeneponto, BBPP Batangkaluku menjadi aktor penting dalam 
memperkuat kapasitas petani melalui pelatihan berbasis kompetensi, termasuk 
pelatihan kewirausahaan agribisnis komoditas jagung. Tujuannya adalah membekali 
petani dengan keterampilan manajerial, kemampuan pemasaran, dan inovasi pasca-
panen yang mendorong nilai tambah. Hasil penelitian oleh Bertolozzi-Caredio et al. 
(2021) dan Rajala et al. (2021) mendukung bahwa pelatihan berbasis agribisnis 
sangat efektif dalam mengubah kelembagaan petani menjadi lembaga usaha yang 
mandiri dan tangguh secara ekonomi 

Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) adalah lembaga 
pelatihan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara partisipatif oleh petani, 
untuk petani. Dengan pendekatan keswadayaan dan prinsip pembelajaran 
kontekstual, P4S memberikan pelatihan teknis budidaya, manajemen kelompok, 
hingga kepemimpinan organisasi. Di Kabupaten Jeneponto terdapat P4S Merapi 
yang berlokasi di Kecamatan Rumbia. P4S adalah para petani maju dan berhasil 
yang diharapkan dapat mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki 
kepada petani sekitarnya, sehingga keberadaannya benar-benar dapat mendorong 
percepatan kebutuhan tuntutan peningkatan kapasitas SDM petani. Menurut Hayes 
et al. (2021), P4S berperan dalam menjembatani kebutuhan petani dan kebijakan 
publik dengan menyampaikan inovasi teknologi secara praktis dan lokal. Di 
Kabupaten Jeneponto, P4S menjadi aktor pelengkap penting dari struktur 
kelembagaan pertanian karena menjangkau petani yang berada di luar jangkauan 
institusi formal. Keberadaan P4S juga memperkuat jaringan komunikasi horizontal 
antar kelompok tani (Reed et al., 2009). 

Keempat institusi ini menunjukkan peran aktif dan berkelanjutan dalam 
meningkatkan fungsi kelembagaan petani. Melalui sinergi antara aktor teknis (BPP 
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dan Dinas Pertanian), pelatihan nasional (BBPP), dan penguatan berbasis komunitas 
(P4S), kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto memiliki fondasi yang 
kokoh untuk berkembang menjadi sistem yang mandiri, tangguh, dan responsif 
terhadap dinamika pertanian modern. Keterlibatan mereka sebagai key players telah 
dibuktikan secara empiris dalam mendukung produktivitas, adaptasi teknologi, dan 
daya saing kelembagaan petani (Addai et al., 2021; Aminah et al., 2024; Phiri et al., 
2024).  

2.4.3. Hubungan Stakeholder 
Dalam penelitian ini menyajikan peta visual interaksi stakeholder dalam 

kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. Tiga dimensi hubungan utama 
yang dianalisis adalah komunikasi, koordinasi, dan kerja sama, yang 
merepresentasikan intensitas dan arah relasi antar aktor berdasarkan kepentingan 
dan pengaruh mereka. 

  

 
  Keterangan : merah :komunikasi, biru: koordinasi, hijau : kerjasama 

 
Gambar 2.5 Peta hubungan antar stakeholder dalam kelembagaan petani 
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1. Komunikasi 

Komunikasi merupakan landasan dari hubungan kelembagaan antar 
stakeholder dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam penguatan 
kelembagaan petani jagung. Relasi komunikasi antar berbagai aktor yang saling 
terhubung dalam sistem kelembagaan di Kabupaten Jeneponto. Relasi ini terbentuk 
karena adanya kebutuhan untuk menyamakan persepsi, mengintegrasikan peran, 
serta menyusun strategi bersama dalam mendukung kapasitas kelembagaan petani. 
Sebagaimana diuraikan oleh Leeuwis and Van den Ban (2004), komunikasi dalam 
sistem pertanian tidak bersifat linier, tetapi interaktif, partisipatif, dan dipengaruhi oleh 
konteks sosial-politik. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana 
komunikasi berjalan di antara para aktor berikut. 

1) BPP « Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan 
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjadi simpul komunikasi yang penting 
antara lapangan dan instansi teknis pemerintah. Penyuluh menyampaikan 
laporan penyuluhan dan kendala petani kepada Dinas Pertanian, sekaligus 
memberikan data mengenai cadangan pangan serta harga jagung kepada 
Dinas Ketahanan Pangan. Komunikasi ini penting untuk menjaga sinkronisasi 
antara kondisi lapangan dan intervensi kebijakan. Menurut Eastwood et al. 
(2019), komunikasi berbasis data lapangan dari penyuluh meningkatkan 
efisiensi alokasi program dan responsivitas kebijakan pertanian. Perlu diperkuat 
sistem informasi terintegrasi agar komunikasi tidak hanya bersifat laporan 
periodik, tetapi dapat dipantau secara real-time. 

2) Pemerintah Desa « Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Bappeda, 
Dinas PUPR 
Komunikasi antara Pemerintah Desa dan OPD menjadi penting dalam 
menyinergikan program pembangunan desa dan kabupaten. Pemerintah Desa 
aktif mengusulkan pembangunan infrastruktur pendukung kelembagaan tani, 
seperti jalan usaha tani, melalui mekanisme perencanaan partisipatif dan forum 
Musrenbang. Komunikasi ini bersifat vertikal dan horizontal sekaligus, 
mencerminkan model kolaboratif antara level desa dan kabupaten. Menurut 
Reed et al. (2009), komunikasi lintas level yang efektif meningkatkan legitimasi 
program dan memperluas basis dukungan masyarakat. Namun, masih 
diperlukan peningkatan kapasitas komunikasi Pemerintah Desa agar dapat 
menyuarakan kebutuhan petani secara lebih sistematis. 

3) Dinas Pertanian ↔ BBPP Batangkaluku dan P4S Merapi 
Komunikasi ini difokuskan pada identifikasi kebutuhan pelatihan, penyusunan 
materi, dan penguatan struktur organisasi kelompok tani. Prosesnya mencakup 
pertukaran data kelompok tani, penyusunan kurikulum pelatihan, hingga diskusi 
informal mengenai kelemahan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan konsep 
“participatory curriculum development” (Hayes et al., 2021), yang mendorong 
materi pelatihan dirancang berdasarkan konteks lokal. Komunikasi teknis ini 
perlu diformalisasi dalam forum rutin, agar pembaruan pelatihan lebih adaptif 
terhadap dinamika pertanian jagung di Jeneponto. 
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4) BBPP ↔ Perguruan Tinggi ↔ BRMP ↔ Dinas Pertanian ↔ BPP 

Komunikasi pada BBPP Batangkaluku bertujuan membangun jaringan 
pengetahuan yang mengalir dari lembaga riset ke pelatihan, hingga ke petani. 
Sinergi ini memperkuat adopsi inovasi melalui pengintegrasian hasil riset ke 
dalam kurikulum pelatihan dan penyuluhan. Forum ilmiah, pelatihan lanjutan, 
dan kunjungan lapang menjadi media komunikasi utama. Bertolozzi-Caredio et 
al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi riset dengan pelatihan pertanian 
meningkatkan efisiensi adopsi inovasi di tingkat petani. Komunikasi multiarah ini 
perlu terus diperkuat melalui platform kolaboratif antara aktor riset, pelatihan, 
dan penyuluhan. 

5) KTNA ↔ Dinas Pertanian, Bappeda, DPRD 
Komunikasi antara KTNA dan pemerintah daerah bersifat advokatif, 
menyalurkan aspirasi petani melalui forum resmi seperti Musrenbang dan 
audiensi dengan legislatif. KTNA memainkan peran sebagai penyambung suara 
petani, terutama dalam isu regulasi dan program pembangunan pertanian. 
Peran ini mendukung temuan Phiri et al. (2024) yang menyebutkan pentingnya 
organisasi petani dalam mengawal kebijakan agar berpihak kepada petani. 
Komunikasi advokatif perlu dilengkapi dengan data dan bukti dampak agar 
memiliki kekuatan pengaruh dalam forum kebijakan. 

6) Distributor pupuk ↔ PT. Jiva Agriculture Indonesia, PT. BISI International, 
pedagang pengumpul, toko tani 
Komunikasi yang terjalin bersifat pasar, menyangkut informasi produk, teknik 
budidaya, harga, dan kualitas hasil. Hubungan ini penting dalam membentuk 
persepsi petani terhadap input dan hasil panen, tetapi cenderung tidak simetris. 
Menurut Ochieng et al. (2018), hubungan pasar yang tidak diimbangi dengan 
komunikasi edukatif dapat memperlemah kelembagaan petani. Oleh karena itu, 
pelaku usaha perlu difasilitasi untuk membangun komunikasi berbasis 
kemitraan jangka panjang, bukan sekadar relasi transaksi 

2. Koordinasi 

Koordinasi antar stakeholder merupakan dimensi penting dalam keberhasilan 
program penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto. 
Koordinasi yang terjalin antar berbagai aktor, termasuk dinas teknis, pemerintah 
desa, lembaga pelatihan, lembaga keuangan, dan distributor input pertanian. Dalam 
konteks sistem kelembagaan pertanian, koordinasi mencakup keselarasan 
kebijakan, penyusunan program bersama, pengalokasian peran dan tanggung 
jawab, serta integrasi data dan sumber daya (Reed et al., 2009). 
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1) BPP ↔ Dinas Pertanian 

Koordinasi antara Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan Dinas Pertanian 
berlangsung secara rutin dan sistematis. Fungsi utama dari hubungan ini adalah 
untuk menyelaraskan arah kebijakan penyuluhan dengan program pertanian 
kabupaten. Melalui pertemuan teknis triwulanan dan penyusunan programa 
penyuluhan, penyuluh menerima arahan kebijakan dan merumuskan strategi 
penyuluhan yang kontekstual dengan kebutuhan petani. Koordinasi juga 
mencakup supervisi lapangan, di mana penyuluh dan pejabat Dinas bersama-
sama melakukan pemantauan penerapan hasil penyuluhan. Menurut Di Iacovo 
et al. (2017), koordinasi lapangan seperti ini penting untuk membangun umpan 
balik dua arah antara petani dan pembuat kebijakan. 

2) Dinas Pertanian ↔ Pemerintah Desa 
Dinas Pertanian berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk menentukan 
kelompok tani sasaran program. Koordinasi ini memastikan bahwa kelompok 
tani yang dipilih memiliki struktur organisasi yang aktif dan membutuhkan 
penguatan kapasitas kelembagaan. Pemerintah Desa juga menyediakan 
fasilitas pertemuan antara kelompok tani dan OPD teknis. Koordinasi desa-
kabupaten ini mencerminkan pentingnya konektivitas antar level pemerintahan, 
sebagaimana diungkapkan oleh Uphoff (1986), yang menyatakan bahwa 
keberhasilan pembangunan lokal tergantung pada hubungan fungsional antara 
pemerintah pusat, daerah, dan desa. 

3) Dinas Pertanian ↔ Bappeda, PUPR, DPRD 
Koordinasi antar Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas PUPR, dan DPRD bersifat 
strategis dan multilevel. Dinas Pertanian menyampaikan usulan program 
kelembagaan melalui Bappeda pada forum Musrenbang. Koordinasi dengan 
PUPR menyangkut infrastruktur pendukung pertanian seperti jalan usaha tani 
dan irigasi. Sedangkan koordinasi dengan DPRD dilakukan untuk advokasi 
anggaran dan dukungan kebijakan. Reed et al. (2009) menegaskan bahwa 
koordinasi antar institusi perencana, pelaksana, dan pengambil keputusan 
politik adalah faktor penentu dalam penguatan kelembagaan sektor publik. 

4) Dinas Ketahanan Pangan ↔ Dinas Pertanian, Bappeda, DPRD 
Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk 
memastikan stabilitas pasokan jagung. Bersama Bappeda dan DPRD, Dinas ini 
merumuskan kebijakan dan mengadvokasi legislasi terkait ketahanan pangan. 
Fungsi pelaksana teknis, perencana, dan pengawas kebijakan terdistribusi 
secara jelas. Model ini selaras dengan teori governance network (Provan and 
Kenis, 2008) di mana efektivitas sistem koordinasi tergantung pada klarifikasi 
peran dan struktur komunikasi yang terbuka. 

5) BRMP ↔ Dinas Pertanian 
Balai Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP) berkoordinasi dengan Dinas 
Pertanian dalam mengintegrasikan teknologi hasil riset ke kelompok tani. Dinas 
Pertanian memilih kelompok tani untuk uji coba dan bersama BRMP 
mengevaluasi efektivitas teknologi tersebut. Menurut Hayes et al. (2021), 
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koordinasi antara lembaga riset dan pelaksana program sangat penting dalam 
mendorong inovasi pertanian yang relevan secara lokal. 

6) BBPP Batangkaluku ↔ BPP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan 
BBPP Batangkaluku melalui program READSI bekerja sama secara intensif 
dengan BPP, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi 
dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program 
pemberdayaan ekonomi petani. Studi Addai et al. (2022) menyebutkan bahwa 
pendekatan koordinatif dalam pelatihan, penyuluhan, dan program 
pemberdayaan menghasilkan dampak lebih kuat terhadap penguatan 
kelembagaan lokal. 

7) Bank ↔ Pemerintah Desa, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan 
Koordinasi lembaga keuangan dengan pemerintah desa dan OPD teknis 
berperan dalam penyaluran KUR pertanian. Pemerintah Desa mengidentifikasi 
petani sasaran, Dinas Pertanian membantu penyusunan rencana usaha tani, 
dan Dinas Ketahanan Pangan memvalidasi kesesuaian sasaran. Model 
koordinasi ini memungkinkan efisiensi penyaluran KUR dan pemanfaatan kartu 
tani sebagai alat kendali input. Phiri et al. (2024) menyarankan bahwa sistem 
keuangan mikro yang terintegrasi dengan kelembagaan lokal mampu 
meningkatkan kemandirian petani. 

8) Distributor Pupuk ↔ BPP dan Dinas Pertanian  
Koordinasi dalam distribusi pupuk dimulai dari penyusunan RDKK oleh 
kelompok tani, validasi oleh penyuluh, dan rekapitulasi kebutuhan oleh Dinas 
Pertanian. Hasil ini diberikan kepada distributor sebagai dasar penyaluran. 
Dinas dan distributor juga melakukan evaluasi bersama di tingkat pengecer. 
Menurut FAO (2017), transparansi dan koordinasi multi-aktor dalam sistem input 
pertanian merupakan faktor kunci dalam memastikan akurasi, efisiensi, dan 
ketepatan sasaran distribusi. 

3. Kerjasama 

Kerja sama antar stakeholder merupakan fondasi penting dalam membangun 
kelembagaan petani yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dalam sistem 
pertanian jagung di Kabupaten Jeneponto, kerjasama lintas aktor menjadi kunci 
dalam menyatukan berbagai sumber daya, kepakaran, dan jaringan distribusi untuk 
mendukung aktivitas kelembagaan petani. Pola kerjasama yang telah terjalin di 
antara institusi publik, swasta, akademisi, lembaga keuangan, dan masyarakat desa 
tidak hanya bersifat transaksional, melainkan juga strategis dan struktural, dengan 
tujuan memperkuat posisi petani dalam rantai nilai pertanian. 

1) BPP ↔ P4S 
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bekerjasama dengan Pusat Pelatihan 
Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) dalam memberikan pelatihan teknis 
kepada petani. P4S menjadi tempat belajar dan praktik lapangan bagi kelompok 
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tani dalam aspek manajemen usaha tani, diversifikasi produk, serta 
pengembangan inovasi teknologi pertanian. Kegiatan ini mencakup magang 
dan pelatihan keterampilan pertanian yang bersifat praktis dan kontekstual. 
Model ini sejalan dengan pendekatan “learning by doing” sebagaimana 
diuraikan oleh Leeuwis and Van den Ban (2004), yang menyatakan bahwa 
pelatihan berbasis pengalaman langsung dan kolaboratif lebih efektif dalam 
meningkatkan kapasitas kelembagaan petani. 

2) Pemerintah Desa ↔ LSM ↔ BUMDes 
Kerjasama tiga pihak ini berfokus pada penguatan kelembagaan petani melalui 
penyediaan akses modal, pelatihan, dan pemasaran hasil panen. Pemerintah 
Desa berperan sebagai regulator dan fasilitator, BUMDes sebagai operator 
usaha tani dan distribusi, dan LSM sebagai pendamping pelatihan dan promosi 
hasil pertanian. Tuna et al. (2019) menekankan bahwa kemitraan yang 
melibatkan desa, masyarakat sipil, dan pelaku ekonomi lokal dapat menciptakan 
kelembagaan yang inklusif dan berakar kuat pada kebutuhan lokal. 

3) Dinas Pertanian ↔ Dinas PUPR 
Kerjasama ini menyasar penguatan infrastruktur fisik pendukung kelembagaan 
petani, seperti jalan usaha tani, saluran irigasi, dan embung. Identifikasi 
kebutuhan infrastruktur dilakukan bersama agar sesuai dengan distribusi 
kelompok tani dan kebutuhan produktivitas. Reed et al. (2009) menyatakan 
bahwa kerjasama lintas sektor teknis sangat penting untuk menyinergikan 
pembangunan pertanian dan infrastruktur secara terpadu, menghindari 
duplikasi, serta memaksimalkan dampak intervensi. 

4) Dinas Pertanian ↔ Perguruan Tinggi 
Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat basis pengetahuan kelembagaan 
petani melalui pendampingan riset dan pembuatan materi penyuluhan berbasis 
penelitian. Kolaborasi ini meningkatkan relevansi program penyuluhan dengan 
kondisi lokal petani. Bertolozzi-Caredio et al. (2021) menegaskan bahwa 
kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah menghasilkan materi 
pelatihan yang lebih adaptif dan berbasis bukti ilmiah. 

5) Dinas Pertanian ↔ PT. Jiva dan PT. Bisi 
Kemitraan yang terjalin berupa penyediaan benih dan pupuk berkualitas. Dinas 
Pertanian memfasilitasi penyaluran input dari perusahaan kepada kelompok tani 
serta mengawal kualitas dan transparansi distribusi. Hayes et al. (2021) 
menunjukkan bahwa kemitraan publik-swasta dalam penyediaan input 
pertanian dapat memperbaiki akses petani terhadap teknologi, asalkan 
dibangun di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas bersama. 

6) Bank ↔ BUMDes, Distributor, Toko Tani, Pedagang 
Kerjasama sektor keuangan dengan pelaku usaha desa dan distributor input 
bertujuan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Bank menyediakan pembiayaan 
melalui KUR, sedangkan BUMDes, distributor, dan toko tani menerima 
dukungan modal untuk menjamin ketersediaan input. Pedagang hasil pertanian 
memperoleh akses pembiayaan untuk membeli hasil panen petani. Phiri et al. 
(2024) menyatakan bahwa akses pembiayaan yang merata dan berbasis 
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jaringan lokal memperkuat ketahanan kelembagaan petani serta meningkatkan 
efisiensi pasar. 

7) PT. Jiva ↔ Pedagang Hasil Pertanian 
PT. Jiva mengembangkan sistem kemitraan untuk memperkuat pemasaran 
jagung petani. Pedagang lokal menjadi mitra dalam rantai distribusi, menjamin 
harga stabil, dan memperluas akses pasar. Model ini mencerminkan konsep 
“inclusive agribusiness” (Bizikova, 2020) yang menekankan pentingnya 
integrasi petani dalam sistem pasar formal melalui dukungan perusahaan 
agribisnis. 

8) PT. Bisi ↔ Pedagang Hasil Pertanian 
PT. Bisi menjalankan kemitraan dengan pedagang sebagai bagian dari strategi 
distribusi benih unggul dan pemasaran hasil panen. Tujuannya adalah 
meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga. Ochieng et al. (2018) 
menegaskan bahwa kerjasama perusahaan benih dengan jaringan distribusi 
lokal mendukung keberlanjutan usaha tani dan memperkuat fungsi pasar lokal. 

2.5. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kelembagaan petani jagung di 
Kabupaten Jeneponto dipengaruhi oleh keberadaan dan keterlibatan berbagai 
stakeholder lintas sektor, baik dari public sector, voluntary, maupun private sector. 
Setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda-beda tergantung pada tingkat 
pengaruh dan kepentingannya. Sektor publik paling dominan adalah khususnya 
Dinas Pertanian dan Badan Penyuluhan Pertanian, karena mereka punya pengaruh 
tinggi (otoritas, sumber daya) dan kepentingan tinggi (keterlibatan langsung dalam 
penguatan kelembagaan petani). Peran moderat, terutama KTNA dan P4S yang 
punya pengaruh dan kepentingan cukup tinggi. Perguruan tinggi juga punya posisi 
strategis, meski lebih ke arah pendukung teknis (riset, pelatihan). 
LSM punya peran kecil dalam konteks ini. Sektor swasta terlibat, tetapi pengaruh dan 
kepentingannya tidak sebesar sektor publik. Mereka cenderung lebih fokus pada 
fungsi ekonomi dan pasar, bukan kelembagaan. Paling menonjol adalah PT. Jiva dan 
PT. BISI yang punya kepentingan dalam rantai pasok. 

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan memetakan 20 stakeholder yang terlibat 
dalam penguatan kelembagaan petani jagung di Kabupaten Jeneponto, 
diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya ke dalam empat 
kategori: (1) key players terdiri dari Dinas Pertanian, Badan Penyuluhan Pertanian, 
BBPP Batangkaluku, dan P4S memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi dalam 
penguatan kelembagaan petani. Mereka merupakan aktor utama yang harus 
dilibatkan secara penuh dalam setiap tahap pengembangan kelembagaan; (2) 
Subject: Dinas Ketahanan Pangan, Perguruan Tinggi, Kontak Tani Nelayan Andalan, 
PT. Jiva, PT. Bisi International memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh terbatas. 
Mereka berperan dalam pendukung teknis, perencanaan lintas sektor, dan regulasi; 
(3) context setter: Pemerintah Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memiliki pengaruh tinggi tetapi 
kepentingan rendah. Mereka dapat menciptakan konteks yang kondusif bagi 
kelembagaan, tetapi perlu didekati agar lebih terlibat aktif; (4) Crowd: Perbankan, 
LSM, BUMDes, distributor pupuk, toko tani, dan pedagang hasil pertanian memiliki 
peran terbatas dalam kelembagaan petani. Namun, tetap perlu dimonitor karena 
dapat mendukung secara tidak langsung atau menjadi potensi kolaborator di masa 
depan. 

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program penguatan 
kelembagaan petani bergantung pada koordinasi lintas sektor, komunikasi yang 
berkelanjutan, serta integrasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. 
Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual pemetaan 
stakeholder dalam konteks kelembagaan pertanian di Indonesia, dengan 
menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dan berbasis lokal. Temuan ini 
memperkaya literatur yang ada dengan memberikan bukti empiris dari studi kasus 
spesifik dan menyarankan pentingnya sinergi antara kebijakan, pelatihan, dan 
penguatan struktur kelembagaan petani. 
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